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SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 01-
01/PHPU.PRES/XII/2014Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014
dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon hadir, ya? Sudah tidak perlu diperkenalkan lagi karena
kemarin sudah jadi dianggap hadir. Termohon? Hadir, ya. Bawaslu
kelihatan belum ada? Ada, ya? Oh, ada Pak Simanjuntak, ya. Pihak
Terkait? Hadir, ya? Baik, terima kasih.

Hari ini agenda sidang kita adalah untuk mendengarkan pokok-
pokok perbaikan permohonan dari Pemohon secara ringkas nanti akan
menyampaikan pokok-pokok perbaikannya. Kemudian kita selanjutnya
akan mendengarkan jawaban dari Termohon, kemudian keterangan dari
Pihak Terkait, dan keterangan dari Bawaslu Setelah itu, selesai itu
semua kita akan mendengarkan keterangan Saksi dari Pemohon,
mungkin sore karena pagi ini agendanya kita mendengarkan dulu
jawaban dari Termohon dan Pihak Terkait.

Saya persilakan kepada Pemohon untuk menyampdakan pokok-
pokok perbaikannya. Jadi intinya saja karena kami sudah menerima juga
perbaikan dari Pemohon yang sudah disampaikan kemarin, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Majelis Hakim, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan pokok
pokok permohonan sesuai dengan perubahan yang telah kami
sampaikan. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan satu tanggapan
kami terhadap surat yang kemarin dikirimkan oleh Panitera Mahkamah
Konstitusi berkenaan dengan surat permintaan dari Pihak KPU. Untuk itu
kami minta Saudara Didi menyampaikannya secara lisan dan nanti kami
akan serahkan surat itu, terima kasih.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, enggak apaapa, silakan. Memang kemarin Mahkamah
menyampaikan kepada Termohon agar pada Pemohon dan Pihak
Terkait surat yang disampaikan pada sidang pertama mengenai
pembukaan kotak suara untuk memperoleh tanggapan dari Pemohon



dan Pihak Terkait Setelah itu, Mahkamah akan memberikan ketetapan
mengenai permohonan itu. Saya persilakan kepada Pemohon.

KUASA HUKUM PEMOHON: DID | SUPRIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia.
Pihak Termohon, Kuasa Hukum, dan Prinsipal Pihak Terkait, dan hadirin
sekalian. Kami akan bacakan lengkap surat tanggal Jakarta, 8 Agustus
2014 kepada yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia di
Jakarta.

Perihal, tanggapan Pemohon terhadap surat KPU Nomor
1445/KPU/VIII/2014 , tanggal, 4 Agustus 2014. Perihal Penyusunan Alat
Bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Mempermalukan dengan
hormat ... mempermaklumkan dengan hormat. Pertama-tama kami
ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami
untuk menanggapi surat yang diajukan Termohon kepada Ketua
Mahkamah Konstitusi. Menanggapi surat Termohon a quo bersama ini
Pemohon menyampaikan hathal sebagai berikut.

1. Bahwa kotak suara merupakan salah satu jenis perlengkapan
pemungutan suara menurut Ketentuan Pasal 105 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Undang-Undang Pilpres.
Juncto Pasal 21 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan Suara di Tempat
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014, selanjutnya disebut PKPU 19/2Q14. Bahwa dalam
peraturan perundang-undangan diatur pembukaan kotak suara
hanya dapat dilakukan untuk kondisi-kondisi sebagai berikut.

1. Pembukaan kotak suara oleh kelompok penyelenggara
pemungutan suara atau KPPS sebelum dimulainya pelaksanaan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang
Pilpres juncto Pasal 31 ayat (1) huruf b PKPU 19/2014.

2.2 Pembukaan kotak suara oleh panitia pemungutan suara (PPS) pada
saat pelaksanaan rekapitulasi penghiungan suara di tingkat
desa/kelurahan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf
a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Pesiden Serta
Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014, selanjutnya disebut PKPU21/2014.

2.3 Pembukaan kotak suara oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK)
pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat



2.4

2.5

kecamatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 141 ayat (3) Undang-
Undang Pilpres juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a PKPU21/2014.

Pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
dan Kota pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di
tingkat kabupaten/kota. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 40 ayat
(1) huruf a PKPU 21/2014.

Pembukaan kotak suara yang disebabkan oleh karena adanya
penghitungan suara ulang berdasarkan usulan dari pengawas
pemilu atau perintah dari Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selain daripada kondisi-kondisi sebagaimana disebut di atas,
tidak ditemukan adanya ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang memberikan kewenangan bahkan membuka ruang
bagi KPU untuk membuka kotak suara setelah ditetapkan hasil
pilpres atau setelah adanya pengajuan permohonan perselisihan
hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa perintah KPU kepada jajarannya untuk membuka kotak suara

melalui Surat Edaran Nomor 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli
2014 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, setidaknya karena
beberapa alasan sebagai berikut.

4.1. Bahwa seluruh tahapan proses penyelenggaraan pilpres telah
diselesaikan ... telah selesai dilaksanakan pada tanggal 22 Juli
2014. Dengan ditetapkannya hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden secara nasionaloleh KPU RI.

Oleh karena itu, seluruh kotak suara yang berisi dokumen
pemilu tidak dapat dibuka lagi kecuali atas perintah Mahkamah
Konstitusi.

4.2 Bahwa pada saat surat edaran a quo diterbitkan bersamaan
dengan waktunya diajukannya permohonan perselisihan hasi
pilpres tahun 2014 oleh Calon Presiden dan Calon Wakil
Presiden Nomor Urut 1 kepada Mahkamah Konstitusi. Tahapan
pilpres tahun 2014 sesungguhnya telah beralih dari
penyelenggara pemilu atau KPU ke proses peradilan di
Mahkamah Konstitusi. Sehingga pembukaan kotak suara tanpa
perintah Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4.3 Bahwa penerbitan surat edaran a quo untuk pelaksanaan
pembukaan kotak suara dengan alasan adanya beberapa
permasalahan, keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan Rapat
Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden secara nasional tidak beralasan
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hukum dan sangat mengada-ada. Karena tindak lanjut atas
adanya keberatan saksi a quo seharusnya diproses dalam
tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh
KPU RI. Sedangkan proses atau tahapan dimaksud telah
selesai bersamaan dengan telah ditetapkannya hasil pilpres
tahun 2014 oleh KPU RI pada tanggal 22 Juli 2014.

4.4 Bahwa dasar hukum diterbitkannya surat edaran a quo
disebutkan oleh KPU untuk mengantisipasi saksi pasangan
calon presiden dan wakil presiden yang mempermasalahkan
keberadaan pemilih yang menggunakan formulir model A-5
PPWP atau DPB dan pemilih yang tidak terdaftar dalam
DPT/DPTB/DPK dan menggunakan hak pilihnya satu jam
sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS atau
DPKIB. Sehingga harus menyapkan salinan/fotokopi untuk
digunakan sebagai alat bukti KPU di Mahkamah Konstitusi.
Padahal pada tanggal 25 Juli 2014, Pemohon ... permohonan
PHPU baru diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi RI
pada jam 20.00 WIB dan permohonan tersebut baru dicatat
dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) pada hari
Sabtu, tanggal 26 Juli 2014, pukul 09.00 WIB, Akta Registrasi
Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 021/PAN.MK/2014 tanggal
26 Juli 2014, sehingga terdapat keganjilan dalam terbitnya
surat edaran a quo karena seolaholah KPU RI telah
mengetahui lebih dahulu materi permohonan PHPU yang
diajukan Pemohon.

4.5. Bahwa dalam surat edaran a quo, pelaksanaan pembukaan
kotak suara hanya diperintahkan untuk melibatkan pengawas
kabupaten/kota dan pihak Kkepolisian setempat, tanpa
melibatkan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
seperti halnya pembukaan kotak suara sebagaimana kami
uraikan pada angka 2 di atas yang seharusnya wajib
diikutsertakan. Padahal, di dalam kotak suara terdapat
dokumen-dokumen penting pilpres lainnya yang dikhawatirkan
dapat rusak, dihilangkan, diubah, atau diragukan
autentisitasnya.

Bahwa Pasal 149 UndangUn dang Pil pres menyat a

kabupaten/kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan

kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara pasangan calon, sehingga KPUKIP kabupaten/kota

wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan kotak suara dalam

keadaan digembok, disegel, serta disimpan pada tempat yang

memadai, dan dapat dijamin keamanannnya.o Ol eh kar ena
perintah KPU RI untuk membuka kotak suara tersebut adalah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila saat

ini terkait dengan hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Presiden



dan Wakil Presiden yang sedang disengketakan di Mahkamah
Konstitusi.

6. Pembukaan kotak suara yang dimaksudkan oleh Termohon dalam
rangka mengadakan alat bukti sesuai edaran tersebut bukan
berdasarkan perintah atas hukum, sehingga bukti tersebut adalah
bukti yang diperoleh dengan melanggar peraturan perundang-
undangan. Bukti yang diperoleh bukan atas nama perintah hukum
atau didapatkan dengan cara melawan hukum, maka bukti tersebut
hanya dapat digunakan untuk membuktikan pelanggaran atas
peraturan perundang-undangan tersebut dan tidak dapat digunakan
untuk pembuktian atau pembuktian perkara lainnya.

7. Pembukaan kotak suara yang dilakukan pada masa PHPU dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu
sebagaimana pernah dinyatakan dalam Putusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKP) Nomor 59/DKPRPKEII/2013 yang
menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan Anggota
KPU Provinsi Bali yang menginstruksikan kepada KPU
Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali untuk mengumpulkan formulir
sertifikat hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara
pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Bali
Tahun 2013.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis
Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk menyatakan pembukaan kotak suara
oleh Termohon adalah tindakan melawan hukum, sehingga seluruh
dokumen yang diajukan oleh Termohon sebagai alat bukti dalam
persidangan yang dihasilkan dari pembukaan kotak suara yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai alat bukti yang tidak sah.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan dengan harapan dapat
menjadi satu-kesatuan dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi
yang memeriksa dan mengadili permohonan ini.

Atas €é dan atas perkenaan Majelis
terima kasih. Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta,
ditandatangani. Terima kasih, Majelis. Ini akan kami sampaikan juga
langsung.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Petugas, diambil langsung dari Pemohor Ya,
langsung dibagi kepada Pihak Terkait dan Termohon.

Apakah Pihak Terkait sudah siap juga dengan tanggapan? Saya
silakan. Ya, silakan.



KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Yang Mulia, berkaitan dengan Surat Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Pihak Terkait akan menanggapi atas
kaitannya dengan pembukaan kotak suara yang dibacakan oleh kolega
kami, Henry Yosodiningrat, kami persilakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Tanggapan terhadap Surat Keputusan kop surat Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PAN.MK/VIII/2014. Yang terhormat
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menanggapi surat
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PAN.MK/V111/2014, perihal
penyampaian surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 4 Agustus 2014,
Nomor 1455/KPU/VIII/2014, khususnya mengenai surat KPU.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
ltunya jangan ditutup ya €& ya ¢é
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Khususnya mengenai surat KPU, memerintahkan KPU kabupaten/
kota berkoordinasi dengan pengawas pemilu, saksi pasangan calm dan
kepolisian untuk membuka kotak suara tersegel dan mengambil
dokumen berupa formulir model C-1 Plano, G1 folio berhologram, dan
salinan G1 folio, serta dokumen lain pendukung lainnya (DPT, DPTTB,
DKP, DPKTB dan model C-7). Merujuk keberatan Pemohon dalam
perkara sengketa PHPU Nomor 1/PHPU/PRES/XI1/2014, khususnya
mengenai pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU
sebagaimana dimaksud dalam surat KPU tanggal 4 Agustus 2014Nomor
1455/KPU/VIII/2014.

Maka dengan ini kami sampaikan pendapat
1. Pembukaan kotak suara tersebut tidak bertentangan dengan

peraturan perundangan-undangan.

2. Pembukaan kotak suara tersebut dilaksanakan untuk kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 huruf d dan Pasal 2
Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesa Nomor 4 Tahun
2014.

3. Pembukaan kotak suara dapat dibenarkan sepanjang tidak merusak
kotak dan dokumen pemungutan suara dan/atau mengubah hasil
perolehan suara dalam pemilihan umum sebagimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 239, 242, 243, dan 244 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2008. Pembukaan kotak suara dilakukan setelah berkoordinasi
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10.

11.

dengan pengawas pemilu, saksi pasangan calon, dankepolisian, dan
dibuatkan berita acara untuk itu.
Demikian pendapat ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan
terima kasih, Tim Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, terima kasih.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih terhadap permohonan ini dan tanggapan tadi,
nanti Majelis akan memberikan ketetapan mengenai masalah ini pada
sidang sore atau nanti setelah ini, kami akan musyawarahkan terlebih
dahulu.

Selanjutnya saya persilakan kepada Pemohon  untuk
penyampaikan pokok-p ok ok per bai k&amnya ya é

KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan anjuran dari Majelis
Hakim dalam persidangan yang lalu, kami telah melakukan perbaikan
terhadap permohonan yang kami sampaikan sesuai dengan yang telah
diterima oleh Mahkamah pada kemarin siang pukul 12.00 WIB.

Dalam perbaikan ini, kami telah menyampaikan secara rinci, versi
Pemohon mengenai hasil rekapitulasi sesuai dengan perolehan suara
yang kami hitung berdasarkan buktii bukti yang ada pada kami dan juga
berdasarkan keterangani keterangan saksi yang sudah menerangkannya
kepada kami.

Kemudian yang kedua, kami sudah menegaskan juga di dalam
permohonan ini, adanya penambahan DPT dibandingkan dengan DPT
pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu
penambahan DPT sebanyak 6019.266 pemilih.

Kemudian hal yang ketiga, kami juga sudah memasukkan input
terhadap hal-hal yang belum sempat kami masukkan di dalam
permohonan dan perbaikan permohonan yang telah kami sampaikan
pada tanggal 26 Juli 2014.

Hal lain lagi yang penting untuk diketahui dalam pe rmohonan ini
kami juga menyampaikan adanya 2.152 TPS dmana Pemohon
memperoleh angka nol dan ini berada di luar yang sudah ditentukan
berdasarkan sistem noken atau ikat.

Kemudian yang kelima, kami juga sudah menyampaikan
keberatan kami sebagaimana disampaikan tadi, yaitu berhubungan
dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Pihak Termohon.

Kemudian, Yang Mulia, kami juga di dalam permohonan ini sudah
melakukan perbaikan-perbaikan terhadap petitum dari permohonan ini.
Adapun petitum dari permohonan ini adalah yang pertama, berdasarkan
alasanralasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan
bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon
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kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan
dengan amar sebagai berkut.

1.
2.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 535/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presden Tahun 2014 Tanggal 22 Juli 2014 juncto
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536KPT3KPU/2014
tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tanggal
22 Juli 2014.
Menyatakan perdehan suara yang benar adalah sebagai berikut.
1. Untuk Pasangan Prabowo Subianto dan Ir. HM. Hatta Rajasa
adalah sebesar 67.139.153 pemilih
2. Untuk Pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf
Kalla sebesar 66.435.124 pemilih sehingga jumlah pemilh adalah
133.574.277 pemilih.
Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
Nomor Urut 1, H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa sebagai
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 20142019.
Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika mengeluarkan
surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H.M.
Hatta Rajasa sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilihperiode
2014-2019. Atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka
perkenankan Pemohon memohon agar Majelis Hakim Kamstitusi
memutuskan dengan amar, menyatakan Termohon telah terbukti
melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan umum presiden dan
wakil presiden tahun 2014 dan/atau melakukan perbuatan melawan
hukum vyang dilakukan secara sengaja, terencana, terstruktur,
sistematis, dan masif. Yang keempat, menyatakan batal dan tidak
sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535KPT3KPU/2014
tentang Penetapan RekapitulasiHasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Tanggal 22 Juli 2014 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 536/KPT3KPU/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tanggal 22 Juli 2014. Memerintahkan Termohon
untuk mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2. Selanjutnya,
memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara
ulang di seluruh TPS selndonesia, atau dalam hal Mahkamah
berpendapat lain, maka perkenankan Pemohon memohon agar
Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut.
1. Menyatakan batal Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 juncto Surat



12.

13.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535KPTSKPU/2014

tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil
Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Nasional juncto

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/KPTS/KPU/Tahun
2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden tanggal 22 Juli 2014.

Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara

ulang di seluruh Indonesia atau setidak-tidaknya di 48.165 TPS

yang bermasalah di seluruh Indonesia sesuai dengan daftar yang

ada dalam tabel lampiran kejanggalan 1.1 Aceh sampai dengan

5.33 Papua Barat.

Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara

ulang di 5.949 TPS di Provinsi DKI Jakarta, di Provinsi Jawa
Timur, di seluruh TPS seKota Surabaya, seluruh TPS Kabupaten
Sidoarjo, seluruh TPS Kabupaten Malang, seluruh TPS s&ota

Batu, seluruh TPS seKota Jember, seluruh TPS seKabupaten

Banyuwangi, sebanyak 287 TPS di Kabupaten Nias Selatan,2

TPS di Provinsi Maluku Utara, 2 TPS di Desa Melinggih
Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, di Provinsi
Papua khususnya di Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Nduga,
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak
Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya,
Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Lani Jaya, dan
Kabupaten Mamberamo Tengah, serta seluruh TPS di Provinsi
Jawa Tengah.

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan

suara ulang di Provinsi Papua Barat atau apabila Mahkamah
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima

kasih, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Terima kasih. Secara utuh perbaikan permohonannya sudah

diterima oleh Mahkamah dan dianggap sudah dibacakan ya. Dokumen
diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2014 pukul 11.20 WIB.
Tadi saya dengar di sini tertulis Ir. H.M. Jusuf Kalla dikoreksi ya menjadi
Drs. H.M. Jusuf Kalla.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Drs. H.M. Jusuf Kalla. Kesalahan. Terima kasih.



14.

15.

16.

17.

18.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Saya persilakan kepada Pemohon untuk ... Termohon untuk
menyampaikan jawaban dari Termohon. Pokok-pokoknya saja.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Majelis Hakim yang kami muliakan, pertama-tama kami
melaporkan bahwa kami belum siap secara tertulis seluruhnya jawaban
kami karena keterbatasan waktu. Namun secara lisan akan kami bacakan
pokok-pokok yang sudah ada.

Kedua, kami ingin menyatakan keberatan terhadap tambahan
perbaikan dari pihak Pemohon yang ternyata berisi materi-materi baru,
bukan tambahan alakadarnya atau sekedar redaksional dan katakata,
tapi ini materi baru dan di luar permohonan dan karena itu bukan saja
mempersulit, tapi memang unfair, tidak adil buat kami. Jadi karena itu
kalaulah Majelis mengizinkan kami mohon diberikan waktu tambahan
untuk bisa menjawab semua tambahan permohonan ini. Terima kasih.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Jadi, izinkan kolega kami membacakan jawaban ... sudah ada
secara lisan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Soft copy jawaban sudah
kami kirimkan sejak ke alamat email Mahkamah Konstitusi dan jawaban
sedang dalam perjalanan untuk é a p a seléngkapnya akan kami
bacakan.

Pokok-pokok jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 01-
01/PHPUPRES/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, H. Prabowo Subianto
dan Ir. H.M. Hatta Rajasa.

Dengan hormat, perkenankanlah kami selaku Kuasa dari dan oleh
karenanya bertindak untuk dan atas nama Husni Kamil Manik, jabatan
Ketua KPU Republik Indonesia bertindak mewakili Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa klusus Nomor
1454/KPU/VI111/2014 dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H.
2. Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.
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Ali Nurdin, S.H., S.T.

Abdul Qodir, S.H., M.H.
Kristina Yuliani, S.H., LL.M.
Dr. Berna Sudjana Ermaya
Arief Effendi

(€é)

KETUA: HAMDAN ZOELVA

ONO Ok

Tidak, Kuasa Hukumnya tidak perlu dibaca semua. Dianggap
dibacakan, banyak sekali itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, ya. Dalam hal ini Termohon akan memberikan jawaban,
terkait perkara Nomor 01, dalam eksepsi.

a. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan.
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan
sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UndangUndang Nomor 24
Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 9
ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun
2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 7 Udang-Undang MK mengatur, oDal am p

diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh
Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar
menurut Pemohon.

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang
diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara
yang benar menurut Pemohon. 0o

Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK Nomor 2004 Tahun 2014 juga mengatur

hal yang sama bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian

permohonan Pemohon yang jelas, antara lain tentang kesalahan hasil
penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan hasil
penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Perl u kami sampai kan Pasal 39 ayat
putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan,
APer mohonan ti dak dapat diteri ma, apa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3,
dan/atau Pasal 8, dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10, dan/atau Pasal
25 ayat (3) peraturan ini.
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Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rekapitulasi
penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon salah karena telah
menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 62.576.444 suara dan
perolehan Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak ©.997.833 suara,
sehingga terdapat selisih suara sebesar 8.421.389 suara.

Menurut Pemohon, perolehan suara yang benar untuk Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, H. Prabowo Subiante
Ir. H.M. Hatta Rajasa adalah 67.139.153 suara. Sedanglan untuk
Pasangan Calon Nomor 2 adalah 66.435.124 suara. Namun demikian,
dari seluruh permohonan Pemohon tidak ada satu pun bagian
permohonan Pemohon yang menguraikan secara jelas di mana letak
kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan
hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon secara berjenjang,
mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten, sampai tingkat provinsi.

Secara tiba-tiba, Pemohon menampilkan tabel penghitungan versi
Pemohon, hanya pada tingkatan provinsi sebagaimana tercantum pada
bagian 4.5. Akan tetapi, dari seluruh permohonan Pemohon tidak ada
bagian sedikit pun yang menguraikan dengan jelas rekapitulasi hasil
penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, sampai kabupaten.
Berapa perolehan seuara Pemohon, dan berapa perolehan suara
Pasangan Calon Nomor Urut 2? Sehingga perolehan suara versi Pemohon
pada tingkat provinsi tersebut tidak berdasar, dan tidak bisa
dipertanggung jawab secara hukum karena tidak jelas dasar rekapitulasi
hasil penghitungan suaranya.

Menurut Pemohon, hasil penghitungan yang dilakukan oleh
Termohon terjadi kesalahan. Gambaran hasil pehitungan suara
sebagaimana yang dibuat oleh KPU tidak pernah dipersalahkan old
Pemohon, baik sejak di tingkat TPS, maupun setelah dilakukan proses
rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Sehingga pertanyaan
penting yang ditanyakan oleh Termohon adalah terkait dengan dasar
dan dari mana Pemohon dapat menyimpulkan bahwa suara Pemohon
adalah 60 juta sekian dan suara Pasangan Calon Presiden Nomor 2
adalah 66.000.000? Tidak ada satu bagian pun dalam permohonan
Pemohon yang menjelaskan dan menguraikan metode, dan hasil
penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon mulai dari tingkat TPS
sampai provinsi.

Pemohon hanya menyebutkan pada bagian 4.5 bahwa
berdasarkan form C-1, DA-1, DB-1, di seluruh provinsi dan di seluruh
kabupaten/kota, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara versi
Pemohon ditemukan adanya penambahan perolehan suara Pasangan
Cal on Nomor 1 dan pasangan nomor ¢é. p €
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebanyak
1.500.000 suara, dan ditemukan pengurangan perolehan suara
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Uitul sebanyak
1.200.000 suara dari 155.000 TPS.
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Dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan kapan, di
mana, siapa, dan bagaimana penambahan suara untuk Pasangan Calon
Nomor Urut 2 dilakukan? Pemohon juga tidak menguraikan kapan, di
mana, siapa, dan bagaimana pengurangan suara milik Pemohon bisa
terjadi?

Selain itu dalil Pemohon tersebut tidak sejalan dengan petitum
Pemohon, yang menuntut perolehan suara Pemohon sebesar 60.139.153
suara. Karena jumlah suara Pemohon yang ditetapkan Termohon adalah
62.576.444, sehingga apabila menurut Pemohon, suara Pemohon
berkurang 1.200.000 suara, maka seharusnya Pemohon menuntut
jumlah suara Pemohon sebesar 63.776.444 suara, bukan 67.139.153
suara.

Begitu pula dengan jumlah suara Pasangan Cdon Presiden dan
Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon sebesar
70.909.833 suara. Apabila menurut Pemohon terjadi penambahan suara
sebesar 1.500.000 suara, maka seharusnya jumlah suara Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah 69.497.833
suara, bukan 66.435.124 suara seperti dalil Pemohon. Sehingga jika
setiap perolehan suara pasangan calon diakumulasi, perolehan suara
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tetap
mengungguli perolehan suara dari apa yang diperoleh Pemohon.

Dengan demikian, seperti yang disampaikan ... jawaban yang
disampaikan Termohon sebelumnya, permohonan Pemohon yang tidak
menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara
yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar
menurut Pemohon, maka sebenarnya permohonan Pemohon tidak
memenuhi syarat permohonan. Maka terhadap permohonan demikian,
sepatutnya dan selayaknya Mahkamah menyatakan di dalam amar
putusannya bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Vide
Pasal 75 UndangUndang MK juncto Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 39 PMK
Nomor 4 Tahun 2004.

B. Tenggang waktu permohonan.

Bahwa perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah

Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2014 ternyata memasukkan materi

permohonan yang sama sekali bamu, yang tidak ada dalam permohonan

dan perbaikan permohonan sebelumnya yang diterima Mahkamah

Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2014, dan tanggal 26 Juli 2014, dan di

luar materi nasihat yang disampaikan oleh Mahkamah dalam sidang

pendahuluan tanggal 1 Agustus 2014, yaitu:

1. Dalil Pemohon mengenai bagian b, pemilu pilpres tahun 2014 cacat
hukum mulai halaman 12 sampai dengan halaman 38.

2. Dalil Pemohon mengenai bagian c, pelanggaran proses pemilu yang
terstruktur, sistematis, dan masif yang meliputi:
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1) Bagian satu. Mengabaikan DP4 (Data Penduduk Pemilih
Potensial Pemilu) sebagai sumber penyusunan DPS (Daftar
Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) mulai
halaman 43 sampai dengan halaman 49.

2) Mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih tambahan dan daftar
pemilih khusus tambahan hampir di seluruh daerah pemilihan
se-Indonesia, mulai halaman 49 sampai dengan 63.

3) Bahwa hakhal yang lain bersifat terstruktur, sistematis, dan
masif ini terjadi sedemikian secara merata pada seluruh provinsi
di seluruh Indonesia khususnya pada sepuluh provinsi yang
semula hanya disebutkan nama provinsinya saja tanpa uraian
permasalahannya, yaitu di Kepulauan Riau, Nusa Tenggara
Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, Sulawesi Utarg Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, dan Maluku, serta adanya tambahan daerah
kabupaten/kota yang baru dipersoalkan padahal tidak pernah
disebutkan sebelumnya.

4) Penekanan oleh pejabat penguasa daerah, halaman 187.

5) Rekayasa pihak penyelenggara, halaman 188.Bagian lima lagi.
Politik uang, halaman 188.

6) Bahwa Termohon melakukan hal yang nyata merusak bukti-
bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh
Indonesia, halaman 189.

Begitu juga dengan petitum Pemohon pada angka 6, menyatakan
Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran dalam proses Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan/atau melakukan perbuatan
melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, terencana, terstruktur,
sistematis, dan masif pada halaman 92 ... 192, juga petitum Pemohon
pada angka 8, yang memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi
Pasangan Nomor Urut 2, halaman 192. Petitum Pemohon pada angka 9
yang memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara
ulang di seluruh TPS selndonesia, petitum Pemohon pada angka 2 yang
memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di
seluruh Indonesia atau setidak-tidaknya ... eh, setidak-tidaknya di
48.165 TPS yang bermasalah di seluruh Indonesia sesuai daftar yang
ada dalam tabel lampiran kejanggalan 1.1 Aceh sampai dengan 5.33
Papua Barat.

Dengan demikian karena perbaikan permohonan Pemohon
memuat materi yang sama sekali baru, baik dari dalil-dalil permohonan
Pemohon maupun petitumnya, maka harus dikualifikasikan sebagai
permohonan Pemohon yang baru, yang berbeda dengan permohonan
dan perbaikan permohonan sebelumnya, sehingga merujuk kepada
ketentuan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juncto Pasal 74
ayat (3) Undang-Undang MK, juncto Pasal 8 Peaturan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa tenggang waktu
pengajuan permohonan perkara adalah 3x24 jam setelah penetapan dan
pengumuman hasil perolehan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden secara nasional, maka perbaikan pemohonan yang diterima MK
pada tanggal 7 Agustus 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima
karena telah melewati tenggang waktu 3x24 jam, sejak tanggal 22 Juli
2014.

Eksepsi mengenai tenggang waktu ini penting untuk diajukan oleh
Pemohon untuk menjamin terlaksananya keadilan dan perlakuan yang
sama di muka hukum, di mana Pemohon dan Termohon mendapatkan
alokasi waktu yang sama untuk mempersiapkan, dan mengajukan
permohonan, dan jawaban Termohon, sungguh tidak adil ... sungguh
tidak adil jika Pemohon mendapatkan waktu yang cukup untuk
menyusun dan mengajukan permohonan, sedangkan Termohon memiliki
waktu yang sangat terbatas untuk menanggapi jawaban Pemohon dalam
waktu kurang dari 24 jam. Sehingga materi pemeriksaan Perkara Nomor
1/PHPU.PRES/XII/2014 harusmengacu kepada perbaikan Pemohon yang
diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Juli 2014.

C. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

Pemohonan Pemohon pada pokoknya menuduh Termohon
melakukan pelanggaran dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara
pemilu pilpres tahun 2014 cacat hukum, pelanggaran proses pemilu yang
terstruktur, sistematis, dan masif dan mengabaikan rekomendasi
Bawaslu provinsi atau panwaslu kabupaten/kota agar melakukan
klarifikasi dan/atau pemungutan suara ulang atas permasalahan daftar
pemilih khusus tambahan.

Tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran dalam proses
rekapitulasi perhitungan suara tidak jelas atau kabur karena Pemohon
tidak menyebutkan kapan, di mana, dan bagaimana, pada tingkat apa
rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang dilanggar oleh
Pemohon baik pada tingkat TPS, PPS, PPK kabupaten maupun provinSi

Pemohon juga tidak menguraikan berapa selisih perbedaan suara
hasil perhitungan Termohon dengan hasil perhitungan Pemohon.
Pemohon juga tidak dapat menjelaskan bagaimana penghitungan suara
yang dilakukan Pemohon dan berapa hasilnyd& Tanpa didasari asal usul
perhitungan suaranya, tiba-tiba Pemohon menentukan perolehan suara
Pemohon adalah 67.139.153 suara.

Begitu juga halnya dengan dalil Pemohon yang menyatakan ada
penggelembungan suara sebesar 1005.000 suara untuk pasangan calon
Presiden Nomor Urut 2 dan pengurangan suara Pemohon sebesar
1.200.000 suara, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara
perhitungan Pemohon dan dari daerah mana jumlah suara tersebut
berasal?
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Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang mengenai
proses rekapitulasi tidak jelas atau kabur sehingga permohonan
Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam permohonannya, Pemohon menuduh Termohon telah
melakukan pelanggaran proses pemilu yang memperoleh hasil mulai
tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir pemilihan umum yang
dilakukan baik oleh Termohon maupun Pasangan Nomor Urut 2
dilakukan terstuktur, sistematis, dan masif, yaitu:

1. Mengabaikan DP4sebagai sumber penyusunan DPS dan DPT.

2. Mobilisasi pemilih, mulai daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih

khusus tambahan.

Pengaturan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Politik uang.

Tidak melaksanakan rekomendasi panwaslu dan Bawaslu.

Pencoblosan dilakukan oleh anggota KPPS secara mssal.

Pencoblosan dilakukan oleh dua kali oleh orang yang sama.

Namun demikian, setelah membaca dan meneliti dalil-dalil Pemohon,

tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, di mana, dan bagaimana

Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan

pelanggaran tersebut. Merupakan yurisprudensi tetap mengenai

pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,

Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PHPU.BVIII/2010 telah

mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian

banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat,
serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Yang dimaksud sebagai pelangggaran yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif adalah sebagai berikut.

1. Pelanggaran itu bersifat sistematis. Artinya, pelanggaran ini benar-
benar direncanakan secara matang atau by design.

2. Pelanggaran itu bersifat terstruktur. Artinya, pelanggaran ini
dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun
aparat penyelenggara pemilu secara kolektif, bukan aksi individual.

3. Pelanggaran itu bersifat massif. Artinya, dampak pelanggaran yang
sangat luas dan bukan sporadis.

Pemohon ternyata tidak dapat menunjukkan adanya perencanaan
secara matang yang dilakukan oleh Termohon untuk melakukan
pelanggaran, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan keterlibatan
Termohon dari berbagai tingkatan penyelenggara pemilu dalam
melakukan pelanggaran yang dituduhkan.

Pemohon juga tidak menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara
lebih terperinci, termasuk juga rangkaian kegiatan dan peran dari
masing-masing struktur penyelenggara yang terlibat. Dengan demikian,
permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan
Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Nookow
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Pemohon menuduh Termohon memodifikasi daftar pemilih dengan
cara penghapusan nama pemilih Pemohon dari DPT sehingga tidak bisa
memilih pada hari H pemilihan dan penambahan nama pemilih ke DPT
dan pengaturan pemilih baru yang telah disiapkan untuk memilih
Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Pemohon juga menuduh Termohon memodifikasi logistik pemilu dan
memodifikasi pemilih dan logistik dengan pelanggaran keamanan. Akan
tetapi Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas, siapa,
kapan, di mana dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh
Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pemohon menuduh adanya kecurangan dengan melakukan penamaan
DPKTBdi basis pasangan Pemohon, sementara di basis Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 penanaan DPKTBrendabh.

Dalil Pemohon mengenai basis Pemohon atau basis Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sangat tidak jelas
karena apa indikatornya suatu daerah atau wilayah dapat dikatakan
basis Pemohon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor
Urut 2. Menurut Pemohon, di daerah basis Pasangan Calon Nomor Urut 2
tingkat partisipasi dari pemilih yang menggunakan DPKTB sangat
rendah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Papua. Padahal
partisipasi pemilih dalam DPKTB menyebar hampir merata di semua
wilayah di Indonesia baik di tempat di mana Pemohon memperoleh
suara lebih besar atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara
lebih banyak.

Selain itu, apa korelasinya antara pemilih dari DPKTB dengan
terpilihnya salah satu pasangan calon? Sesuai dengan asas pemiliu yang
bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), maka siapa pun
tidak ada yang tahu siapa yang dicoblos dalam bilik suara oleh pemilih
yang terdaftar dalam DPKTB Apalagi Pemohon tidak menguraikan bukti
hasil penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara pemilih dalam
DPKTBdengan terpilihnya pasangan calon.

Dalam permohonannya, Pemohon tidak bias menjelaskan dari
mana kesimpulan Pemohon bahwa pemilih dalam DPKTB akan
mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena bisa saja pemilih dalam
DPKTBjuga akan mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 dengan peluang
yang sama. Dengan demikian, dalikdalii Pemohon mengenai adanya
pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan
oleh Termohon merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur sehingga
permohonan Termohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan. Sebelum Termohon menguraikan
jawaban secara rinci untuk merespons dalil-dalil dalam permohonan
Pemohon dalam bagian pendahuluan ini, Termohon merasa perlu
menyampaikan penjelasan secara umum, terkait:

1. Pelaksananaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden.
2. Penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap.
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Jumlah pemilih setiap TPS.

Daftar pemilih khusus tambahan.
Pembukaan kotak suara.

Tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu.
Independensi penyelenggara pemilu.

Satu. Pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Kebijakan Termohon dalam mengelola tahapan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden berpedoman dan mengedepankan pelaksanaan asasasas
independensi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
Termohon juga memberikan ruang dan mendorong permohonan asas
partisipasi publik yang bertujuan untuk mengawal kemurnian suara
pemilih.

Untuk memenuhi asas-asas tersebut, Termohon memungkinkan
adanya pendokumentasian proses penghitungan suara, dimulai sejak di
TPS oleh para saksi, pengawas pemilu, pemantau dan masyarakat yang
hadir.

Nooabkow

Termohon sebagai penyelenggara pemilu juga membuat
kebijakan untuk menanggapai keberatan saksi dan pengawas pemilu
yang tidak hanya terbatas pada perolehan suara, sebagaimana
dituangkan dalam peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilu Pesiden dan Wakil Presiden tahun 2014 juncto peraturan
KPU Nomor 29 Tahun 2014.

Selanjutnya untuk memastikan validitas hasil pemilu pada
rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan, Termohon
telah memerintahkan panitia pemungutan suara, PPS, membuka kembali
model C-1 Plano, PPWP, agar dapat dicocokkan kembali dengan
dokumen salinan model G1 yang telah dibagikan kepada saksi dan
pengawas pemilu serta yang telah diumumkan kepada publik. Partisipasi
publi k secara | uas di muerkahonkmaelaluiol eh |
akses model G1 PPWP yang diunggah atau diupload di laman
Termohon, pilpres2014.kpu.go.id, pelayanan data dan informasi
terhadap dokumen model C-1 yang mencapai 98,68% atau 472.529 TPS
dari 478.828 TPS, ditanggapi positif oleh publik dan telah disambut
antara lain melalui kegiatan kelompok masyarakat yang mengelola data
dalam model C-1 untuk memastikan kemurnian suara pemilih.

Pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden yang
diselenggarakan oleh Termohon dengan memenuhi asasasas
nondiskriminatif, adil, setara, independen, profesional, transparan,
akuntabel, dan partisipatif tersebut bertujuan untuk mencegah atau
meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden. Faktanya, tahapan pemu presiden dan
wakil presiden tahun 2014 telah berhasil dilaksanakan dengan lancar dan
baik, serta memenuhi asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.
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Termohon juga menegaskan dengan berdasarkan faktafakta dan
data-data pelaksanaan dan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
bahwa Termohon menjunjung tinggi prinsip independensi dan berlaku
secara adil kepada seluruh pasangan calon presiden wakil presiden tanpa
terkecuali.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaan
yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, terutama yang
melibatkan penyelenggara pemilu adalah tidak berdasarkan fakta-fakta
dan dasar hukum, sehingga seyogianya harus dikesampingkan.

Penyusunan penetapan daftar pemilih tetap. Berdasarkan
peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan daftar
pemilih untuk Presiden dan Wakil Presiden. Penyusunan dan
pemutakhiran daftar pemilih dilaksanakan dengan tahapan penetapan
DPS, pemutakhiran DPS, dan penetapan DPSDPSHR serta DPT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UndangUndang Nomor 42 Tahun
2008 KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS, menggunakan
DPT pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai DPS pemilu presiden
dan wakil presiden.

Melaksanakan ketentuan tersebut, KPU menetapkan DPT pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai DPS pemilu presiden dan wakil
presiden tahun 2014 melalui SK Nomor 355 Tahun 2014 tanggal 28
Maret 2014, dengan jumlah pemilih laki-laki 93.060.494, pemilih
perempuan=92.767. 493, pemilih [l uar
total 187.852.992.

Guna melengkapi DPS pemilu presiden dan wakil presiden tahun
2014 dan sebagai bahan pemutaKhiran, berdasarkan ketentuan Pasal 13
ayat (1) peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014, Termohon berkoordinasi
dengan Kemendagri untuk mendapatkan data WNI yang akan berusia 17
tahun pada tanggal 9 Juli 2014. Pada tanggal 15 April 2014, Termohon
menerima data pemilih WNI yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 9
Juli 2014 sebanyak 3.113.714 jiwa.

Selanjutnya, Termohon mendistribusikan data tersebut kepada
KPU kabupaten/kota sebagai bahan pemutakhiran dengan kegiatan
pencocokan dan penelitian oleh PPS pada tanggal 21 sarpai dengan 30
April 2014. Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPS, KPU
kabupaten/kota menyusun DPS hasil pemutakhiran pilpres dengan
menggabungkan 3 jenis daftar pemilih, yaitu:

1. Daftar pemilih khusus pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. DPS penilu presiden.
3. Pemilih WNI yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014.

Terhadap DPSHP yang telah ditetapkan oleh PPS tanggal 12 Mei
2014 dilakukan rekapitulasi di KPU kabupaten/kota dan provinsi, jumlah
DPSHP yang ditetapkan Termohon adalah 189.338.239. Terdiri dari
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pemilih laki-laki=93.863.282 jiwa, pemilih perempuan=93.470.573 jiwa,
pemilih luar negeri=2.004.384.

DPSHP vyang telah ditetapkan oleh PPS diumumkan kepada
masyarakat di tempat-tempat umum selama 2 minggu untuk
mendapatkan masukan dan tanggapan. KPU kabupaten/kota juga telah
menyerahkan salinan DPSHP berupa softcopy kepada pengawas pemilu
dan partai politik atau tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil
presiden. Termohon juga mengumumkan DPSHP secara online melalui
laman Termohon, sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung
tanpa harus mendatangi kantor, desa, kelurahan.

Setelah menindaklanjuti masyarakat, Termohon menyusun dan
menetapkan DPT PPWP pada tingkat kabupaten/kota tanggal 7 sampai
dengan 9 Juni 2014, dilanjutkan rekapitulasi jumlah pemilih secara
berjenjang 10 sampai 11 Juni 2014 pada tingkat provinsi dan 13 Juni
2014 pada tingkat nasional. Jumlah DPT yang ditetapkan Termohon
adalah 190.307.134, terdiri dari pemilih laki-laki=94.301.112 jiwa,
pemilih perempuan=93.967.311, pemilih luar negeri=2.038.711 jiwa.

Proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang
melibatkan pengawas pemilu, peserta pemilu, dan pemangku
kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, peserta pemilu
diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan untuk
penyempurnaan. Namun demikian, kesempatan tersebut tidak secara
maksimal digunakan oleh peserta pemilu, sehingga rekapitulasi tingkat
nasional tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data pemilih.
Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah
ditentukan.

Berdasarkan fakta tersebut, dalii Pemohon sangat tidak relevan
diajukan sebagai objek sengketa PHPU. Ibarat pertandingan sepak bola,
aturan main telah ditentukan, namun setelah pertandingan selesai, baru
dipersoalkan aturan mainnya, vide bukti T.KPU-1 sampai dengan T.KPU
5.

Jumlah pemilih setiap TPS.

Mengenai perubahan jumlah TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD Tahun 2014 dan pemilu presiden dan wakil presiden dapat
dijelaskan sebagai berikut.

Ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan,
APemilih untuk setiap TPS paling banya
penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden jumlah pemilih
setiap TPS berpedoman pada Ketentuan Pasal 113 ayat (1) Undang
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yang menyebut kan, APemi |l i h un
800 orang. o

Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon menempuh kebijakan
melalui regrouping Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
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dengan memerhatikan aspek geografis dan aksesibilitas pemilih. Dalam

penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

jumlah TPS sebanyak 546.301 TPSRS

dan 498 TPS luar negeri. Sedangkan jumlah TPS untuk pemilu presiden

dan wakil presiden sebanyak 479.183 TPS, terdiri dari 479.183 TPS dan

498 TPS luar negeri. Berdasarkan fakta tersebut, tuduhan Pemohon

bahwa Termohon menyelipkan pemilih dalam TPS tidak beralasan

menurut hukum.

Empat. Daftar pemilih khusus tambahan. Pelaksanaan hak pilih
warga negara Indonesia dalam pemilu presiden dan wakil presiden
dijamin dalam konstitusi kita, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A
ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi
melalui Putusan MK Nomor 102/PUUVII/2009 juga menegaskan jaminan
pelaksanaan hak pilih tersebut yang amar putusan itu pada pokoknya
menyebutkan bahwa WNI yang tidak terdaftar dalam DPT dapat
menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan syarat dan
cara sebagai berikut.

a. WNI yang menggunakan kartu tanda penduduk harus dilengkapi
dengan kartu keluarga atau hama sejenisnya.

b. Penggunaan hak pilih bagi WNI menggunakan KTP yang masih
berlaku hanya dapat digunakan di TPS yang berada di lingkungan
rukun tetangga, atau rukun warga, atau nama sejenisnya sesuai
dengan alamat yang tertera di dalam KTP, dengan terlebih dahulu
mendaftarkan diri pada kelompok penyelenggara pemungutan suara
setempat.

c. WNI yang menggunakan hak pilih dengan KTP atau paspor
dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau
TPS luar negeri setempat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadi salah satu
sumber hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2009 dan diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang
Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Untuk menjamin pelaksana hak konstitusional warga negara,
pembentuk undang-undang merumuskan beberapa kategori pemilih,
yaitu pemilih yang terdaftar dalam DPT, daftar DPTB, dan daftar pemilih
khusus.

Ketentuan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 menyebutkan bahwa dalam hal terdapat warga negara yang
memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas
kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara,
daftar semen ¢é pemilih sementara
Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam DPK
(Daftar Pemilu Khusus).
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Sementara itu, untuk memberikan pelayanan kepada warga

negara yang mengalami keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara
di TPS asal, pembentuk undangundang mengatur mekanisme pemilih
yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih dengan mengurus
pindah TPS, sebagaimana ketentuan Pasal 40ayat (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012. Pemilih pindah TPS tersebut diadministrasikan
dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB).

Selanjutnya, terkait jaminan pelaksanaan hak pemilih warga yang

tidak terdaftar, baik di dalam DPT, DPTB, maupun DPK, ketentuan Pasal
150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada intinya mengatur:

1.

2.

Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT, atau DPTB, atau DPK dapat

menggunakan KTP atau paspor.

Untuk pemilih yang menggunakan KTP atau paspor diberlakukan

ketentuan:

a. Memilih di TPS yang adadi RT/RW atau nama lain sesuai dengan
alamat yang tertera di dalam KTP atau paspornya.

b. Terlebih dahulu mendafarkan diri kepada KPPS setempat.

c. Dilakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS
setempat.

Untuk pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat di luar

negeri, diberlakukan ketentuan:

a. Lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.

b. Dilakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS
setempat.
Memerhatikan ketentuan tersebut di atas dalam penyelenggaraan
Pemilu Anggota DFR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, pembentuk
undang-undang telah menjamin pelaksanaan hak konstitusional
warga negara berdasarkan undang-undang yang diberikan oleh
undang-undang, Termohon menyusun peraturan KPU untuk
mengatur secara teknis penggunaan hak pilih warga negara yang
tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, maupun DPK, diadministrasikan
dalam Daftar Pemilu Khusus Tambahan (DPKTB).
Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
berpedoman pada UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008
sebagaimana diketahu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, pengaturan
tentang jaminan pelaksanaan hak konstitusional warga negara di
dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak selengkap
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang telah mengadopsi
Putusan MK Nomor 102/PUUVII/2009.
Termohon telah mengambil pilihan kebijakan hukum untuk
mengadopsi norma perlindungan hak konstitusional yang
sebelumnya juga telah diberlakukan sejak penyelenggaraan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Taun 2009, pemilu
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kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Pemilu Legislatif
Tahun 2014.

Kebijakan hukum ini diambil setelah memerhatikan Putusan MK
Nomor 102, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan PKPU
Nomor 26 Tahun 2013, juncto PKPU Nomor 5 Tahun 2014 yang
secara lebih efektif mampu melindungi, memenuhi, dan melayani
hak pilih warga negara.

Untuk menjawab kebutuhan hukum akan perlindungan,

pemenuhan, dan pelayanan atas penggunaan hak pilih warga
negara, Termohon menerbitkan PKPU Nomor 9 Tahun 2014,PKPU
Nomor 19 Tahun 2014, PKPU Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan
KPU ini berisi kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu
untuk menjawab kebutuhan hukum pentingnya perlindungan,

pemenuhan, dan pelayanan hak pilih warga negara yang belum
secara lengkap diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008, tetapi telah diamanatkan oleh Mahkamah melalui Putusan
MK Nomor 102 yang telah diadposi dalam UndangUndang
Nomor 8 Tahun 2012, dan telah diterapkan oleh Termohon pada
saat pelaksanaan Pemilu Legislatif 2012. Selain itu, kebijakan ini
telah dikonsultasikan, dimusyawarahkan, dan disosialisasikan
dengan pemerintah, lembaga legislatif, dan seluruh peserta
pemilu.

4. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ini,

berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional, jumlah pemilih yang
menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan
menggunakan KTP, KK, paspor, atau kartu identitas kependudukan
lainnya adalah sebanyak 2.908.396 pemilih atau 1,5% yang tersebar
di 33 provinsi, dan luar negeri, kabupaten/kota, desa, kelurahan, dan
TPS.
Mekanisme ini terbukti telah berhasil meningkatkan permohonan hak
konstitusional warga negara untuk memilih. Sebaliknya, Termohon
menolak secara tegas jika secara sertamerta disimpulkan bahwa
jumlah 2.908.396 pemilih yang menggunakan KTP, KK, paspor, atau
kartu identitas kependudukan lain yang merupakan hasil dari
tindakan mobilisasi pemilih untuk mendukung pasangan calon
tertentu.

5. Pelaksanaan rekomendasi pengawas pemilu. Berdasarkan ketentuan
Pasal 192 dan Pasal 193 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008,
Bawaslu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran
administrasi pemilu. Terhadap rekomendasi Bawaslu, Termohon
menindaklanjuti dengan memeriksa dan memutus pelanggaran
administrasi pemilu dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor
25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi
Pemilu, juncto Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014.
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Rekomendasi Bawaslu, pengawas pemilu di beberapa daerah
dalam penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden telah
dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Termohon di berbagai daerah,
antara lain: Sumatera Utara, di Nias Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa
Timur, Maluku Utara, dan Papua.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon
sengaja mengabaikan atau tidak menindaklanjuti Bawaslu, pengawas
pemilu adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

6. Pembukaan Kotak Suara. Kebijakan Termohon terkait pembukaan
kotak suara untuk persiapan penyusunan dan penyampaian alat bukti
dalam sidang pemeriksaan perkara di Mahkamah daat
dipertanggungjawabkan secara teoretis dan yuridis. Dalam perspektif
teori hukum pembuktian, para pihak mempunyai kedudukan yang
sama secara patut di muka hukum untuk menanggung beban
pembuktian. Secara teknis teori tersebut, telah diformulasikan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Penyelesaian
Perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4
Tahun 2014 menyebutkan, Termohon menyampaikan jawaban
disertai alat bukti yang mendukung jawaban Termohon.
Memerhatikan ketentuan tersebut dan mendukung terwujudnya
peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, Termohon
menempuh kebijakan menyiapkan alat bukti menyelesaikan objek
sengketa yang diajukan oleh Pemohon dengan mengambil dokumen
yang berada di dalam kotak suara, antara lain DPT, DPK, daftar hadir
Model G7, A.T khusus, Model C PPWP, Model €, dan lampirannya,
dan dokumen lain yang relevan dengan permohonan Pemohon.
Mekanisme pengambilan dokumen dilakukan secara transparan dan
akuntabel dengan melibatkan saksi pasangan calon, panwaslu, dan
berkoordinasi dengan kepolisian setempat, dilengkapi Berita Acara.
Berdasarkan fakta tersebut di atas, kebijakan Termohon telah sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Pencetakan Surat Suara. Ketentuan Pasal 108 ayat (2) Undang
Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyebutk
yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap, ditambah dengan
2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan
dengan keputusan KPU. 0 Selanjutnya Kt
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan,
NRnSel ain menetapkan pencetakan sur at ¢
pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk
pelaksanaan pemungutan suara ulang. Jumlah surat suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh KPU untuk
setiap kabupaten/kota sebanyak 1.000 surat suara pemungutan
suara ulang yang diberi tanda khusus.

24



Berdasarkan Ketentuan Pasal 108 ayat (2) UndangUndang Nomor 42

Tahun 2008 untuk melayani penggunaan hak pilih warga negara dan

menjamin ketersediaan logistik pemilu di TPS, Termohon menempuh
kebijakan menetapkan jumlah surat suara cadangan sebanyak 2%

dari jumlah pemilih tetap di setiap TPS. Dengan demikian,

penyediaan surat suara per TPS secara matematis tidak tepat apabila
dihitung berdasarkan jumlah pemilih tetap per provinsi, sebagaimana

dalil Pemohon pada halaman 49.

Hasil perkalian jumlah pemilih tetap di setiap TPS dengan angka 2%,

akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per provinsi

dengan angka 2%. Sebagai pedoman, pengadaan surat suara per
TPS, Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 506
KPTS/KPU/2014 tanggal 24 Juni 2014.

Berikut ini disampaikan sanggahan terhadap data Pemohon halaman
9 terkait jumlah suara cadangan, tapi kami anggap dibacakan.

Berdasarkan data untuk Aceh, misalnya, jumlah pemilih ada
3.330.719, surat suara cadangan berdasarkan SK KPU
DPT=3.401.984, sementara versi Pemohon 3.397.333. Begitu juga
untuk Sumatera, Riau, Lampung, Maluku, Papua, Papua Barat, dan
luar negeri.

Berdasarkan data tersebut, sangat jelas perbedaan hasil perkalian
jumlah pemilih tetap di setiap TPS dengan angka 2% akan berbeda
dengan perkalian jumlah pemilih tetap per provinsi dengan angka

2%.

8. Independensi Penyelenggara  Pemilu. Termohon sebagai
penyelenggara pemilu mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk
menjaga independensi penyelenggara pemilu. Hal demikian tercermin
dalam sikap dan kebijjakan Termohon mengelola dan mengendalikan
setiap tahapan pemilu. Terkait isu pertemuan salah seorang Anggota
KPU Bapak Hadar Nafis Gumay dengan Timnas Pasangan Calon
Nomor 2 Bapak Trimedya Panjaitan pada halaman 45 disampaikan
bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, sekitar pukul 23.00
Saudara Hadar Nafis Gumay singgah ke rumah makan Sate Senayan
membeli makanan untuk dibawa pulang. Saat menunggu pesanan,
Saudara Hadar Nafis Gumay dihampiri dan disapa oleh Saudara Arif
Bulpoyono. Setelah merespons sapan Saudara Arif Bulpoyono,
pesanan Saudara Hadar Nafis Gumay siap dibawa pulang. Menuju
pintu keluar, Saudara Hadar Nafis Gumay disapa oleh Saudara
Trimedya Panjaitan. Setelah merespons sapaan Saudara Hadar Nafis
Gumay, langsung menuju mobil dan pulang, pertemuan kurang dari
sekitar 1 menit.

Berdasarkan fakta tersebut, pertemuan Saudara Hadar Nafis
Gumay dengan Saudara Trimedya Panjaitan tidak lebih dari tegur sapa
yang secara kebetulan berada di tempat yang sama. Meskipun Saudara
Hadar Nafis Gumay mengetéhui keberadaan Saudara Trimedya
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21.

22.

Panjaitan, tidak memiliki maksud dan tujuan menghampiri yang
bersangkutan, apalagi membahas hakthal yang bersifat khusus. Untuk
itu, dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum yang kuat dan
cenderung fitnah. Lebih dari itu, dalili Pemohon tidak relevan
disampaikan dalam sengketa PHPU.

Majelis Hakim, Yang Mulia, untuk bantahan per provinsi, tidak
kami bacakan, akan kami sampaikan secara tertulis.

Petitum. Berdasarkan dalikdalil yang disampaikan sebagaimana
tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35
KPTS KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden dalamPemilihan Umum Tahun 2014.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Termohon Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution,
S.H., dan kawan-kawan. Terima kasih, Majelis.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Apakah jawaban tertulis sudah siap atau
belum? Belum, ya? Baik. Tapi kalau Saudara masih juga membutuhkan
waktu untuk membuat jawaban yang lebih utuh sesuai dengan hasil
perubahan terakhir, Majelis masih memberikan kesempatan sampai hari
Senin, ya, secara tertulis. Ya, baik.

Selanjutnya, kepada Pihak Terkait, ya silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia. Yang saya hormati para kolega saya, Kuasa Hukum Pemohon.
Yang saya hormati Kuasa Hukum Pihak Termohon, dan Komisioner
Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Republik Indonesia yang saya
hormati.

Pertamatama, perkenankan saya untuk menyampaikan satu
opening statement dalam proses pelaksanaan sidang PHPU Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia pada siang hari ini. Bahwa pemilu kita
yang sudah kita laksanakan ini adalah merupakan satu momentum
proses konsolidasi dan kelembagaan demokrasi kita. Dimana proses
pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adéah untuk
menjamin mekanisme lima tahunan ketatanegaraan kita dalam kerangka
untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang kuat tentunya.
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Tentu, hal ini tidak lepas dari beberapa elemen penting di dalam proses
pemilu kita.

Elemen pertama yang saya kira untuk perlu saya kemukakan
dalam forum yang mulia ini adalah bagaimana terjaminnya,
terlaksananya hak konstitusional warga dalam menggunakan hak
politiknya dalam pemilu kali ini. Karena jaminan atas terlaksananya hak
konstitusional warga negara telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut berdasarkan Undang-
Undang Dasar.

Terjaminnya pelaksanaan hak konstitusional warga ini bisa kita
lihat dan kita cermati, bagaimana Komisi Pemilihan Umum sebagai user
telah menerima DP4, kemudian dilakukan validasi dengan menerbitkan
DPS, DPT, DPK, dan DPKTB. Tentu hal ini juga menjadi sangat penting di
dalam kita melaksanakan pemilu yang demokratik, pemilu yang jurdil
dan bermartabat.

Majelis Hakim Yang Mulia, yang saya hormati. Hal lain yang saya
kira penting untuk kami sampaikan dalam forum ini. Bahwa di samping
pelaksanaannya hak konstitusional warga, juga bagaimana kita melihat
Komisi Pemilihan Umum sbagai lembaga yang bersifat nasional tetap
dan mandiri mampu menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu secara
baik, netral, independent, dan nonpartisan. Hal ini dapat terlihat dari
berbagai tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana tugas
dan fungsi penyelenggara pemilu, yaitu dari pendaftaran pemilih,
pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, tahapan
kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu
presiden dan wakil presiden.

Hal lain saya kira yang penting juga kami kemukakan, yaitu
bahwa dalam rangka check and balances dalam proses pemilu kita kal
ini. Bahwa lembaga pengawas pemilu juga telah menunjukkan satu
kinerja, telah menunjukkan sikap independensi dalam respons berbagai
bentuk pelanggaran dan kecurangan. Pengawvasan terhadap
penyelenggaraan pemilu maupun kontestan telah dilakukan secara baik.
Baik itu pengawasan yang bersifat administratif, maupun pengawasan
yang bersifat pidana. Dan hal ini telah dilaksanakan dengan baik dan
ditindaklanjuti dengan baik pula.

Hal lain, saya kira yang penting, elemen terakhir dari proses
pelembagaan demokrasi kita, yaitu melalui pemilu presiden dan wakil
presiden adalah bahwa di dalam perbedaan satu pandangan kita, baik itu
terhadap electoral proses maupun tahapan, yaitu penghitungan dan
rekapitulasi hasil penghitungan suara, tentu forum Mahkamah Konstitusi
ini dapat kita pergunakan sebagai satu-satunya forum untuk bisa
menguji sejauh mana kebenaran dari dalil-d a | i | Pemohon
yang telah dikemukakan di dalam permohonan Pemohon, baik dalam
permohonan awal, permohonan perbaikan, maupun permohonan atas
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perbaikan selanjutnya. Tentu putusan ini nantinya kita harus hargai
sebagai suatu hal yang sangat penting untuk menjaga bahwa MK dapat
kita harapkan menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang bisa
memutuskan secara adradilnya.

Yang Mulia Maglis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, berkaitan dengan pokok-pokok permohonan maupun
perbai kan per mohonan yang tel ah
Pemohon, maka perlu kamisampai kan pada €& pada Kk

Permohonan yang diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli,
pukul 09.00 WIB. Kemudian, ada permohonan versi perbaikan yang
diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014, pukul 19.34 WIB.
Kemudian, ada permohonan versi perbaikan yang diterima Pihak Terkait
pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2014, pukul 13.59 WIB. Setelah
mencermati, meneliti terhadap tiga permohonan dimaksud, dihubungkan
dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi,
khususnya Pasal 25 PMK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, kami berpendapat bahwa permohonan perbaikan yang
diagjukan Pemohon dilakukan setelah permohonannya dinyatakan
lengkap, telah diterbitkannya APTMK diegistrasi DBRPK vyang di
dalamnya telah melakukan perubahan secara substantif terhadap materi
permohonan bertentangan dengan hukum acara.

(Suara tidak terdengar jelas) politik pemilu dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah dijabarkan
secara jelas tentang lembagalembaga penyelenggara pemilu, mulai dari
KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS yang kesemuanya
berjalan secara hierarkis. Kemudian, juga ada lembaga pengawas
pemilu, yakni Bawaslu di tingkat pusat, Bawaslu provinsi di tingkat
provinsi yang keanggotaannya bersifat tetap. Kemudian, ada panitia
pengawas pemilu kabupaten/kota, panwas kecamatan, panitia pengawas
lapangan, kesemuanya untuk keanggotaannya bersifat ad hoc.
Kemudian, juga diatur lembaga pengawas etika tingkah laku
penyelenggara pemilu, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Kesemua kelembagaan pemilu tersebut masuklah kategori suprastuktur
pemilihan telah menjalankan tugasnya secara berjenjang. Sehingga pada
tingkat nasional, persoalan teknis dan administrasi yang terjadi pada
semua tingkatan, sesungguhnya telah bisa ditindaklanjuti dan
diselesaikan pada level yang bawah.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, pernyataan politik
Prabowo Subianto yang berimplikasi hukum. Pernyataan politik Prabowo
Subianto yang disampaikan pada Rapat Pleno penetapan rekapitulasi
hasil penghitungan suara dan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

k a mi

esemp

Presi den 2014 vyang menyatakan, AMenol

menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berl a

tentu saja berimplikasi hukum ketika dinyatakan secara terbuka dan
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dipublikasikan secara luas oleh media cetak dan elektronik. Secara
khusus mengenai kalimat yang kami kutip di atas dari pernyataan politik

Pemohon tersebut, jelas sekali bahwa Pemohon menarik diri dari
kompetisi yang sedang berlangsung dan secara otomatis melepaskan
haknya sebagai subjek hukum dalam pengajuan sengketa Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di forum Mahkamah Konstitusi
Yang Mulia ini. Sehingga dengan demikian, Pemohon tidak lagi memiliki

legal standing.

Dalam eksepsi. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan in litis, sehubungan
pernyataan Pemohon telah menyatakan menolak pelaksanaan pilpres
dan menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung
dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
Dengan demikian, Pemohon sudah tidak lagi memiliki kedudukan hukum
(legal standing) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam

sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia.

B. Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara a quo. Bahwa pada posita
pada pokoknya mendalilkan telah terjadi permasalahan administrasi
pemilu. Oleh karena itu, posita permohonan a quo jelas bukanlah
sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia.

C. Permohonan Pemohon melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa adanya perbai kan per mohonan

permohonan dinyatakan lengkap, telah diterbitkannya APTMK di
registrasi di BPRK ¢ taBgBdP 26 Juyli 2@il3,
pukul 09.00 WIB, maka perbaikan permohonan yang diajukan oleh
Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 25 PMK Nomor 4 Tahun 2014.

D. Adanya penambahan substantif pada perbaikan permohonan, di
antaranya, penanganan oleh pejabat penguasa daerah, rekayasa
pihak penyelenggara pemilu, perusakan bukti yang ada dalam kotak
suara. Bahwa karena terhadap penambahan substantif pada saat
perbaikan permohonan, haruslah diabaikan atau setidak-tidaknya
tidak dapat diterima.

E. Perbai kan permohonan ¢é permohonan

tidak jelas. Permohonan Pemohon tumpang-tindih dan tidak memiliki
kolerasi antara posita dan petitumnya, dalam permohonan Pemohon
mencampuradukkan antara dalil terjadinya pelanggaran administrasi
dengan dalil kesalahan penghitungan rekapitulasi juga dengan
aktifitas pasangan calon. Bahwa bagian lain pada petitumnya
Pemohon meminta mendiskualifikasi, diskualifikasikanya Pasangan
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Nomor Urut 2, akan tegas, akan tetapi tegas memberi uraian dalil
tidak tegas dalam memberikan uraian dalil tentang alasan
diskualifikasi yang bercampur dengan tuduhan terhadap Termohon
sebagai penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden, maka
cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan
menolak permohonan Pemohon dengan alasan permohonan
Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel). Permohonan
Pemohon terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum calon
presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat formal. Bahwa
Pemohon baik dalam permohonan maupun perbaikan permohonan
tidak secara jelas menyebutkan tempat pemungutan suara mana
yang salah dalam melakukan penghitungan suara yang merugikan
perolehan suara Pemohan. Tiga, Pemohon tidak jelas dan tidak rinci
dalam penguraian pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan
masif. Bahwa Pemohon pada halaman 13 sampai 144 telah
mendalilkan adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan
masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, akan tetapi
Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci siapa yang
melakukan pelanggaran, dimana pelanggaran itu terjadi, dan
bagaimana bentuk pelanggaran tersebut dilakukan, dengan demikian
permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Pokok-pokok permohonan mengenai Daftar Pemilih Khusus
Tambahan (DPKB) pengguna hak pilih dalam DPKTBlebih besar dari
pemilih khusus tambahan yang terjadi dan terjadi mobilisasi penggunaan
DPK'B terjadi di 14 provinsi. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan
suara tersebut di atas tidak didukung oleh fakta hukum yang benar,
bahkan disetiap tingkat penghitungan suara di TPS, PPS, PPK atau PPD
saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan, Pemohon baru keberatan di
tingkat penghitungan KPU kabupaten dan KPU provins. Bahwa
penambahan pemilih DPKTB tidak dapat dipastikan menguntungkan
pasangan calon tertentu karena prinsip di dalam pemilu adalah langsung,
umum, bebas dan rahasia oleh karena pemilih dalam DPKTBtidak dapat
diketahui pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon
tertentu. Mengingat penghitungan suara dilaksanakan dengan asas
rahasia, sehingga tidak dapat diketahui pada calon nomor urut berapa
pemilih dalam di DPKTB tersebut menentukan pilihannya. Bahwa
permasalahan DPKTB tidak mengabaikan é me rbigtkan harus
dilakukan pemungutan ulang.

Mengenai dalil Pemohon tidak terjadi pelanggaran atas pemilihan
presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang terstruktur, sistematis, dan
masif. Bahwa Pemohon dalam dalil pemohonan menyatakan bahwa telah
terjadi pelanggaran proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun
2014 yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dituduhkan dilakukan
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oleh Termohon, dan atau bersama-sama dengan Pihak Terkait yang

terjadi di beberapa wilayah sebagai berikut.

1. Jawa Timur Pemolon mendalilkan sebagai berikut.

a. Pengkondisian hasil penghitungan suara melalui panitia pemilihan
dan aparat pemerintah, dalil tersebut sangat mengada-ada dan
tidak berdasar, faktanya pada waktu penghitungan suara
Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di tingkat TPS,
PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, Pemohon baru mengajukan
keberatan pada waktu pelaksanaan Pleno penghitungan suara di
tingkat Provinsi.

b. Pelanggaran indikasi politik uang. Bahwa Pemohon mendalilkan
telah terjadi pelanggaran adanya politk uang di beberapa
kabupaten bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan
menyesatkan oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan
dengan jelas kapan terjadinya? Siapa pelakunya? Siapa
penerimanya? Berapa banyak penerimanya? Di mana peristiwa
tersebut? Apakah penaimanya tersebut juga dapat
mempengaruhi prefrerensi pemilih dalam menentukan pilihan
dalam pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden?

2. Provinsi Jawa Tengah. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya bentuk
pelanggaran telah diselesaikan melalui instrument porektif pada
jenjang tingkat rekapitulasi yang lebih tinggi.

3. Bali. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam
pemilu presiden dan wakil presiden, dimana Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 tidak memperoleh satu pun suara
nol pada 2 TPS, yaitu pada TPS 2 dan TPS 3 pada Desa Melinggih,
Kecamatan Payangan, KabupatenGianyar, Provinsi Bali. Sedangkan
Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh berturut-turut 472 suara dan
490 suara dikedua TPS tersebut. Bahwa Pihak Terkait menolak
dengan tegas dalil Pemohon oleh pelaksanaan pemungutan suara
umum pemilihan presiden dan wakil presiden dan tersebut di atas
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

4. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan
adanya keterlibatan Kepala Daerah Timor Tengah Utara untuk
memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar dan
mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menjelaskan kaparf? Di
mana? Bagaimana pelanggaran tersebut terjadi? Apakah pelanggaran
tersebut mempengaruhi preferensi dalam menentukan pilihannya
terhadap masing-masing pasangan calor? Mengenai dalikdalil
Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja mengabaikan
rekomendasi Bawaslu provinsidan/atau Panwaslu kabupaten kota di
Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Nias Selatan dan
Provinsi Maluku Utara khususnya Kabupaten Halmahera Timur.
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23.

Dalil-dalil Pemohon ini telah kami uraikan di dalam keterangan
Pihak Terkaitt sehingga dengan demikian kami tidak perlu
membacakannya kembali, dianggap dibacakan.

Mengenai dalil Pemohon terhadap telah terjadi pelanggaran
Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang tidak
melaksanakan pemilihan umum dengan sistem noken atau ikat. Dalil-dalil
Pemohon ini juga telah kami uraikan secara tegas, jelas, dan sempurna
bagaimana sistem noken itu berjalan, dengan mekanisme apa sebetulnya
sistem noken itu dilaksanakan. Hal ini telah kami uraikan di dalam
keterangan jawaban Pihak Terkait.

Berdasarkan hathal tersebut di atas, maka kini sampailah pada
petitum kami. Berdasarkan dalil dan argumentasi hukum yang
disampaikan sebagaimana disebut di atas, Pihak Terkait memohon
kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisis Pemilihan Umum
Nomor 535/KPTSKPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden 2014 Tertanggal 22 Juli
536/KPTSKPU/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan UmumPresiden dan Wakil
Presiden 2014. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk
melaksanakan putusan ini atau apabila Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan, atas
perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia kami ucapakan terima kasih. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak
Terkait Tim Hukum Jokowi-JK. Wassalamualaikum wr. wb.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Apakah jawaban t er t ul i s sudah
tertulis sudah siap?
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA
Sudah siap, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, bisa langsung dimajukan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA
Sudah disampaikan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik. Ya, baik. Terima kasih.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Yang Mulia, berkatan dengan tadi adanya soal dmana wakt u

berkaitan dengan waktu, ada nanti jawaban tambahan yang akan juga
kami susulkan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Dipersilaken kesempatan yang sama seperti kepada
Termohon, sampai pada sidang hari Senin yang akan datang, sidang
selanjutnya ya. Bawaslu, dipersilakan.

BAWASLU: NASRULLAH

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang juga
kami hormati.

Pertamatama kami tentu juga menyampaikan bahwa akibat
keterlambatan di dalam hal proses perbaikan kemarin, konsekuensi logis
keterangan yang dipersiapkan oleh Bawaslu pun juga mengalami
hambatan sehingga insya Allah nanti pada tanggal 11, keterangan
tertulis itu kami sampaikan kepada Majelis Yang Mulia.

Yang kedua, Bawaslu tentu seobjektif mungkin menyampaikan di
antara beberapa keterangan-keterangan tersebut tanpa bermaksud
apakah objektifitas itu berimp likasi terhadap diuntungkannya Pemohon
atau Termohon, dan lain sebagainya, bagi Bawaslu itu adalah Nomor 2.
Tapi keterangan objektif yang memang dilakukan pengawasan itu oleh
Bawaslu dan jajaran di bawah.
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Majelis Yang Mulia, terkait dengan persoalan penetapan hasil
pemilu yang diklaim oleh Pemohon ada ketidaksesuaian terhadap
ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dimana
klaim Pemohon memperoleh lima puluh koma sekian persen dan Nomor
Urut 2 empat puluh sembilan koma sekian persen.

Tentu Bawaslu punya pandangan bahwa bukankah seluruh Berita
Acara G1 yang diperoleh pada level basis tingkatan TPS, ini adalah
merupakan data yang sama-sama kita miliki bersama-sama tanpa ada
pengecualian antara data yang diperoleh oleh Pemohon, data yang
dikeluarkan oleh Termohon, data yang diperoleh oleh Bawaslu sendiri,
dan termasuk Pihak Terkait adalah sesuatu yang sam&?

Yang selanjutnya, jika terdapat hal-hal yang kecil saja, jangankan
menyangkut tentang perolehan suara akibat adanya selisih, hal yang
terkecil saja, Bawaslu langsung memberikan respon yang amat luar
biasa.

Contoh kasus, jika dalam 1 TPS ternyata terdapat pemilih yang
memang bukan haknya untuk menggunakan hak pilih di situ, maka
Bawaslu menginstruksikan agar dilakukan pemungutan suara ulang di
TPS tersebut. Seketika itu juga bahkan pada hari itu bahkan proses yang
paling tinggi, yaitu rekapitulasi di tingkat TPS. Perintah itu langsung
disampaikan oleh PPL, panwascam, dan seterusnya.

Oleh sebab itu, hal-hal yang kecil saja menjadi perhatian Bawaslu
apalagi yang menyangkut tentang selisih suara yang diklaim tadi itu ada
penambahan sampai bahkan 50, sekian%. Oleh sebab itu, agar
keterangan Bawaslu pun juga dapat menjadi sebuah referensi, menjadi
akurasi yang kuat, maka sesungguhnya ada yang memang harus
dilengkapi di dalam hal permohonan ini. Di TPS mana dig? Di PPS mana
dia? Di PPK mana di& Terdapat pengurangan-pengurangan atau
penambahan yang dimaksud? Siapa yang melakukan? Sehingga dari
kemarin, kalau seandainya itu ketahuan, Bawaslu tidak akan tinggal diam
untuk proses secara pidana bahkan etik bagi para pelaku.

Majelis yang terhormat, kami tentu akan memberikan sebuah
keterangan itu jika memang ada uraian-uraian yang secara lengkap
disampaikan oleh Pemohon juga terkait dengan persoalan angka-angka
yang dimaksud. Kami teringat, kemarin Majelis menyampaikan ketika
ada premis mayor sebaiknya diikuti dengan premis minor.

Majelis yang terhormat, terkait dengan daftar pemilih. Sejak awal
Bawaslu mengingatkan bahwa ada sisi perbedaan antara Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pilpres yang sangat tidak dinamis
menjawab respon hal-hal yang kekinian bentuknya di dalam proses
penyelenggaraan pemilu yang amat berbeda dengan UndangUndang
Nomor 8 Tahun 2012 Pemilu Legislatif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sangat memberi ruang
seseorang tentang hak warga negara yang kira-kira belum terdaftar
dalam daftar pemilih tetap lalu diberi ruang agar mereka masih bisa
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ditampung di dalam daftar pemilih khusus, tetapi faktanya Undang -
Undang Nomor 42 yang mengaami ketertinggalan 6 tahun silam itu
tidak mampu menjawab persoalan itu.

Oleh karena itu, atas inisiatif Komisi Pemilihan Umum untuk
mengakomodir hak konstitusional warga negara maka dimasukkanlah
ruang-ruang daftar pemilih khusus dan daftar pemilih khus us tambahan.
Semua proses ini melalui proses konsultasi di hadapan Dewan Perwakilan
Rakyat melalui komisi Il dan juga proses pembahasan itu juga
melibatkan antara kedua belah pihak. Artinya kontrol yang dilakukan
Bawaslu sejak awal ini terjalin dengan baik. Proses itu dilakukan dengan
baik dan sudah bisa dipahami bahwa ada daftar pemilih khusus dan ada
daftar pemilih khusus tambahan di dalam pemilihan umum presiden dan
wakil presiden.

Pada faktanya bahwa memang Bawaslu menemukan bahwa ada
sebagian dalam pemilu legislatif ini secara khusus, daftar pemilih khusus
dan daftar pemilih tambahan yang semestinya hasil pilegnya bisa
dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap pilpres, tetapi melalui sistem
Sidalih tidak semua daftar pemilih khusus, daftar pemilih khusus
tambahan ini bisa direspons dengan baik oleh Sidalih, sebab sudah
tersistem dengan baik.

Oleh sebab itu, bagi yang tadi sudah menggunakan hak pilihnya di
pemilu legislative, terdaftar dalam DPK dan DPKTB tetapi dia tertolak di
dalam daftar pemilih tetap melalui Sidalih, maka dengan sendirinya
diberi ruang di dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Itulah nampak lagi di dalam DPK dan DPKTB pilpres.

Yang Mulia, tentu semua ini dari awal pengawas pemilu mencoba
untuk menanyakan persoalan-persoalan itu. Bahkan di suatu daerah
mengapa lonjakan itu tinggi. Saya beri contoh misalnya di Provinsi
Daerah Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakartg bulan Mei-Juni ini
adalah bulan yang sangat luar biasa daerah ini mobilitasnya tinggi, kota
pelajar, kota pendidikan, orang dari luar daerah begitu banyak datang
akan datang di situ, maka DPKTB tentu akan banyak juga di situ.

Nah, konsekuensi logisnya apalagi seperti di daerah istimewa
Yogyakarta ,khusus di Kota Yogya ada yang bernamaKipem. Kipem ini
kartu tanda penduduk sementara yang bisa diberikan kepada
masyarakat yang memang diakui oleh Kota Yogya dan itu bisa dipakai
dalam hal penggunaan hak pilih.

Nah, artinya bahwa ini bias daja menyumbang angka yang tadi
diklaim ada angka sekian juta itu penambahan jumlah pemilih dan
sebagainya terutama di dalam DPKB.

Persoalan pembukaan kotak suara. Bawaslu, jujur, bisa
memahami, sekali lagi, Bawaslu dengan jujur bisa memahami ketika
Komisi Pemilihan Umum melakukan pembukaan terhadap kotak
sepanjang di dalam kotak tersebut adalah terdapat beberapa bukti -bukti
yang dijadikan sebagai bahan Komisi Pemilihan Umum dalam
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31.

32.

33.

34.

menghadapi PHPU di Mahkamah Konstitusi. Tentu dengan syarat
pertimbangan, yaitu hadirkan pengawas pemilu, dan juga bila perlu
kedua belah pihak, tentu kedua pasangan calon kedua saksi.

Kemudian, harus juga mampu menjamin sisi originalitas data
yang ada di dalam kotak. Artinya tidak ditambah, tidak dikurangi. Nah
sepanjang pantauan dari Komisi Pengawas Pemilihan Umum, kawanr
kawan KPU jajaran yang ada di bawah ini, mereka sudah tidak
melakukan istilahnya, langkah-langkah yang mencoba menambah
apalagi mengurangi data-data itu.

Nabh, inilah yang kira-kira yang perlu kami sampaikan di hadapan
Majelis Yang Mulia yang insya allah, ada dokumen nanti yang secara
khusus juga bisa kami bantu atau mungkin sebagai referensi terkait
sebagai persoalan hasi] bahkan, dan lain sebagainya. Demikian,
wassalamualaikum wr. wb.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam. Baik, terima kasih. Kepada Bawaslu juga dapat
memberikan keterangan secara tertulis pada sidang yang akan datang.
Tapi saya perlu sampaikan bahwa sejauh ini memang diundang oleh
Mahkamah sebagai pihak yang memberi keterangan. Karena itu selana
berlangsungnya sidang ini, Bawaslu juga ikut mendengarkan dan melihat
perkembangan-perkembangan yang ada sehingga pada akhirnya juga
selaku pengawas pemilu dapat memberikan keterangan dan
pendapatnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang terkait
dengan proses pengawasan yang dilakukannya selama ini.

Jadi, setelah akhir juga nanti akan kita beri kesempatan di
samping memberikan keterangan yang pertama nanti pada hari Senin
keterangan tertulis. Baik (...)

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO
Mohon izin, Majelis?
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, silakan.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO
Kami hanya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh
Bawaslu. Salah satunya adalah bahwa adanya keterlambatan

penyampaian perbaikan permohonan kami dan itu adalah tidak benar
karena kami sudah menyampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

oleh undang-undang, sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Majelis
pada saat ini. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya disampaikan tepat pada waktu sebelum pukul 12.00 WIB.
Ya, memang itu diputuskan oleh Mahkamah. Ya, kita waktu solat karena
di bawah itu dipakai nonton sekarang ini, harus dibersihkan dahulu habis
itu dipakai salat Jumat. Jadi karena itu kita harus tetap cepat karena
waktu kita untuk membersihkan tempat aula di bawah untuk salat Jumat
karena itu sidang selanjutnya akan dibuka kembali pada pukul 14.00
WIB. Sebentar, sebentar! Sidang akan dilanjutkan kembali pada pukul
14.00 WIB, langsung untuk mendengarkan keterangan Saksi dari
Pemohon sejumlah 25 orang sebagaimana yang pada sidang sebelumnya
sudah ditetapkan. Ada hal yang mau disampaikan? Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH

Terima kasih, Yang Mulia. Ini kita mau sampaikan sehubungan
dengan Surat Edaran daripada KPU tentang menginstruksikan KPU

kabupaten/ kota membuka kotak suar a.

KETUA: HAMD AN ZOELVA

Tadi ... tadi sudah disampaikan oleh teman Saudara secara
lengkap.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH

Ya, ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah dibaca di sini.
KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH

Ya, ini ada penekanan maksudnya.Sur at Edar an i
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup, cukuplah. Ini harus kordinasi begini. Jadi begini, ini kalau
semua Pengacara nanti ngomong satusatu, itu tidak selesai sidang.

Karena itu, kordinasi dulu sebelumnya, lengkapi biar satu suara. Ya, jadi
cukuplah ya, Mahkamahtidak ... Majelis tidak memberikan kesempatan.
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43.

Baik, dengan demikian sidang ini diskorsing sampai pukul 14.00
WIB dan sidang akan dibuka kembali pada pukul 14.00 WIB. Sidang
diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 11.02 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14.07 WIB

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Skorsing sidang dicabut kembali dan sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Saudara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, tadi agenda kita
adalah untuk mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon, sudah siap,
ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Siap, Yang Mulia. Namun, Yang Mulia, izinkan kami terlebih
dahulu sebelum menghadirkan saksisaksi untuk menyampaikan satu ...
adanya dua buah surat dari Bawaslu yang kami baru terima pukul 13.30
WIB tadi, berkenaan dengan apa yang kami sampaikan, berhubungan
dengan keberatan kami terhadap pembukaan kotak suara.

Dalam surat yang bernomor 0913 Bawaslu ini, pada dasarnya
di kat akan begini, pada titik dua
pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah ketua dan anggota
Bawaslu, maka kasus yang dilaporkan oleh Ahmad Suhaili dengan nomor
laporan 66/LP/Pilpres/V11/2014 diduga kuat merupakan pelanggaran
kode etik penyelenggara pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Demikian atas perhatiannya
diucapkan terima kasih. Tanggal 5 Agustus 2014, atas nama Ketua

Pengawas Pemilihan Umum Anggota | r.

Ini  berkenaan dengan laporan, vyaitu peristiwva dugaan
pelanggaran pemilu terkait dengan perintah pembukaan kotak suara
yang sudah tersegel pascapenghitungan suara nasional kepada KPUD
provinsi seluruh Indonesia, sebagaimana dalam surat edaran KPU Nomor
1446/KPU/VI1/2014 tanggal 25 Juli 2014. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, ini berkenaan dengan surat 0914,
perihalnya adalah penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu di Jakarta, dasar.

38

Nel



44,

Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan
dokumen/saksi dan musyawarah ketua dan anggota Bawaslu, maka
kasus yang dilaporkan oleh Saudara Sahroni dengan nomor laporan
67/LP/Pilpres/VI1/2014 diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jakarta, 5
Agustus 2014, atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Anggota Ir. Nelson Simanjuntak.

Hal ini berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran berupa
pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan serta tanpa melibatkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Majelis Hakim Yang Mulia, mudahmudahan apa yang
disampaikan oleh yang terhormat Saudara Nasrullah sebagai anggota ...
sebagai Komisioner Bawaslu yang tadi kita dengar bersamasama bahwa
Beliau bisa memahami sikap dari KPU, ya. Dalam arti bahwa sikap KPU
dipahami itu adalah ini merupakan tindakan sebagai pelanggaran kode
etik.

Dan tentu sekali lagi kami mohon dengan hormat sebelum Yang
Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan
yang sudah kami sampaikan sebagaimana tadi sudah kami bacakan surat
kami, agar mempertimbangkan juga kedua surat yang disampaikan oleh
Komisioner Bawaslu kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelesaiaan
Pemilu ini.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih atas perhatiannya dan
sekarang surat ini akan kami serahkan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, jadi tidak perlu untuk saling direspons, itu hanya informasi
dan karena itu mengenai kode etik, jadi biarkan proses kode etik yang
berjalan, ya.

Kami ingin membacakan dulu Ketetapan Mahkamah mengenai
surat dari Termohon pembukaan kotak suara, sebelum melanjutkan
pemeriksaan saksi.

KETETAPAN NOMOR 1/PHPU.PRES/XII/2014.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia menimbang.
A. Dianggap dibacakan.
B. Juga dianggap dibacakan.
C. Bahwa terhadap perkara sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf B, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat
dari Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor 1455/KPU/VII1/2014,
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perihal Persiapan Penyusunan Alat Bukti PHPU Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2014, tanggal 4 Agustus 2014, sebagai Termohon
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari

Selasa, tanggal 5 Agustus 2014. Yang pada pokoknya KPU

memohon pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan kebijakan

KPU yang memerintahkan kepada KPU kabupaten/kota berkoordinasi
dengan pengawas pemilu, saksi pasangan calon, dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk membuka kotak suara tersegel dan

mengambil dokumen berupa formulir C-1 Plano, G1 Folio

berhologram, dan salinan C-1 Folio, serta dokumen untuk

pembuktian lainnya, DPT dan seterusnya, dalam rangka pembuktian

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nonmor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

Mahkamah telah mengirim surat kepada Pemohon dan Pihak Terkait

Nomor 48/ PAN. MK/ é 68 é maaf é 68/ PAI

7 Agustus 2014 yang isinya meminta kepada Pemohon dan Pihak
Terkait agar memberikan tanggapan secara lisan dan/atau tertulis
terhadap isi surat dimaksud. Terhadap hal tersebut, Pemohon dan
Pihak Terkait masingmasing telah menyampaikan tanggapannya
dalam sidang Pleno Mahkamah pala hari Jumat, tanggal 8 Agustus
2014.

Bahwa terhadap surat Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf
¢, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat, tanggal 8
Agustus 2014, Mahkamah menetapkan dua hal sebagaimana akan
disebutkan dalam amar ketetapan ini. Mengingat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan
seterusnya, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, menetapkan:

. Dokumen yang diperoleh dari pembukaan kotak suara tersegel yang
digjukan dalam rangka pembuktian di Mahkamah Konstitusi oleh
Termohon sebelum adanya ketetapan ini akan dipertimbangkan
dalam putusan akhir.

. Mengizinkan Termohon untuk mengambil dokumen dari kotak suara
yang tersegelunt uk di pergunakan sebagai
dalam sidang Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan bahwa
pembukaan kotak suara harus dilakukan dengan mengundang saksi
dari kedua pasangan calon untuk menyaksikan, mengundang
pengawas pemilu, Bawaslu atau panwas ... tingkatan untuk
menyaksikan, membuat Berita Acara pembukaan kotak suara dengan
memuat keterangan dokumen apa saja yang diambil, meminta
pengamanan di Kepolisian Negar a
koreksi sedikit, setelah, ya, setelah penetapan ini, yang kedua, sejak,
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45.

46.

47.

48.

ya. Sejak penetapan ini dikeluarkan, mengizinkan kepada Termohon

€ ada perbaikan
ini dikeluarkan é 'y a,

sedi kit , selkaketefapann g
s a y sejakkétetapan iinj dikeluarkan,

mengizinkan Termohon untuk mengambil dokumen dan seterusnya
seperti telah dibacakan tadi, dianggap dibacakan dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam RPH oleh sembilan Hakim Konstitusi
pada hari Jumat, tanggal
dikoreksi. Dan diucapkan di Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari
yang sama. Dan diucap pada pukul 14.17 WIB.

Demikian untuk menjadi pegangan bagi
selanjutnya kita melanjutkan pemeriksaan saksi dari Pemohon, ya. Saya
panggil hamanya satu-satu sekaligus maju ke depan untuk mengambil
sumpah. Muhammad Sholeh, Saksi dari Provinsi Jawa Timur, ya maju ke
depan. A. Basuki Babus Salam, Purwanto, Mas Soeroso, Achmad Zakaria,
Arif Indrijanto, M. Rahmatullah Al Amin.

Selanjutnya Saksi dari Provunsi Jawa Tengah, Riyono S.KEL, Julisa
Ramadhan, Yudi Winoto, Rudi Wahyono, Amir Darmanto, Iksan Maksum,
Ahmad Ghufron, Bendhot Widoyo.

Selanjutnya dari Provinsi DKI Jakarta, Abdul Karim maju ke
depan! Lisa Nurmaesaroh, Slamet, Hendra Cipto, Famid Murroghi, Anwar
Setiawan, Muhamad Hizal Wijaya, Yan Sumarna, Maryono, Herika, Dwi
Heriyanto, Rahadi Mulyanto.

KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU

Majelis Yang Mulia (...)

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Lisa tidak ada, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU

8 Agustus

para pihak. Baik,

Lisa Nurmaesaroh diganti dengan Muhammad Nurwahyudi.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Li sa Nur mae s amanta Méhammadc NuRvahyudinya

mana? Datanya, datanya?
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49.

50.

51.

52.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU
Muhammad Nurwahyudi?
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Ya. Muhammad Nurwahyudi, mana? Masuk?Ini 25, ya? Ya.
Apakah semua beragama Islam? Islam, ya. Tangannya diluruskan
ke bawah, ya. Nah, baik.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Disilakan mengikuti kata-kata saya untuk bersumpah menurut
agama Islam, ya. Dimulai.

0 Bmilghirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai
Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari
yang sebenarnya. o

SELURUH SAKSI DARI PEMOHON YANG BERAGAMA ISLAM :

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai
Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari
yang sebenarnya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan kembali ke tempat, kursinya masing-masing.

Sebentar, jadi, sehubungan dengan ketetapan tadi kepada
Termohon, nanti pada saat mengajukan bukti, dijelaskan perolehan
buktinya, ya. Yang sebelumnya, khusus sebelumnya. Nanti dalam akta
bukt.i sekalian e sekaligus dij el
bahan pertimbangan Mahkamah pada saat putusan akhir.

Baik, kita mulai. Saya ingatkan kepada para Saksi, untuk
memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya.
Saudara hanya menerangkan apa yang SaudaraSaudara lihat, saksikan
sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita,
begitu, dari dengar ke dengar, jadi itu tidak bernilai sebagai bukti, ya.
Yang Saudara lihat, dengar, dan rasakan sendiri, ya.

Kemudian, keterangan Saksi, keterangan SaudaraSaudara sangat
menentukan bagi putusan Mahkamah ini. Karena itu, sekali lagi saya
ingatkan Saudara-Saudara untuk memberikan keterangan yang benar,
ya, tidak lain dari yang sebenarnya.

Pertama, Saudara M. $holeh, ya. Saudara Sholeh alamat tempat
tinggal di mana?
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54.

55.

56.

S57.

58.

59.

60.

SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Magersari Nomor 82, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Pada saat pilpres, Saudara sebagai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Kebetulan saya sebagai koordinator tim advokasi PrabowoHatta
Jawa Timur.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Koordinartor tim é& tim saksi
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Tim advokasi, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tim Advokasi Jawa Timur. Sekarang apa yang mau disampaikan
pada sidang ini? Silakan.

SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Pada tanggal 10 Juli, ada laporan ke kita tentang dikeluarkannya
surat edaran KPU Kota Surabaya. Di mana surat ini tertanggal 28 Juni.
Yang isinya memberikan hak kepada masyarakat untuk bisa memilih
meskipun satu, namanya tidak ada dalam DPT. Yang kedua, pemilih dari
luar daerah itu boleh asalkan membawa form A5, atau yang tidak
membawa form A5 cukup menunjukkan KTP, KK, dan keterangan
domisili.

Nah, keterangan domisili ini yang menjadi kajian kita, sebab
temuan-temuan kita itu justru keterangan itu dibuat oleh pejabat -
pejabat setempat setingkat lurah, dan itu bukan KTP, bukan KK, maupun
paspor.

Nah, akhirnya kita mengkoordinasikan kepada teman-teman saksi
di seluruh Jawa Timur, apakah memang menemukan surat edaran KPU
Kabupaten seperti ini? Dan ternyata tidak ada, hanya ada di Kota
Surabaya. Akhirnya kita minta saksi yang di Kota Surabaya untuk
memproses ini kepada panwas. Dan pada setiap tingkatan mulai PPS,
PPK, maupun di KPUK Kota Surabaya rekapnya harus dilakukan protes
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

dan meneliti apakah benar pemilih-pemilih pindahan, pemilih-pemilih dari
luar yang namanya tidak ada di dalam DPT betulbetul orang setempat.
Sebab Surabaya ini adalah kota metropolitan seperti Jakarta, di bawah
Jakarta, sehingga banyak pendatangpendatang. Dan dari temuan-
temuan kita memang (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Sebentar, sebentar. Tadi surat edaran tanggal berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH
28 Juni, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
28 Juni?
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH
Nomor 175 KPU Kota Surabaya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
28 Juni, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH
Betul, Juni.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Yang Saudara temukan itu pada tanggal 107?
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH
10 kita dapatnya ini.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
107
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

10 Juli.
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

10 Juli?
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Betul. Satu hari setelah pilpres.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Setelah pemungutan suara. Setelah Saudara berlakukan
penelitian, apa yang Saudara temukan dari tim Saudara itu terhadap
surat edar itu? Surat edar itu dari KPU Pusat atau dari KPU kabupaten?
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

KPU Kota Surabaya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

KPU Kota Surabaya.
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Dan kita meminta tadi yang kami sampaikan di kabupaten,

apakah menemukan ini? Tidak ada. Ternyata di Jawa Timur hanya ada
KPU Kota Surabaya. Waktu itu temuan tim yang memprotes karena

kebetulan kita dari Jatim tidak i kut
katanya ini sudah sesuai. Tetapi yang kita pelajari, baik itu undang-
undang pil pres maupun apa itu é surat

mengenal yang namanya surat keterangan domisili, kan begitu.
Sehingga ini yang menjadi temuan-temuan kita, sehingga akhirnya ada
sekitar 55.000, baik itu DPT, DPK, maupun DPKTB itu.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak, pada saat Saudara mengklarifikasi kepada KPU Kota
Surabaya, apakah KPU kota mengakui adamengeluarkan surat itu?

SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Kalau itu nanti akan dijelaskan oleh saksi yang kebetulan hadir
juga untuk rekap di kota, Yang Mulia.
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, saya kira kalau hanya itu cukup dulu. Ada yang lain?
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Yang kedua, Yang Mulia, pada tanggal 12 Juli muncul surat dari
Bawaslu Jatim. Atas temuantt e muan i ni (é)

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tanggal?

SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH
Tanggal 12 Juli.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
12 Juli. Oke.

SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Muncul surat dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur
yang memerintahkan kepada Panwas Kabupaten/Kota seJatim untuk
meneliti apakah benar DPKTB itu orangorang yang memang punya hak
untuk mencoblos di lokasi itu, di TPS setempat?

Nah, dari sinilah sehingga kami memerintahkan kepada
kabupaten/kota ini untuk semuanya mencermati apakah ada? Karena di
dalam pileg memang persoalan ini tidak sempat muncul menjadi
persoalan, kecuali di dalam pilpres sekarang ini. Akhirnya Kkita
memerintahkan itu. Dan kami atas nama tim advokasi juga sudah
menyampaikan keberatan kepada KPU provinsi supaya dilakukan
penelitian, apakah betul tengara-tengara orang yang tidak punya DPT,
namanya tidak ada di dalam DPT, tidak membawa form A-5 itu bisa
mencoblos? Di dalam temuantemuan kita itu ada, tetapi itu tidak pernah
digubris, Yang Mulia.

Akhirnya pada tanggal 18 Juli, muncul surat rekomendasi dari
Bawaslu Jatim yang meminta kepada KPU provinsi untuk melakukan
pendataan ulang terhadap enam Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, yaitu
Surabaya, Jember, Sidoarjo, Malang, dan Kota Batu. Tetapi ini yang kita
minta sebenarnya bukan enam kabupaten/kota, tetapi seluruh Jawa
Timur kalau bisa itu dilakukan pendataan ulang. Kita tidak
mempersoalkan soal angka dapa yang menang, apakah DPKTB yang
dugaan fiktif misalkan, atau pemilih siluman itu mencoblos Prabowo atau
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Joko Widodo, kita tidak mempersoalkan itu, tetapi bagaimana proses
pilpres ini bisa berjalan dengan jurdil, kan itu.

Artinya, orang (¢é)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tunggu, sebentar. Rekomendasi itu disampaikan oleh Bawaslu
kepada enam KPU kabupaten/kota?

SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH
Kepada KPU Jawa Timur, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, KPU Jawa Timur.
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Tetapi di sini jelas ditulis, fKota Surabaya, Kabupaten Sidoarjod
dan jumlah-jumlahnya pun dugaan fiktif semua disebutkan, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hasil dari pendataan ulang itu é atau apakah yang Saudara tahu
KPU enam kabupaten itu benar meakukan pendataan ulang berdasarkan
rekomendasi dari Bawaslu?

SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Rekomendasi Bawaslu ini yang sangat kita sesalkan karena tidak
pernah ditindaklanjuti oleh KPU provinsi. Nanti teman-teman yang
menjadi saksi rekap provinsi akan lebih menjelaskan bagaimana
perdebatan dan argumentasi KPU kenapa menolak rekomendasi
Bawaslu. Karena begini, Yang Mulia, kita sampaikan kepada saksi kalau
bisa rekapnya ditunda. Sebab menurut Undang-Undang Penyelenggara
Pemilu, rekomendasi Bawaslu, pawwas itu wajib dilaksanakan. Tetapi
nyatanya untuk Jawa Timur itu tidak dilaksanakan rekomendasi Bawaslu.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Cukup dulu, ya. Jadi, apakah Saudara tahu ada penolak ...
apa ... penolakan dari KPU untuk melaksanakan rekomendasi itu?
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Nanti saksi lain akan menjelaskan, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, baik.
SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Tetapi begini, sekali tambahannya saja, Yang Mulia. Kita
menginginkan kepada saksi waktu itu yang rekap provinsi karena kalau
dihitung-hitung enam kabupaten/kota, itu angkanya sudah di atas
6.000.000. Artinya, kalau misalkan dihitung secara keseluruhan,
kemungkinan angka itu akan bisa bertambah, kan gitu lho.

Nah, yang patut kita sayangkan, pada tanggal 30 Juli ... tanggal
30 Juli betul, teman-teman daerah itu menyampaikan kepada saya,
fApakah boleh menghadiri pembukaan kotak berdasarkan surat edaran
KPU pusat ?o0

Awalnya teman-teman tidak mau hadir karena itu dianggap

inkonstitusional. Tetapi saya katakan, i Har us di hadi ri
menol ak, harus hadir. Kal au mau protes,

Kenapa? Karena sejak awal itu diminta rekom Bawaslu
dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Tetapi setelah penutupan ketetapan
tanggal 22 Juli, kenapa muncul SK ini? Kan gitu lho. Sehingga ini yang di
kabupaten/kota akhirnya diprotes oleh teman -teman saksi, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Cukup, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH
Cukup, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya A. Basuki Babus Salam, ya.

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Terima kasih, Yang Mulia.
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99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Alamat, tempat tinggal di mana?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Perumahan Berlian Kencana Sari Blok H, Nomor 12, Desa
Panjunan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, pada saat pilpres sebagai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Saya kebetulan diberi mandat sebagai saksi rekapitulasi di tingkat
KPU Provinsi Jawa Timur oleh Pasangan Prabowdatta.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, di tingkat KPU, ya. Tanggal berapa rekap di Jawa Timur itu
untuk provinsi?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Tanggal 18 sampai 19 Juli 2014.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Berapa orang saksi dari Pasangan Nomor Urut 17?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Ada dua orang, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ada dua orang. Hadir juga di sini?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Ya.
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110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Di sini (é&)
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Yang satu di bawah karena keterbatasan (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, ya baik.
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Kuota yang diberikan kepada kami.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, tidak apa-apa. Sampai jam berapa selesai? Dari jam berapa,
sampai jam berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Pada tingkatan ... hari pertama, kami mulai undangannya jam
09.00, tapi kurang-lebih baru dimulai sekitar jam 11.00-an. Rata-rata
selesai sampaijam 23.00 malam. Hari kedua juga demikian.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pasangan ¢é Saksi Pasangan Cal on
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Hadir, Beliau juga sekarang hadir di (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Bawaslu provinsi hadir?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Hadir.
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119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dengan KPU é KPU tektanga) JawatTenar? k ot a

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Siap.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Betul, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pada saat itu, apa ada Saudara mengajukan keberatan terkait
dengan proses dalam saat € pada
rekap?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Betul, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mengenai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Ada banyak pengajuan yang kami sampaikan yang intinya
akhirnya kemudian kami melakukan walk out (pengunduran diri) karena
seluruh respons kami, utamanya terkait dengan DPT ka ... DPKTB itu
kemudian tidak terespons dengan baik, baik karena soal pemahaman
maupun soal kebijakan yang diambil oleh KPU provinsi.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Diurut satu-satu saja.

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Baik, Yang Mulia.
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129.

130.

131.

132.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Protes yang pertama mengenai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin membaca keberatan kami.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ya.
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Yang pertama, Yang Mulia. 1zinkan kami membacakan. KPU Jawa
Timur tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan rekom
Bawaslu Nomor 389/BAWASLUPROVJTM/VII/2014 . Isinya untuk
melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pemilih yang terdaftar
dalam DPKTB (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) di enam daerah, yaitu
Kota Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Batu, Kabupaten
Jember, dan Banyuwangi.

Rekomendasi Bawaslu Jatim berdasarkan laporan dari Saksi
Pasangan Calon Nomor 1 di enam daerah tersebut di atas, dimana Saksi
Pasangan Calon Nomor 1 menduga adanya modifikasi, masif, dan
sistematis pemilih siluman melalui DPKTB.

Yang kedua. Saksi Nomor 1 menemukan sejumlah kuranglebih
209.812 orang yang masuk dalam daftar pemilih khusus tambahan yang
berpotensi menyalahi peraturan perundang-undangan.

Tiga. Permintaan Saksi Nomor 1 untuk mendapatkan akses
informasi terkait dengan DPKTB di tujuh daerah tidak dipenuhi oleh
penyelenggara pemilu, baik oleh KPU maupun panitia pengawas.

Empat . Si kap 6arogano anggota KPU
dalam statement dalam forum resmi dalam rapat rekapitulasi di tingkat
provinsi, yaitu oleh Saudara Khairul Anam yang menyatakan bahwa
terkait dengan surat Bawaslu kepada KPU itu adalah urusan kami,
dilaksanakan atau tidak oleh kami, itu risikonya kami yang bertanggung
jawab, baik sampai pada tingkatan dipecat. Itu disampaikan oleh
anggota KPU.

Kemudian ... KPU JawaTimur, mohon maaf. Ketika Saksi Nomor 1
menanyakan pelaksanaan rekom Bawaslu tersebut, resporsnya sangat
tidak apa ... ko operatif.

Yang kelima. Sesuai dengan pernyataan KPU Kota Batu dalam
Pleno KPU provinsi yang menyatakan bahwa kami tidakmemperbolehkan
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133.

134.

pemilih yang menyertakan KTP atau surat domisili yang akan memilih di
TPS sesuai dengan alamat yang tertera di KTP/surat domisili tersebut.
Hal ini memperkuat adanya modifikasi pemilih yang masif dan sistematis
melalui DPKTB ini, salah satucontoh saja di Kota Batu, Yang Mulia.

Yang keenam, saksi Pasangan Calon Nomor 1 keberatan terhadap
statement KPU Surabaya dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Timur
yang menyatakan bahwa kami (KPU Provinsi Surabaya) tidak berhak
mendapat laporan pelaksanaan hasil rekomendasi Panwas Surabaya
Nomor 151/Rek ... /[Panwaslu/Surabaya/VII/2014 tentang Penelitian dan
Pencermatan DPKTB. Nanti akan diperdalam oleh saksi dari Surabaya,
Yang Mulia.

Kemudian yang ketujuh, saksi Nomor 1 tidak puas dengan
jawaban KPU Kota Surabaya pada saat Pleno KPU Jawa Timur, terkait
dengan keberatan form DB-2.

Oleh karena itu, kami lampirkan DB-2 saksi Nomor 1 dari Kota
Surabaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari D32 kami.

Delapan, saksi Nomor 1 menuntut PSU (Pemungutan Suara
Ulang) di enam daerah yang diduga adanya pelanggaran DPKTB karena
permohonan kami soal penjelasan DPKTB yang tidak tuntas.

Sembilan, dalam pembukaan kotak di 22 TPS di Kabupaten
Sampang, Kecamatan Ketapang dan Banyuates yang dilaksanakan di
Hotel Equator, dimana proses rekapitulasi dilangsungkan, yang dihadiri
oleh Nelson ... Saudara Nelson Simanjuntak dari Bawaslu Jawa Timur ...
dari Bawaslu Republik Indonesia, Anggota Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten Sampang, KPU Sampang, dan saksi Nomor 1 dn Nomor 2,
diketemukan bahwa 4 TPS di Desa KaranganyarKecamatan Ketapang,
dan Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, tidak ada form G6, C-7, dan
salinan DPT.

Oleh sebab itu, saksi Nomor 1 keberatan untuk menandatangani
hasil perhitungan di Kapubaten Sampang Saksi Nomor 1 menuntut
adanya PSU di empat TPS tersebut.

Terakhir, sepuluh (...)

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, sebentar. Ini yang Kabupaten Sampang ini apakah
keberatan itu disampaikan di tingkat rekap provinsi atau di tingkat
kabupaten?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia. Khusus untuk Sampang, ini
memang ada kurang-lebih 13 TPS, yang itu kemudian dibawa kotaknya

dalam rekapitulasi di tingkat provinsi karena tidak bisa dilaksanakan di
tingkat Kabupaten Sampang. Dan ketika proses pembukaan kotak suara
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135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

di tingkat rekapitulasi provinsi itu, kami menemukan kejadian seperti
yang kami adukan ini.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, jadi pembukaan kotak suara dan penghitungan surat
suaranya dilakukan di tingkat provinsi?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Betul, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Untuk berapa tadi? Berapa TPS?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
13 TPS.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

13 TPS. Terus, terhadap pembukaan dan penghitungan suara di
tingkat provinsi itu, Saudara keberatannya apa?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Pertama, ada 4 TPS di Desa Karanganyar itu,Sampang, dan dua
di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates. Itu ketika kami buka, tidak ada
form C-6, tidak ada form C-7, dan salinan DPT. Jadi, semuanya kosong.
Terus, kemudian yang ada hanya kertas suara begitu saja, 100% untuk
Pasangan Nomor Urut 2 dan untuk Pasangan Nomor Urut 1=0.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Di 13 TPS itu, apakah Saudara punya saksi?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Kami kurang tahu, Yang Mulia. Karena kami hanya dihadirkan oleh

Bawaslu atas permintaan Bawaslu untuk kemudian melakukan proses
penghitungan suara di sana.
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143.

144.

145.

146.

147.

148.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Seharusnya, ada G1 juga Saudara pegang dari saksi Saudara di
13 TPS itu. Tidak? Tidak tahu, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Tidak tahu, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik. Tidak apa-apa. Ya, terus?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Terakhir, Yang Mulia. KPU Jawa Timur memaksakan
menyelesaikan rekapitulasi, padahal diskusi soal banyak hal, utamanya
soal DPKTB itu tidak tuntas, sehingga kemudian kami menyatakan
mengundurkan diri, walk out, dari persidangan rekapitulasi.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Pada saat Saudara mempersoalkan masalah DPKTB, apa
respons dari Bawaslu yang ada di situ, yang memberikan rekomendasi?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, sebelum saya menjawab
pertanyaan Yang Mulia, izinkan saya melaporkan sedikit, kuranglebih
setengah menit, terkait dengan awalan ketika kami menyampaikan
persoalan DPKTB di rekapitulasi Provinsi Jawa Timur.
Dalam diskusi yang terjadi di forum rekapitulasi, kami menangkap
bahwa kesepahaman soal DPKTB ini tidak sama. Ada yang menyatakan
bahwa asalkan ada surat domisili, ada KTP, kemudian boleh. Kemudian,
ada .... ini ... kemudian ... karena banyak KPU yang kemudian dalam
proses menyampaikan, kemudian ada juga yang menyampaikan,
0Sudahl ah, yang penting i ni kan menunj
pun yang memilih, kan harus kita syukur
Nah, tetapi ketika kemudian kita dudukkan persoalan bahwa
pemilih oleh KPU ... mohon izin, kami menjelaskan dalam forum itu,
Pimpinan, itu sudah dibedakan dalam empat kategori yang sangat jelas.
Ada pemilih tetap yang masuk DPT dan lain sebagainya, lain sebagainya.
Yang terkait dengan DBKTB, itu definisinya sudah jelas, menurut
peraturan KPU, yaitu pemilih yang tidak masuk dalam DPT.
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149.

150.

151.

152.

153.

154.

Yang kedua, dia kalau toh milih, itu harus berada di lokasi dimana
dia tinggal (...)

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Beralamat?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Nah, ketika kami ... beralamat, mohon maaf, beralamat dimana
dia tinggal. Nah, ketika kami dudukkan persoalan itu, baru kemudian
banyak persoalan yang kemudian terbuka bahwa dari ratusan ribu, di
Jawa Timur ada 209.000, Yang Mulia, jumlah DBKTB yang kemudan
kami hitung, itu ternyata ketika kemudian ditarik pada tingkatan definisi
umum, penjelasan umum sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh KPU,
maka banyak sekali kemudian pelanggaran. Cuma, mohon izin terakhir,
ketika kemudian ini dicocokkan dengan kejadian di lapangan, termasuk
ketika kemudian ini kita sampaikan kepada forum-forum oleh KPU Jawa
Ti mur maupun Bawasl! u, me man g Khusus
dijelaskan lebih rinci oleh kawan-kawan saksi di Surabaya, tetapi secara
gambaran, izinkan kami menjelaskan 30 detik. Bahwa ketika (...)

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Okelah. Jadi gini saja, ini 30 detik sudah lebih dari tadi ini. Jadi
begini saja, saya mau ringkasnya saja, tanggapan dari Bawaslu saat itu
apa?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Tanggapan dari Bawaslu adalah terkait dengan adanya 209.000
DBKTB yang kemudian kita jelaskan bahwa ini melanggar aturan,
rekomendasinya sangat jelas, Pimpinan Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak. Y a, rekomendasi KPU é anu
saat Saudara persoalkan itu, kan ada Bawaslu pada saat itu?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Betul.
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155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bawaslu ngomong apa? Apa tidak memberikan komentar sama
sekali?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Bawaslu ketika kemudian kami desak terkait ini, ada KPU juga,

Bawaslu hanya menyampaikan satu kalimat bahwa karena rekomendasi
Bawaslu tidak dijalankan, Bawaslu tidak berkomentar.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke, itu, itu saja, pertanyaannya itu saja. Terus begini, te ntu pada

tingkat kabupaten, Saudara juga ada saksi di tingkat kabupaten, ya,
apakah tidak dipersoalkan di tingkat kabupaten mengenai DBKTB?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Yang Mulia Pimpinan Sidang Mahkamah Konstitusi yang kami
hormati. Pada tingkatan awal di tingkat TPS, dari hasil koordinasi kami,
pada tingkatan saksi Pasangan PraboweHatta, pada tingkatan TPS dan
mungkin di tingkat desa, DBKTB ini belum menjadi sebuah perangkaan
yang menarik karena jumlahnya relatif kecil, tetapi ketika ke mudian
sudah masuk pada tingkatan angka, misalkan ada satu TPS di Kota
Surabaya, itu yang (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tunggu, tunggu. Begini, langsung saja. Berarti di tingkat
kabupaten, itu tidak ada protes mengenai (...)

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Banyak Pimpinan, banyak, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, banyak? Ya, begitu saja jawabannya.
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Siap.
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163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Di tingkat kecamatan?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Banyak.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Banyak juga?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Banyak, tapi tidak tahu.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Apakah mereka masingmasing menulis di form keberatan?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Ada yang menulis, ada yang tidak.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ada yang menulis, ada yang tidak?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tapi rata-rata harusnya menulis, nanti kita lihat di buktinya,

menulis form keberatan atau tidak, ya.

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Siap, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Begitu juga di tingkat kabupaten. Di tingkat TPS?
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174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Relatif tidak. Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Relatif tidak. Ya, baik itu saja, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Cukup, ada hal lain?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menambahkan sedikit,
Yang Mulia. Lebih dari 30 detik, jangan goda toh.

Yang Mulia, terkait dengan peristilahan menindaklanjuti soal
DBKTB, memang di tingkat Surabaya, misalkan, ada satu kamuflase yang
dilakukan oleh kawan-kawan KPU Surabaya yang menyatakan bahwa

(...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jangan memberikan penilaian! Langsung saja faktanya, ya.
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Yang menyampaikan bahwa hasil rekomendasi panwas itu sudah
dijalankan dan kemudian hasilnya adalah dilakukan PSU di dua TPS.
Tetapi, mohon izin, Yang Mulia, izinkan kami laporkan, yang dilakukan
PSU terkait dengan 2 TPS, itu hanya yang kebetulan ketahuan ada
pemilih yang menyoblos ganda.

Jadi, yang kemudian apakah mereka kemudian masuk DPT atau
tidak, itu kemudian tidak menjadi hitungan. Tetapi yang kemudian
ketahuan menyoblos ganda hanya di TPS yang sangat terbatas itu, itu
yang kemudian dilakukan PSU dan itu dianggap persoalan DBKTB se
Surabaya, itu kemudian clear. Padahal persoalannya masih menyisakan
banyak persoalan, yang itu kemudian akhirnya Bawaslu memberikan
penilaian. Terima kasih, Pimpinan.
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181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Satu saya mau konfirmasi tadi. Jumlah yang memilih
berdasarkan DBKTB itu, itu yang tadi 209.0007?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
209.000.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
209.000, dari 6 kabupaten itu?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Ini dari Jawa Timur, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ya, Jawa Timur 6 kabupaten dan kota itu tadi.
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Jawa timur kebetulan ada 38, sehingga yang enam itu yang
kebetulan yang kami pilih karena memang masif dan luar biasa.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, baik. Itu di ... berarti se -Jawa Timur itu, ya, yang 209.000
itu?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Betul, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik, terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara Saksi, ya, Saudara Basuki Babus Salam.
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191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saya ingin memastikan mengenai angkaangka ini. Saudara Saksi
adalah saksi di rekapitulasi tingkat provinsi?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Berapa DPT seluruh provinsi seluruh Provinsi Jawa Timur menurut
catatan Saudara?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUK | BABUS SALAM

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami membuka data karena
kami kebetulan memegang data. Jumlah data pemilih sesuai dengan
hasil rekapitulasi KPU (é)
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bukan, yang saya tanya adalah yang tercantum di dalam daftar
pemilih tetap, seluruh Provinsi Jawa Timur itu berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Yang tercantum dalam daftar pemilih tetap seluruh Jawa Timur
jumlahnya ada 30.639.897, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik, sekarang berapa pemilih tambahan yang memiliki KTP dan
paspor secara resmi?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Pemilih khusus tambahan pengguna paspor, atau identitas lain,

atau sejenis paspor, itu ada ... sebentar, mohon izin, 236.971, Yang
Mulia.
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200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

9717
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Berapa jumlah pemilih tambahan yang didasarkan pada surat
keterangan domisili tadi? Pastikan lagi, saya ingin mengulang lagi
angkanya.
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Mohon izin, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Tadi kan ada surat edaran bahwa yang pakai keterangan
domisili pun boleh.

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Itu berapa jumlahnya menurut catatan Saudara?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Mohon izin, Yang Mulia. Terkait dengan perangkaan daftar pemilih
khusus tambahan itu, itu yang sampai terakhir kami persoalkan karena
datanya kemudian berdasarkan definisi yang berbedabeda, itu
kemudian datanya tidak sama. Tetapi kalau Yang Mulia menginginkan
data yang dari KPU kami ada. Tetapi dalam versi kami, data ini kemudian
meragukan. Karena ketika kemudian ini dilakukan proses penghitungan
yang lebih detail, kami menemukan data yang berbeda.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik, saya enggak akan memaksa ya kalau memang Saudara tidak
punya angka-angka. Sekarang berapa jumlah pemilih seluruhnya?
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2009.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

Setelah ada DPT resmi, kemudian yang ada KTP, kemudian yang juga
ada hanya dengan domisili, berapa seluruhnya jumlah pemilih yang
Sauwdara catat?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Jumlah pemilih seluruhnya meliputi DPT ... yang terdaftar dalam
DPT ditambah dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar
pemilih tambahan, kemudian ditambah dengan daftar pemilih yang
khusus, termasuk di dalamnya adalah daftar pemilih khusus tambahan,
itu ada 30.933.642.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Sekarang keberatankeberatan yang Saudara sampaikan
ketika rekapitulasi di tingkat provinsi, seperti yang Saudara bacakan tadi,
apakabh itu juga dijadikan bukti di sini?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Dalam (...)
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saya é saya tanya kepada Kuasa
KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU

Ada, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS A KBAR

Bukti P berapa?
KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU

Sejauh ini untuk dari Jawa Timur, itu baru didatangkan dan
sedang dalam proses leges.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ada yang bisa jawab, Kuasa Hukum? Biar lebih memudahkan
semua pihak untuk mempelajari.
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217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO
Buktinya P-1.35.1 sampai dengan P-4.35.2398.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, dari saya cukup.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Saksi Basuki. Saya minta
ketegasan, tadi Saudara sudah menyampaikan bahwa di dalam Anda
adalah Saksi Rekapitulasi di Provinsi Jawa Timur, benar?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pada waktu terakhir, Anda menandatangani hasil rekapitulasi?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Tidak, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tidak ya?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Tidak.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti KPU supaya direspons ya, apa betul dia tidak tanda tangan
ya, kita cek kembali nanti. Terima kasih, Ketua.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pak Aswanto ya, Pak Aswanto ya.
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227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara ¢€é terima kasih, Pi mpi nan
ingin  meminta ketegasan kembali bahwa pada 13 TPS tadi, itu
perhitungannya langsung dilakukan di tingkat provinsi?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tidak dilakukan di tingkat kabupaten?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Setidaknya atas permintaan dari Bawaslu Jawa Timur, Yang Mulia
Majelis Hakim, itu kami, atas nama saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan
Nomor Urut 2, itu diundang untuk melakukan proses rekapitulasi atas 13
TPS dari Kabupaten Sampang, yang itu ... kalimat yang kami terima
adalah tidak bisa diselesaikan dan dihitung di tingkat Kabupaten
Sampang, maka kami diundang untuk menyaksikan proses rekapitulasi
itu.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tapi pada tingkat kecamatan, tingkat desa atau kelurahan, itu
sudah dilakukan rekapitulasi?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Kami tidak tahu, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tidak tahu, baik. Yang terakhir, tadi Saudara Saksi mengatakan
bahwa ada dua TPS yang dilakukan pencoblosan ulang?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Betul. Mohon izin, informasi yang kami terima sempat dua, tapi
kemudian cacatan di sini satu, Ketua Yang Mulia, mohon izin.
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235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu Saudara mengetahui dari informasi yang Saudara peroleh dari

saksi, atau saksi di lokasi, atau apa?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Itu masuk di dalam rekomendasi Panwas Kota Surabaya dan juga
masuk dari laporan kawan-kawan saksi kami yang bertugas di Kota

Surabaya.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Satu lagi. Tadi Saudara menjelaskan bahwa pencoblosan

ulang dilakukan hanya pada ... terakhir satu TPS, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Betul.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tadi Saudara menjelaskan dua TPS. Itu karena ketahuan ada
pemilih yang mencoblos dua pasangan calon, betul seperti itu?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Bukan dua pasangan calon, Yang Mulia. Mohon izin saya jelaskan.
Jadi, persoalan itu bermula dari DPKTB di Kota Surabaya yang jumlahnya

50.000 lebih.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Nah, ketika kemudian ini kita sampaikan,

lebih detail.

maka kemudian
muncullah rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya untuk melakukan
verifikasi terkait dengan banyak tempat. Nanti kawan Surabaya yang

Nah, dari verifikasi sampling yang dilakukan ini, kemudian

diketahui ada pemilih yang nyoblos d u a
dua tempat.

k al

Jadi

bukan
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243.

244,

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, baik. Jelas ... sudah jelas. Cukup, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan, Pak Fadlil, masih ada kesempatan.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Basuki, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Saya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara, ketika rekap ... Pleno Rekap di Jawa Timur itu, walkout
ya bahasa Saudara, keluar meninggalkan arena, itu lalu Saudara
keberatan. Mekanisme apa yang Saudara lakukan terkait dengan cerita
Saudara tentang rekomendasirekomendasi Bawaslu tadi?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Begini, Yang Mulia. Pertama, kami mengikuti proses rekapitulasi
itu sampai pada 37 kabupaten/kota dari 38 kabupat en/kota yang ada di
Jawa Timur.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Berarti tinggal satu?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Hanya satu, ya. Kebetulan (é)
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sampang itu?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Sampang ( €&)

67



253.

254,

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Terus?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Yang kami tinggal karena kebetulan Pasangan PraboweHatta

menang telak di sana.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Oke.
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Nah, mengapa itu kami
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Ndak, ndak, saya ndak tanya mengapa.
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Siap.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya tanya, bagaimana Saudara menyampaikan keberatan kepada

KPU Jawa Timur?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Yang Mulia Majelis Hakim. Jadi, kami menyampaikan keberatan
utama, terutama kami keluar pada saat kami membahas soal Surabaya,
ketika DPKTB yang kami persoalkan jumlahnya 50.000 lebih orang.
Ketika penjelasan yang disampaikan oleh KPU Surabaya dan Panwaslu

|l akukan?

Surabaya, itu kemudian sangat tidak bisa menjawab pertanyaan kami

(¢e)
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SU MADI

Oke, oke.
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262. SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
I tu kami pamitan. Nah (é)
263. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Cukup, cukup.
264. SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Siap.
265. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini Saudara kayak sidang politik saja ini. Cukup, cukup. Terima
kasih.

266. SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Terima kasih.
267. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke. Cukup, ya? Baik.
268. SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Terima kasih, Pimpinan Yang Mulia.
269. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, baik. Terima kasih. Saudara Purwanto?
270. SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Baik, Yang Mulia.
271. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Alamat tempat tinggal di mana?
272. SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Saya di Perumahan Mutiara Citra Graha Blok L3 Nomor 4, Desa
Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
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273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Kalau Kalisampurno ini apa?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Oh, itu e 1tu al amat t empat é
kediaman tadi yang saya sebutkan, Yang Mulia.

KETUA: HAMD AN ZOELVA
Oh, tadi tempat kediamannya?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Ya, tempat kediaman.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Jadi, beda dengan alamat KTP, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Ya. Kalau alamat KTP Blok L1 Nomor 3, Desa Kalisampurno,
Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Saudara sebagai apa pada saat pilpres?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Kebetulan saya sebagai saksi di KPUD, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saksi di KPUD kabupaten (...)
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Kabupaten Sidoarjo.
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283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Sidoarjo?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Betul, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tanggal berapa rekap di Sidoarjo ini?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Rekap dilaksanakan tanggal 16 Juli.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
16 Juli, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Dari jam berapa sampai jam berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Waktu itu dimulai jam 14.00 WIB ... kurang -lebih jam 14.00 WIB,
kemudian selesaikurang-lebih jam 21.00 WIB, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Pada saat itu semua hadir, ya? Pasangan ... Saksi Pasangan
Nomor Urut 2 juga hadir?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Semua hadir, semua hadir.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Semua, ya?
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294. SAKSI|I DAR | PEMOHON: PURWANTO
Ya, betul.
295. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berapa ... Saudara ingat berapa DPT seluruhnya untuk di
Sidoarjo?

296. SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

DPT di Sidoarjo yang kami ingat 1.300.000 sekian, Yang Mulia.
Saya boleh membuka data, Pak?

297. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Silakan, silakan.

298. SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Ya, terima kasih, Yang Mulia. DPFnya=1.390.644.

299. KETUA: HAMDAN ZOELVA
6447

300. SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Betul.

301. KETUA: HAMDAN ZOELVA
1.000.000 (...)

302. SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
390.644.

303. KETUA: HAMDAN ZOELVA

644, ya.
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304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Itu yang kami ingat.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ini DPT, ya? Yang menggunakan hak pilih?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Nah, ini kami harus buka data lagi, Yang Mulia, dari data hasil

rekapitulasi. Jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 1. 029 . 01
yang satu terhapus, Yang Mul € adi dgiott ok

terakhirnya enggak kebaca, Yang Mulia. Karena fotokopinya hilang.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Katakanlah sepuluh begitulah?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Jadi kosong sepuluh begitu?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Kosong sepuluh, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terus, suara sah berapa? Tadi yang memilih, yang menggunakan

hak pilih?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Ya. Jumlah suara sah=1.015.619.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

619. Tidak sah?
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314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Tidak sahnya=13.397.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Dalam catatan Saudara di situ,
menggunakan DPKTB?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

berapa pemilih yang

Yang menggunakan DPKTB sejuml ah

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Maaf, 27.06 €é& digit

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Kasih nol sajalah.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
260, gitu.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Baik.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

tcadagi,ar&ang Mulian y a

060. Pada saat rekapitulasi ya, Saudara ikut dari awal sampai

akhir, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Siap, Yang Mulia.
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325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ada Saudara mengajukan keberatan?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Ada, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Mengenai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
MengenaiDPKTBy ang j uml ahnya kami anggap t
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Khususnya pada saat itu, kita langsung masuk pada TPS di salah
satu desa, desanya bisa saya sebut,Desa Kepuh Kiriman, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Desa?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Kecamatan?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Kecamatan Waru.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Waru?
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336. SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
TPSnya 23.

337. KETUA: HAMDAN ZOELVA
TPS 23,ya?

338. SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Ya. Nah, dari TPS tersebut, DPKTBnya sebanyak 130 pemilih,
Yang Mulia.

339. KETUA: HAMDAN ZOELVA
130 DPKTBnya?
340. SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
130 DPKTBnya. Nah, keberatan kita adalah meminta kepada
KPUD untuk membuktikan bahwa 130 itu adalah para pemilih yang
memang punya hak dan sah untuk mencoblos di TPS 23 dengan
membuka Form AK PPWHMpada saat itu.
341. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Dibuka, enggak?
342. SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Tidak dilaksanakan, Yang Mulia.
343. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak dilaksanakan?
344. SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Tidak dilaksanakan.

345. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara tahu berapa DPFnya di TPS 23 ini?
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346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

DiTPS23DPTnya ¢é di

KETUA: HAMDAN ZOELVA

2 8607

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

260, ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

260 DPT-nya?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

TP

260, Yang Mulia. Di data kami
DPKTB=130 jumlah pengguna KTP itu.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

1307

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Y a.

I ni

yang (ée)

KETUA: HAMDAN ZOELVA

S -Byaadplah®80ah DPT

260. Kemudian,

Saudara sudah punya saksj enggak di TPS ini?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Di
Yang Mulia.

TPS

ni € ya

KETUA: HAMDAN ZOELVA

k a mi ti dak

jumlah

ngat,

Tidak tahu, ya? Ini penting soalnya, ini kejadian khusus ini.

Kar ena

130

dit ambah

é

di sel i pi

separuh
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356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Betul.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kertas suara yang ada itu tidak

segitu, ya?

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Saudara?

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Silakan.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Siap.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau Saudara enggak punya saksi, Saudara enggak hadir di situ,
bagaimana Saudara bisa cerita soal yang tadi? Coba ¢ )

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Mohon maaf diulang, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ah, ini main-main saja, Saudara! Saudara kan menceritakan ada
260, ada sekian tambah berapa digit, begitu?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Betul.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara ditanya perolehan pengetahuan Saudara yang diceritakan
di sini ini dari mana kalau saksi Saudara saja tidak tahu?

78

S

a



366.

367.

368.

3609.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Ya, dari tim data yang kemudian data itu kita pakai untuk
disampaikan di rekapitulasi, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Ok, terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Saudara Saksi Purwanto.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Siap, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini di TPS 23, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
TPS 23 Kepuh Kiriman, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, di TPS 23. Kartu suara atau surat suara yang tersedia di TPS
23 itu jumlahnya berapa kalau Anda tahu?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Kami tidak tahu, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, tidak tahu. Kalau dalam peraturan, DPT-nya berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
DPT di data kami ada 260, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, menurut peraturan perundangan, ditambah 2% dari DPT.
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377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Berart.i 260 ditambah 2% ( é)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
2%.
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Kali 260.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, berarti kalau bisa yang nyoblos 130 tambahan, itu dia dapat
surat suara dari mana? Itu ganjil juga.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Justru ini, Yang Mulia, yang pada
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah , nanti tolong KPU direspons itu, ya? Ini sangat ganjil dan
tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Apa betul keterangan Saksi
Purwanto ini? Karena lebihnya itu 50%.
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Siap.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini Saudara harus memberikan keterangan yang benar, ya? Jadi,

ini ada keganjilan yang luar biasa karena surat suara saja 260+2%. K ok
bisa ada tambahan sampai 130? Nah ini yang ganjil sekali. Makanya
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387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

Saudara tadi saya katakan, Saudara ndak tahu jumlah surat suara yang
ada di situ. Mestinya kalau Saudara Saksi yang betul harus tahu bahwa
ada kelebihan 2% dari surat suara, itu ya. Ini jadi catatan kita. Terima

kasih, Ketua.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Masih ada? Ya, silakan.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Saudara Purwanto, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Siap, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Dengan adanya penambahan yang begitu besar yang mana

Saudara mendapatkan data dar.

ti

m

ini dari tim Saudara ini membuat keberatan secara resmi kepada KPUD?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Kepada KPUD kebetulan jadi saksi adalah saya, maka saya

memberikan ... menulis keberatan secara resmi di form DB-2 dan

terlampir di keberatan itu, barangkali sudah masuk di Majelis.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Begini ini, apakah keberatan yang Saudara sampaikan di KPU

Kabupaten Sidoarjo itu berkenaan dengan ini?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Siap. Detail berkenaan dengan ini, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Selain itu ada lagi yang lain?
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395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Ada di desa ... maaf, saya buka lagi, Yang Mulia. Di Desa
Tulangan.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Bagaimana tanggapan Bawaslu terhadap temuan Saudara
ini?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Siap. Kami jelaskan, Yang Mulia. Pada saat itu Bawaslu yang hadir
tiga personel ... panwaslu yang hadir tiga personel, di dalam
menanggapi ini ada dua pandangan yang berbeda dari panwaslu.
Pandangan pertama dipersilakan untuk melakukan cek ulang data itu
karena memang masih ada waktu hingga sampai tanggal 17 untuk
rekapitulasi itu.

Kemudian Panwaslu yang satunya lagi berpandangan bahwa jika
memang ada keberatan, maka mekanismenya adalah harus menulis di
form keberatan, menyampaikan di form keberatan untuk nanti diproses
lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi. Itu yang disampaikan.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Apakah panwaslu sempat atau sampai mengeluarkan rekomendasi
terhadap laporan ini walaupun ada perbedaan pendapat?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Pada saat itu belum, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi tidak ada rekomendasi dari panwas terhadap temuan ini, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Pada saat rekapitulasi itu, betul.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, cukup.
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403.

404.

405.

406.

407.

408.

4009.

410.

411.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Di TPS ini, Saudara tahu berapa perolehan Nomor 1?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Ini harus membuka C-1 nya, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, silakan.
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Kebetulan saya tidak membawa data Cl-nya, tapi kita bisa
sampaikan nanti untuk disisipkan dalam kelengkapan bukti berikutnya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak apa-apa. Kalau dibuka G1 pasti kelihatan, tapi saya mau
dengar dari Saudara. Ndak apaapa, ya. Terus, selain Saudara

mempersoalkan di satu TPS ini, apa lagi Saudara persoalkan pada saat
itu khusus mengenai DPKTB.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Hanya DPKTB Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hanya DPKTB?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Ya. Ada satu lagi, mohon maaf, Yang Mulia. Terkait dengan
laporan ke Panwaslu di Desa Kurelsari, data-datanya ada, yaitu dugaan
... mohon maaf, saya harus baca. Jadi saya bacakan bahwa ada laporan
pelapor atas nama Pak Imam Sugiri, jadi ini ketua tim pemenangan
Prabowo-Hatta, Yang Mulia, di Kabupaten Sidoarjo. Perihalnya adalah

pelanggaran tata cara pemungutan suara, politik uang, dan kode etik
penyelenggara pemilu di TPS 2 Desa Kurekari, Yang Mulia.
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412.

413.

414.

415.

416.

417.

418.

419.

420.

Ini kami sampaikan juga pada saat itu. Namun kemudian
disampaikan ... dijelaskan oleh ... apa ... panwas dengan tanggapannya
adalah tidak dilanjutkan ke penyidik karena tidak cukup bukti adanya
pelanggaran Pasal 323 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 juncto
324 Undang-Undang 42 Tahun 2008. Itu jawaban dari panwaslu. Tapi ini
kita sampaikan, Yang Mulia, pada saat itu.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Cukup, ya. Saudara tanda tangan Berita Acara?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Tidak, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tapi tanda tangan di formulir DB?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Keberatan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Keberatan?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Benar. Yang tanda tangan bukan saya sendiri karena kami saksi
berdua, jadi rekan kami yang tanda tangan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi buat keberatan tertulis di formulir DB-2 ( é )
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Buat keberatan tertulis dan tidak tanda tangan di Berita Acara.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Cukup, ya.
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421.

422.

423.

424,

425.

426.

427.

428.

429.

430.

431.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Terima kasih. Selanjutnya, Mas Soeroso.
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Enggak hadir, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak hadir, ya.
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Informasinya masih di DKPP.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ya. Tidak apa-apa. Achmad Zakaria.
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Siap, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Achmad é Saudara Achmad

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Zakari a,

Semolo Waru Selatan 312, Kelurahan Smolo Waru, Kecamatan

Sukalilo, Kota Surabaya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Saudara sebagai apapada saat pilpres?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Saksi Pasangan Nomor 1 di KPU Kota Surabaya.
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432.

433.

434,

435.

436.

437.

438.

4309.

440.

441.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
KPU Kota Surabaya. Saudara sendiri pada saat itu? Ada teman?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Kami mengirim tiga surat mandat untuk yang bisa official resmi
dua. Maksud saya dua dari tiga itu, selalu gantian.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Siapa lagi satu temannya?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Saudara Arif, sebelah kanan saya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, Arif. Ada juga.
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Dan juga Saudara Rahmat(suara tidak terdengar jelas).
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ini yang tidak bisa masuk? Oh, gantian.
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Bukan enggak bisa masuk, Yang Mulia. Masuk surat mandatnya
karena memang waktunya kan lama dua hari, sehingga kita bergantian.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, bergantian tiga orang?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Dua orang-dua orang.
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442.

443.

444,

445.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dua orang-dua orang. Oh, dua orang € 3-2-2 ya. Oke. Tanggal
berapa rekap di Surabaya itu ... di Kota Surabaya tingkat kota?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Tanggal 16 dan 17 Juli serta tanggal 19 Juli karena PSU.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, ada PSU ya. Berapa DPT di Kota Surabaya?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
DPT pilpres?
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Di Kota Surabaya sepengetahuan saya 2.017.450.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
2.017.450.
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
2.017.450.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
2.017.450. Yang menggunakan hak pilih berapa saat itu?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Dari DPT?
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

87



453.

454,

455.

456.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

463.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
1.340.045.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
1.340.045. Suara sah?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Suara sah=1.390.909.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Lha, kok lebih banyak?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Mohon maaf, Yang Mulia. Saya buka lagi ringkasannya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Kalau ini bukan ujian ini, boleh buka.

SAKSI D ARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
1.390.909.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
1.390.909.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu yang suara sah atau yang apa yang ... yang menggunakan
hak pilih?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Suara sah.
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464.

465.

466.

467.

468.

469.

470.

471.

472.

473.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Suara sah. Yang menggunakan hak pilih berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Yang menggunakan hak pilih dari ... dari semua total, apa DPT?
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, betul. Yang memilih ... yang memilih laki-laki dan perempuan
ada di situ?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Pilih dari DPT, DPTB, DPK, DPKTB totalnya 1.408.210.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, itu. 1.408.210 ya. Di Kota Surabaya itu berapa banyak yang
menggunakan DPKTB?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
57.827, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
57.827.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
57.827.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

57.827. Pada saat proses rekapitulasi, ada Saudara yang
mengajukan protes?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Secaralisan, ya. Secara tertulis, ya.
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474.

475.

476.

477.

478.

479.

480.

481.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pada saat secara lisan mengenai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Yang pertama, pada tanggal 16 Juli saat dimulainya dibuka rapat
rekapitulasi terbuka Pleno di KPU Surabaya, kami melayangkan protes
lisan untuk dibahas terlebih dahulu DPKTB, namun KPU menolak karena
itu tidak ada kaitannya dengan hasil perhitungan suara.

Lalu kemudian, kami keberatan secara lisan untuk dilanjutkan. Di
tengah ... di, di ... apa namanya ... keberatan itu saya ulang berkali -kali,
Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terus tetap KPU menolak?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

KPU menobk, tiba-tiba dihentikan oleh Panwaslu Surabaya. Bukan
dihentikan, apa ... dibelokkan oleh KPU Surabaya dengan membacakan
... apa namanya ... suatu rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor
151 reg PANWASLUSBY/VII/2014.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Rekomendasinya mengenai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Rekomendasi tersebut dibacakan setelah keberatan lisan saya
tentang memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan
pencermatan dan penelitian ulang DPKTB di 136 TPS di 24 kecamatan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terus KPU membacakan itu dalam rangka apa?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Panwas, Yang Mulia.
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482.

483.

484.

485.

486.

487.

488.

489.

490.

491.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Panwaslu.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Panwaslu?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Rekomendasi ... panwaslu menengahi saya dengan mengatakan
bahwa protes Saudara, saya tanggapi dengan saya mengeluarkan
rekomendasi.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, itu jadi saat Saudara berdebat dengan KPU, panwas bicara?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bahwa saya sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap 136 TPS?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

DPKTB?
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, di 136 TPS?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Ya, betul.
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492.

493.

494,

495.

496.

497.

498.

499.

500.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terus respons kembali dari KPU apakah memang sudah dilakukan
penelitian kembali?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

KPU tidak mau untuk melakukan penelitian itu dan bahkan
meminta kepada saya ... kami, saksi untuk melanjutkan saja rekapitulasi
itu dan kami melakukan keberatan secara lisan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Coba saya tanya lagi, yang 136 TPS yang direkomendasikan oleh
panwaslu kota, apakah sudah dilakukan pemeriksaan kembali oleh KPU
atau tidak?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Saat protes saya secara lisan, tidak.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak. Sebelumnya?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Sebelumnya juga tidak, kan baru dibacakan di persidangan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Sesudahnyajuga tidak, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Sesudahnya sampai ditutupnya rapat rekapitulasi tanggal 16,
tidak. Tanggal 17, tidak.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke. Jadi, setelah itu kan KPU langsung membacakan rekapitulasi
dengan mengabaikan, tentunya, keberatan Saudara?
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501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

5009.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Betul, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Setelah itu Saudara ada masalah lagi, ada protes, ada masalah
lagi yang Saudara sampaikan atau tidak?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Secara tertulis, kami menyampaikan keberatan-keberatan di
formulir DB-2.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, di formulir DB-2 yang dipersoalkan juga apakah mengenai
DPKTB?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Ya, selain yang 136 TPS itu, kami j ug a mel akukan
namanya é di bab | ain.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Mohon izin, Yang Mulia. 136 TPS itu, dikeluarkan oleh Panwaslu
Surabaya adalah temuan mereka, temuan mereka bahwa ada 136 nama
DPKTB yang terdaftar di DPT Kota Surabaya,dengan nama terlampir dan
saya sudah menyampaikan kepada Penasihat Hukum dan saya juga
membawa nama-nama tersebut bahwa nama itu ada di DPT Kota
Surabaya (é€é)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ndak, ndak ini maksudnya ini 136 ini, 136 TPS atau 136 nama?
SAKSI DAR | PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

136 nama di 136 TPS.
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510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

518.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, jadi satu di satu TPS?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Bukan begitu, Yang Mulia. Begini

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Gini, gini, saya tanya tadi, apa yang jadi dipersoalkan itu apakah
136 TPS atau 136 nama?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Panwaslu Kota Surabaya mengeluarkan rekomendasi untuk ...
kepada KPU untuk melakukan pencermatan ulang terhadap 136 nama
DPKTB di 136 TPS (é)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Apakah dia itu terdata juga di TPS-TPS lain? Oleh sebab itu,
rekomendasinya juga selain penelitian adalah membuka kotak G7 ...
kotak suara untuk mengambil C-7 di TPS lain, di mana nama 136 itu
terdaftar di DPT TPS lain itu.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Sampai sekarang tidak tahu apa terdaftar juga DPT di TPS lain
atau tidak?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Sudah tahu, saya t uh e saya
diberikan oleh panwaslu kepada saya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, memang ada?
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519.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Di sampali

kan saat i

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi (&)

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Bahwa

panwasl u

KETUA: HAMDAN ZOELVA

(e)

t

u

]

uga

di

rapat,

Sebentar-sebentar, saya mau memastikan saja. Pada saat itu
panwaslu juga memperlihatkan lampirannya bahwa ternyata 136 itu

terdaftar juga DPT di TPS yang lain?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Betul, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Betul?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Okelah ya. Ada hal lain, cukup?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Ada.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ha, mengenai apa? Sebentar, sebentar ada pertanyaan.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudar a

Saksi

(¢é)
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530. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Saya (...)

531. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh, Ibu.

532. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Saya memastikan. Anda mengatakan DPKTBiya berapa,
Sidoarjo?

533. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Saya Surabaya, Yang Mulia.
534. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Ya, Surabaya ... Surabaya.
535. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
57.827.
536. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
57.827. Di dalam permohonan Pemohon halaman 135, itu
dikatakan di sini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan dan
seterusnya untuk melakukan pengecekan status pemilih DPKTB Kota
Surabaya sebanyak 54.652 pemilih?
537. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Ya, Yang Mulia.
538. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Yang betul yang mana?

539. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Itu berdasarkan DPKTB yang kami pilih yang di atas 5, Yang
Mulia.
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540.

941.

542.

543.

544,

545.

546.

o47.

548.

549.

550.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Yang di atas?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Lima per TPS.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Per TPS.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Sehingga totalnya 54.000 sekian.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Jadi yang 57.827 itu?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Kan ada juga TPSTPS yang DPKTBnya satu, dua.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, cukup.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan, Pak Patrialis, sudah cukup? Masih ada?
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, Saudara S@roso?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Zakaria, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Achmad Zakaria. Mohon maaf, ya. Apa Saudara juga mengetahui
ada Surat Edaran KPU Nomor 175?
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551.

552.

553.

554.

555.

556.

557.

558.

559.

560.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
KPU kota maksudnya?

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
KPU kota.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Mengetahui, dan juga kami layangkan protes itu di rapat tanggal
16.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik. Pertanyaan saya apakah Saudara mengetahui khusus untuk
Kota Surabaya ada pemilih yang hanya memiliki surat keterangan
domisili saja?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Surat keterangan domisili saja?
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
He em. Tanpa ... Saudara jawab sendiri, enggak usah (...)
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Ya, maksud saya begini (é)
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tanpa ada KTR atau paspor, atau identitas lain?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Ada.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Berapa jumlahnya?
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561.

562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

5609.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Saya tidak tahu jumlahnya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Saudara kan jadi saksi?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Apa Saudara tidak mencatat?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Tidak disebutkan, karena itu kan di kotak suara yang sedang
hendak diperintahkan kepada KPU untuk dibuka.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Paling tidak, laporan dari saksisaksi ya, yang ada di tingkat TPS,
sampai ke PPK, sampai ke Kota Surabaya, apa Saudara enggak dapat
informasi itu?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Kalau jumlah pemilih menggunakan KTP, KK, dan surat
keterangan yang lainnya itu kan adalah DPKTB, tapi kalau dipisahpisah
KTRnya berapa, KK-nya ber a p a, sur at domi silinya
dapatkan.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke.
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Saya tidak tahu.
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570. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Soalnya saya mau konfirmasi, sesuai dengan surat edaran KPU
yang disampaikan oleh Saudara $holeh.

571. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Ya.
572. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, oke, enggak apaapa. Ya, terima kasih.
573. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Cuma €é mohon i zin, Yang Mul i a. Ket
kepada KPU Surabaya bahwa Beliau ... salah satu anggota Komisioner
mengatakan surat domisili itu mengacu kepada surat KPU pusat,
tertanggal apa €é nomor sekian, sekian,
Nah, cuma kami menanyakan tanggalnya berbeda dengan tanggal
KPU Kota Surabaya. KPU pusat itu membuat surat edaran tanggal 8 Juli,
KPU Surabaya mendahului tanggal 28 Juni. Begitu, Yang Mulia.
574. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, baik. Ya, Bapak kalau itu kan sudah disanpaikan, cukup.
575. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, di Kota Surabaya ini berapa TPS seluruhnya?
576. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
5.015, Yang Mulia.
577. KETUA: HAMDAN ZOELVA

5.015 ... 5.015. Yang Saudara persoalkan masalah di DPKTB di
berapa TPS?

578. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Mohon izin membuka dulu, Yang Mulia. Saya mempermasalahkan

di DB-2 di 136 TPS yang pertama kali dibacakan panwaslu karena
menurut hemat saya, itu sudah ... apa namanya ... bertentangan dengan
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579.

580.

581.

582.

583.

584.

585.

586.

peraturan perundangan karena terdaftar di DPT TPS lain. Itu yang
pertama.

Yang kedua, di ... sebentar, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, sebentar, saya mau pastikan lagi. Jadi pada saat itu,
Saudara hanya mempersoalkan DPKTB di 136 TPS?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Itu yang poin pertama, Yang Mulia. Poin yang kedua, sebentar. Di
4.424 TPS.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
4.424 TPS?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Betul, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Di persoal ... Saudara persoalkan pada saat rekapitulasi?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Betul, saya mempermasalahkan di rapat rekapitulasi dan
kemudian secara lisan, kemudian saya tulis di DB 2.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke. Apakah di 4.424 ini ada rekomendasi juga dari Panwaslu
Kota Surabaya?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Tidak, Yang Mulia. Cuma pada rapat rekapitulasi yang pascaPSU
tanggal 19 Juli, kami Saksi Kota Surabaya mendapatkan informasi
langsung dari saksi provinsi karena bersamaan sidangnya, ada
rekomendasi Badan Pengawas Pemilu ProvinsiJawa Timur untuk
melakukan penelitian dan pencermatan ulang DPKTB di sekiansekian
TPS tersebut, dan itu saya tanyakan di rapat rekapitulasi terbuka Pleno
tanggal 19 Juli pascaPSU di KPU Kota Surabaya, dan dijawab bahwa itu
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587.

588.

589.

590.

591.

592.

593.

594.

595.

bukan wewenang kami, itu tangg ung jawabnya KPU Provinsi Jatim. Saya
... kita hierarki.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke. Di 4.400 TPS ini Saudara punya saksi?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Punya, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Punya. Ada keberatan enggak mengenai DPKTB ini di tingkat
TPS?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Kalau keberatan, tidak.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Karena kita tidak bisa membuat sebuah temuan itu di tingkat TPS,
baru kira tariknya di tingkat kecamatan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya (...)
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Baru ketahuannya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, biasanya kan di TPS itu kan largsung protes dia. Artinya ...
tapi mungkin pengetahuan ini kan bisa berbeda, ya, tapi pada umumnya

kalau tahu aturannya kan dia langsung protes, dilarang memilih, tidak
boleh dengan cara itu, tapi mungkin pengetahuannya terbatas, ya.
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596.

597.

598.

599.

600.

601.

602.

603.

604.

605.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Mungkin begitu, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Di tingkat PPS ada tidak?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Tidak ada, di tingkat PPK ada.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Jadi yang ada hanya tingkat kabupaten?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
PPK ada.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tingkat PPK ada. Ya, terus tadi pemungutan suara ulang itu
terkait dengan apa?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Terkait dengan panwaslu membuktikan dari 136 TPS yang saya
bacakan tadi ... saya sebutkan, mohon maaf. Ada satu TPS di TPS 27
Kelurahan Jagir, yang ada seorang pemilih dia juga terbukti di DPKTB
TPS lain, sehingga panwaslu memerintahkan kepada
merekomendasikan kepada KPU Surabaya untuk melakukan PSU di TPS
yang pertama tadi, TPS (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

TPS 277
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Ya, TPS 27 Kelurahan Jagir.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kelurahan?
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606.

607.

608.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Jagir.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Hanya satu TPS yang di PSU?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Ya, betul, Yang Mulia, satu.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Hanya satu saja?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Satu dan itu ketahuan dia terdaftar di C-7, di TPS A dan DPKTB
TPS B.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Jadi dia (...)
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Karena itu rekom panwaslu kota, KPU langsung melakukannya,
rekomnya turun tanggal 18, KPU langsung melakukannya tanggal 19

pagi.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik, cukuplah ya atau masih ada hal lain?
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Yang Mulia (...)
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Yang lainnya, Yang Mulia. Bahwa KPU Surabaya terlalu

memaksakan untuk diselesaikannya seluruh rekapitulasi tanpa
menghirau ... apa ... mohon maaf, dengan menghiraukan seluruh
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616.

617.

618.

619.

620.

621.

622.

623.

keberatan-keberatan kami, termasuk pada saat PSU ... rapat terbuka
setelah PSU, di mana rapat tersebut dipaksakan untuk cepat selesai
tanpa menghiraukan ... mohon maaf, dengan mengabaikan seluruh
keberatan-keberatan kami.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Okelah, ya. Pak Aswanto ada?
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, Saudara Saksi
menjelaskan bahwa 136 TPS itu bukan karena laporan dari tim atau
saksi, tetapi itu karena temuan dari panwaslu, betul Saudara Saksi?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Berang ... betul. Karena kami kan langsung mendapatkan (...)
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Enggak, saya ... saya minta Saudara jawab saja yang saya
tanyakan, singkat saja. Jadi 136 TPS yang kemudian dianggap
bermasalah DPKTBnya, itu bukan karena laporan dari tim Saudara,
tetapi itu adalah atas temuan panwas?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Betul, betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Dan panwas merekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan
peninjauan atau cek ulang?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Betul.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul. Lalu kemudian, bagaimana dengan 4.442 TPS, apakah itu
laporan atau temuan Bawaslu juga?
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624.

625.

626.

627.

628.

629.

630.

631.

632.

633.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Pada saat tanggal 16, 17 laporan saya, laporan kami (...)
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudaramelapor secara tertulis ke panwas?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Itu di ... se ... di rapat rekapitulasi lisan ... secara tertulisnya di
luar rapat karena harus di kantor panwaslu oleh Tim Koalisi Prabowo-
Hatta tingkat kota kepada kantor panwaslu k ota.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya ingin mempertegas saja, apakah 4.442 TPS itu yang Saudara
anggap juga ada masalah pada persoalan DPRB, tim melapor ke
panwas?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Yadan saya hadir juga (¢€é)
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Secara tertulis?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Tertulis dan (é)
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Apa rekomendasi panwas terhadap laporan itu?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Belum ada.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Belum ada sampai sekarang?
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634.

635.

636.

637.

638.

639.

640.

641.

642.

643.

644.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Sampai sekarang.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik, cukup dulu ya?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Terima kasih. Selanjutnya Saudara Arif Indrijanto? Indrijanto ya?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO
Terima kasih, Ketua.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, Saudara alamat di mana?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO
Alamat. Manukan Dadi |, Blok 15A, Nomor 1, Surabaya
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Surabaya. Saudara sama sebagai ... waktu pemilu sebagai saksi
juga di tingkat kota?

SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO
Saksi di tingkat Kota Surabaya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah yang diterangkan oleh Saudara Achmad Zakaria tadi
benar?
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645.

646.

647.

648.

649.

650.

SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO
Betul, Ketua.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Betul ya, ada tambahan?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO
Baik, Ketua. Jadi ketika KPU Surabaya membuka Pleno
perhitungan manual, kita sudah awal menolak bahwasanya ada masalah.

Yang pertama adalah DPT yang tidak bisa dijelaskan oleh KPU Kota
Surabaya, lalu DPKTB, dan kertas suara yang tersedia Secara logika kan

2% setiap TPS dan secar a é-tbakokbisd ber ar

terpenuhi semua. It u ber angkat € saya ini ada
Manukan Kulon, itu DPKTB ity Iho kok semakin banyak? Di luar dugaan,
padahal ketika di pileg tidak seperti itu, Ketua.

Lalu hal yang lain, ketika saya ngotot bahwa ini ada rekomendasi
panwas kota, bukan panwaslu kalau di Kota Surabaya, Panwas Kota
Surabaya untuk melihat ke KPU Surabaya untuk meninjau ulang, meniliti,
dan sebagainya, ada persoalan itu kan ada masalah. Kita tolak, jangan
membuka kotak suara di masing-masing kecamatan (suara tidak
terdengar jelas) perhitungkan, tapi selesaikan dulu rekomendasi panwas
kota. Tapi rupanya beliaunya tetap ngotot, bahkan kita ini saksi dari
Prabowo-Hatta diusir keluar. Diancam diusir keluar. Sangat menyakitkan
sekali bahwa saya ini ketika di KPU adalah wakil resmi, begitu bapak
saya punya hak untuk menyampaikan pendapat, justru ini yang
membuat persoalan sehingga dampak psikologis, Ketua. Anakanak saya
itu diolok-olok, fBapak saya diusir dari KPUO Ini sangat menyakitkan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ini Saudara yang diusir atau seluruh tim saksi?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO
Seluruh tim saksi.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi setelah itu tidak boleh ikut jadi saksi?
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651.

652.

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO

Ya, enggak. Saya tetap ngotot saja, Bapak, saya mewakili

daripada saksi.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Okelah ya. Itu saja?

SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO

Hal yang lain, beberapa temuan bahwa di daerah Gunung Anyar,

i ni PP e panwas PPL, j adi

panwasccam,

menyampaikan ke beberapa teman kita yang ada di sana bahwa apabila
panwascam akan membuka kotak suara yang dinyatakan pasti akan
bermasalah, maka oleh wakil walikota yang kebetulan itu ketua DPC PDI
Perjuangan mengancam mempolisikan dan itu pun terbukti sampai

muncul di media (...)

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak. Sebentar, sebentar. Ini jelas dulu, ini siapa yang ... apa

yang ... guna apa? Mengenai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO

Mengenai DPKTB yang ganda, dobel itu, Ketua.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ndak, yang mengancam itu siapa?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO

Yang mengancam itu adalah Wakil Walikota Surabaya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Namanya siapa?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO

Wisnu Sakti Buana.
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660.

661.

662.

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Wisnu Sakti, jadi siapa yang diancamnya?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO
Panwascam sehingga enggak
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Panwascam?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Siapa panwascam hamanya?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO
Kebetulan kita belum é apa
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Enggak, ya namanya saja?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO
Kita enggak hafal, buktinya kita lampirkan, menyusul.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

ber ani unt

€ mel ampi

Jadi jangan ... makanya, jadi begini, jangan cerita yang tidak jelas
di sini. Tidak bisa nanti diverifikasi. Jadi siapa yang diancam? Kapan
diancam? Di mana diancam? Apa ancamannya? Harus jelas untuk kita

verifikasi. Kalau tidak, enggak usah Saudara terangkan, ya.
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO

Ya.
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670.

671.

672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

679.

680.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Terus apa hal yang lain?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO

Yang lain bahwa rekomendasi Panwas Kota Surabaya sampai
terakhir tanggal 17 itu tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tadi sudah. Sudah diterangkan. Cukup ya?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO

Ya, saya rasa cukup.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Selesaikan satu lagi, Rahmatullah AIAmin?
SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Ya, Ketua. Siap.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, alamat?
SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Manukan Yoso, Blok 7A, Nomor 19, Surabaya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara sama kan sebagai saksi juga di KPUD kota?
SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah apa yang dijelaskan oleh Saudara Arif tadi, dua orang tadi
benar?
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681.

682.

683.

684.

685.

686.

687.

SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN
Benar, Ketua.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Benar ya. Ada tambahan atau cukup?

SAKSI DARI PEMOHON: M.  RAHMATULLAH AL AMIN

Baik, terima kasih, Pak Hakim. Tambahannyg pertama bahwa
ketika kami, saya dan Pak Arif itu mempermasalahkan DPT yang di awal
sampai akhirnya kita ramai panwas membacakan rekomendasinya
Karena terus terang, Ketua, kenapa itu harus kami sampaikan di awal?
Karena kami juga mendapatkan bukti-bukti dari para relawan merah-
putih yang ada di Kota Surabaya, kejadian-kejadian yang melibatkan
DPKTB yang sangat besar, Pak Hakim

Itu yang pertama. Sehingga kami ngotot, pertama kali dibuka ,
fTolong Pak Ketua KPU jangan diteuskan merekap dulu. Selesaikan dulu
per masal ahan. o

Saya awalnya tanya tentang surat edaran, ternyata enggak
dijawab, dan akhirnya seperti disampaikan Pak Arif, kami semua diusir,
tapi karena kami menjalankan konstitusi, kami tetap berada di sana.
Malah waktu itu, mik saya dimatikan, Pak Hakim. Miknya ndak bunyi
karena itu waktu Bulan Puasa juga kita juga setengah teriak-teriak,
supaya didengar agak jauh.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tapi puasa tidak batal, kan?
SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN
Insya Allah masih utuh, Pak Hakim.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN
Terus, data-data itu yang kami terima dari teman -teman itu,

sewajarnya mau saya tanyakan karena data-data dari tim relawan yang
diserahkan ke kami yang menjadi saksi di KPU, itu ada beberapa nama
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688.

689.

690.

691.

692.

693.

694.

695.

696.

yang saya bawa ini ada seribu delapan ratus sekian nama. Dia itu
teridentifikasi di dua tempat, Pak Hakim.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL  AMIN

Di dua tempat. Jadi, dia nyoblosnya contoh di Lakar Santri, tahu-
tahu dia nyoblos atau terdaftar di Mulyorejo, Pak hakim. Nah, awalnya di
situ, sehingga data ini tidak tersampaikan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, saya mau tanya.
SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Inggih, Pak Hakim.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada, enggak data bahwa dia memang nyoblos di dua tempat?
SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Ya. Yang ada di sini, Pak haki

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Karena beginikar ena orang memili h apa
dua ¢é ada terdaftar di tempat | ai

SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN
Ya, Pak.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kemudian memilih di tempat lain, tetapi bukan DPKTB tentunya,
menurut hukumnya, ya.
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697.

698.

699.

700.

701.

702.

703.

704.

705.

706.

SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN
Ya, Pak Hakim.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tapi, memakai model C berapa itu? C berapa? C7?
SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN
Yang A5, Pak Hakim.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
A-5, A-5.

SAKSI DARI PEMOHON: M . RAHMATULLAH AL AMIN

Ya, Pak Hakim. Jadi, sebenarnya ini adalah yang akan kami
sampaikan. Kami ingin menanyakan dulu ke KPU, ternyata hampir sekitar
dua jam kita tarik ulur itu, baru yang namanya Panwas Kota Surabaya itu
menyampai kan unt urcernate dae meneliii uladg yamg
ada di 24 kecamatan. Itu seperti yang ada direkomendasikan di panwas.

Itu, Pak Hakim.
Ter us, mohon i zi n, Pak

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Itu saja tambahannya?

SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN
Ya, Pak Hakim?

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Itu saja, cukup?

SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN
Ada satu lagi, Pak Hakim.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

Ha ki

m

(e)
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707.

708.

7009.

710.

711.

712.

713.

714.

SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Yang ingin kami sampaikan di sini, terkait kami sebenarnya dari
Tim Merah Putih ini sangat kaget, Pak Hakim. Ini ada beberapa hal,
contohnya di Karah itu, teman-teman saksi kami itu dari panwas
merekomendasi untuk 26 TPS itu untuk dilakukan penelitian ataupun
namanya PSU, Pak Hakim. Tapi, setelah ini berjalan, kami tidak berhasil,
walaupun kami tidak memberikan tanda tangan di situ. Yang sangat
menyakitkan kami, kami baca di salah satu media, Pak Hakim bahwa

Wal i kota Surabaya mengatakan kepada

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, jadi, jadi gini é tidak
SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Mohon izin, Pak Hakim (é)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, tidak perlu diterangkan kalau cerita mengenai dari media. Itu
bisa ada yang salah, bisa tidak benar, dan bisa juga sumbernya tidak
benar.
SAKSI DARI PEMO HON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Karena yang dilihat ini adalah Walikota Surabaya ngomong bahwa
Pak, saya ini sudah tidak punya utang bahwa saya menang, ternyata
betul menang di Surabaya, Pak. Saya ini kan saksi yang ada di Surabaya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Oke, cukuplah, ya, cukup.
SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Ya, terima kasih, Pak Hakim.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.
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715.

716.

717.

718.

719.

720.

721.

722.

723.

724.

SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Mohon karena kami juga membahas suara temanteman warga
yang ada di Surabaya, Pak Hakim.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ya.
SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Ini kalau Bu Walikotanya hgomong kayak gini, kami juga mohon
keadilan dari Pak Hakim.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ya, terima kasih, ya.

SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN
Ini terbukti kita kalah di sana.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ya.

SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN
Ini saya punya klipingnya, Pak Hakim.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ya, ya, cukup, cukup.

SAKSI DARI PEMOHON: M.  RAHMATULLAH AL AMIN

Ya, di Karah itu sampai tidak dijalankan. Di (suara tidak terdengar
jelas) Karah itu bisa dicek ke teman-teman panwas atau PPK.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukuplah. Ket er angan Saudara (é)
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725. SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Di situ ada surat keterangan domisil
726. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara, saya sudah ingatkan kepada
727. SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN

Saya enggak bawa, Pak Hakim. Terima kasih, Pak Hakim.
728. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saya ingatkan, kalau saya bilang cukup, cukup. Nanti saya
kel uarkan kalau tidak (é)

729. SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN
Terima kasih, Pak Hakim.

730. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Mengganggu jalannya sidang, ya.

731. SAKSI DARI PEMOHON: M. RAHMATULLAH AL AMIN
Inggih, Pak Hakim.

732. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Baik, jadi kita skorsing dulu untuk Salat Asar sampai dengan
pukul 16.15 WIB, ya.

733. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Majelis Hakim yang Mulia, dari Termohon, dari Termohon. Apakah
nanti kami diperkenankan ( € )

734. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nant i ada, catat saja dulu, akan ¢é ¢

117



735.

736.

737.

738.

739.

740.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Hari ini atau nanti hari Senin jadwalnya?
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Catat saja dulu, kita lihat perkembangan, ya. Baik, sidang
diskorsing sampai pukul 16.20 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 15.43 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 16.29 WIB

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Skorsing sidang saya cabut kembali dan sidang terbuka untuk
umum.

KETUK PALU 1X

Tadi kita selesai mendengar keterangan dari saksi untuk Provinsi
Jawa Timur, terakhir atas nama Rahmatullah. Saya langsung persilakan
saja kepada para pihak untuk bertanya. Kita selesai 1 provinsi, kemudian
nanti dilanjut lagi yang belum.

Pemohon ada pertanyaan untuk Saksinya? Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON:

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau tanya pada Saudara Saksi
Zakaria. Berdiri, Pak Zakaria.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Siap.
KUASA HUKUM PEMOHON:

Saudara Saksi, tadi menerangkan ada surat edaran KPU Kota
Surabaya, salah satu item daripada KPU itu ada tentang keterangan
domisili. Apakah Saudara Saksi pada saat ity dalam Rapat Pleno itu
menanyakan ¢é karena ini kan tidak
Apa pada saat itu keterangan yang dianggap KPU Surabaya tentang
kenapa menggunakan istilah domisili?
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741.

742.

743.

744,

745.

746.

147.

748.

749.

750.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Waktu itu, mohon izin, Yang Mulia, dijawab bahwa itu adalah
dokumen lain, dokumen lain selain KTP dan KK.

KUASA HUKUM PEMO HON:

Siapa yang jawab pada saat itu, komisioner, atau staf, atau?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Komisioner, salah satu komisioner.

KUASA HUKUM PEMOHON:

Masih ingat namanya siapa? Komisioner?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Salah satu komisioner.

KUASA HUKUM PEMOHON:

Ini masih tetap soal Saksi Zakaria. Apakah Saudara tahu atau
setidak-tidaknya mendengar atau dari data Saudara yang Saudara lihat
soal lonjakan DPKTB yang melebihi ambang 2% di TPS yang ada di Kota
Surabaya?Coba!

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Mohon izin, Yang Mulia. Ada, saya sebut saja misalnya, TPS 12
Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, DPKTB=105, kemudian DPT
nya=377.

KUASA HUKUM PEMOHON:

Sebentar, 105 dari?2%-nya ber apa dar.i (é)
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

DPT-nya 377.

KUASA HUKUM PEMOHON:

Kalau 2%, berarti berapa? Lebih berapa? Yang lainnya diam.
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751.

752.

753.

754.

755.

756.

757.

758.

759.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Maksimal 8, 7 atau 8.

KUASA HUKUM PEMOHON:
Coba, silakan, yang lain.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Kemudian, TPS 2 Kelurahan Airlangga, DPKTBiya=118, DPT-
nya=406.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

TPS berapa? Coba ulang!
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

TPS 02 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng.
KUASA HUKUM PEMOHON:

Lanjut!
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

DPKTB=118, DPTFnya=406. Kalau ... mohon izin, kalau 2%, ya
maksimal 8 atau 9. Yang lainnya, saya tidak bisa menyebutkan satu per
satu dan itu sudah (...)

KUASA HUKUM PEMOHON:

Yang Saudara ketahui, jangan tidak ... Saudara sebutkan, enggak
apa-apa. Kita ingin membongkar semua fakta di sini.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Enggak, maksud saya ... oh, sebutkan. Kemudian, TPS 2
Kelurahan Kertajaya, DPKTBnya= 46. TPS 44 Kelurahan Mojo, DPKTB
nya=95. Kemudian, TPS 11 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, DPKTB
nya=89. Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gununganyar TPS 29
DPKTBnya=109. Kemudian, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan
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760.

761.

762.

763.

764.

765.

766.

Gununganyar, DPKTB=67. TPS ... mohon maaf, TPS 18, Kelurahan
Pagesangan, Kecamatan Jambangan, DPKTBiya=54.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, Saudara Pemohon, kalau memang sudah diajukan di sini
datanya, tidak perlu ditanya seluruhnya, jelas itu. Nanti Saudara anu,
hilang waktu sendiri banyak.

KUASA HUKUM PEMOHON:

Minta pertegas saja. Satu lagi, Majelis Yang Mulia. Dari
kekurangan DPKTB yang ambang 2% itu, apakah Saudara tahu di TPS
mana kemudian suara itu mengambil dari mana? Apakah Saudara tahu?
Kekurangan suara yang tadi Saudara sebutkan, surat suara, sori, itu kira-
kira yang Saudara tahu, itu ambil dari TPS mana atau didrop dari KPU
Kota Surabaya atau dari PPK atau dari mana?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Saya tidak punya pengetahuan untuk itu.
KUASA HUKUM PEMOHON:

Oke, terakhir, Yang Mulia. Pertanyaan soal domisili lagi. Untuk
Saksi Muhammad Sholeh, bisa berdiri! Saudara tadi menerangkan, sekali
lagi, soal surat edaran KPU Kota Surabaya. Apakah di Kota Surabaya
dengan istilah domisili itu memerlukan waktu ? Kalau memerlukan waktu,
berapabulan? Mi sal kan dua bul an atau tiga bu

SAKSI DARI PEMOHON: MUH. SHOLEH

Untuk Kota Surabaya, orang bisa mendapatkan keterangan
domisili, itu diatur di dalam Perda Kota Surabaya minimal tinggal enam
bulan dan ini sudah sangat umum. Tetapi, apakah memang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON:

Cukup, cukup! Saya cuma mau tanya itu saja. Terima kasih, Yang
Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Pemohon, cukup, ya. Termohon dulu. Ya,
silakan!
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768.

769.

770.

771.

772.

773.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami mau bertanya kepada
Basuki Babus Salam, Saksi kedua tadi. Saksi mengatakan bahwa di
tingkatan TPS desa, DPKTB belum menjadipersangkaan karena relatif
kecil. Boleh Saksi sampaikan berapa ratarata DPKTB per TPS?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. Dari rekapitulasi yang
masuk melalui tim pendataan kami, memang kalau gambaran ... mohon
izin, kami memegang data. Kalau gambaran secara Jawa Timur agak
sulit untuk menjelaskan. Tetapi, kalau melihat gambaran Kota Surabaya
saja, itu tadi penjelasan kawan-kawan Saksi Surabaya sudah luar biasa.
Tetapi, di sini kami bisa memberikan penjelasan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Langsung saja yang Saudara ketahui karena tadi Saudara
menyebut angkanya relatif kecil. Kecilnya berapa yang Saudara ketahui?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Ya, terima kasih. Kalau asumsi pengembangan yang kami tahu
berdasarkan (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Mohon maaf, jangan asumsi! Yang Anda ketahui.
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Ya, dari data yang kami miliki.

Kalau Bapak menanyakan berapa kirakira, maka ini ada sekali
penjelasan. Pertama, misalkan untuk Kecamatan Wiyung misalkan, itu 1
TPS baru 13. Di TPS ... mohon maaf, yang di TPS 13 baru 9. DIiTPS 14
baru 8. Di TPS 20 di Babatan, Wiyung itu baru 17. Di TPS 21 Babatan,
Wiyung baru 23. Di (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Saudara Saksi.
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775.

776.

777.

778.

779.

780.

781.

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kapan Saudara Saksi mengetahui adanya jumlah DPKTB tersebut?
Apakah pada waktu proses rekapitulasi mulai dari TPS ke PP3 Ataukah
dari PPS ke PPR Ataukah setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Ya, saya kebetulan saksi di tingkat provinsi. Sehingga saya
mengetahui seluruh proses pendataan itu ketika kami melakukan
evaluasi dari hasil rekapitulasi yang berlangsung di tingkat kabupaten
dan kota.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Berarti di tingkat kabupaten/kota. Jadi, pada waktu
rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, PPK,

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Dari rekapitulasi kabupaten/kota, kami mendapat laporan tentang
itu. Jadi, bukan ... bukan kami mengetahui pa da tingkat kabupaten/kota.
Tapi dari hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota, baru kemudian
kami mendapatkan laporan dari kawan-kawan dan kemudian datanya
masuk kepada kami, ada proses jumlah DPKTB yang jumlahnya luar
biasa.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Apakah ada laporan yang Saudara terima, keberatan dari
PPK terkait persoalan DPKTB? Maksud saya, Saksi Pasangan Calon
Nomor Urut 1 yang menyampaikan keberatan pada proses rekapitulasi di
tingkat PPK. Apakah Saudara menerima laporan itu?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Ada.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari PPK mana, bisa disebutkan?
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783.
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785.

786.

787.

788.

789.

790.

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Setidaknya dari Surabaya, jelas. Karena Surabaya (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Saudaratd ak t ahu dar. é dari

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Kami tidak hafal.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

PPK mana?

Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan untuk Saudara

Purwanto.
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Siap, Yang Mulia.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Tadi kalau tidak salah, Saudara menyebutkan TPS 23 Desa

Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, DPTnya=260, apakah betul?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Saya tadi menyebutkan begitu ... begitu.

Betul,

memang

menyebutkan begitu. Dan ternyata setelah kami konfirmasi ke tim data
bahwa 260 itu adalah pemilih dari data DPT. DPT totalnya pengguna

data ... pe ... pengguna ... pemilih pengguna DPT.

Kemudian yang DPTnya ternyata 493. Mohon dikoreksi, Yang

Mulia.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Baik, jadi Saduara koreksi, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Ya, 493.
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797.

798.

799.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Oleh karena itu, pertanyaannya adalah pada waktu tadi Anda
sampaikan datanya, apakah Anda pegang G1 nya ataukah yang Anda
lihat itu merupakan hasil rekapnya atau hasil tabulasi dari tim Anda?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Hasil tabulasi dari tim yang ( é )
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Hasil tabulasi. Jadi, Anda tidak melihat G-1 nya, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

C-1 nya ada, Yang Mulia. Kita punya saksi di TPS 23 itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Majelis Hakim, jika diperkenankan, kami

akan

menyampaikan tanggapan secara langsung dari KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten Kota Surabayg dan Jember yang sudah berada di sini

terhadap beberapa persoalan yang disampaikan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nant i sajal ah ya, di e di
akan banyak, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Baik.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Kalau mau bertanya, boleh, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

bagi an

Baik, kami lanjutkan. Kepada Saksi Purwanto, kalau begitu kita

lanjutkan.

125

a k



800.

801.

802.

803.

804.

805.

806.

807.

808.

809.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Siap.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Saudara kan saksi di tingkat kabupaten, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Siap.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Apakah Saudara pernah mendapat laporan dari saksi di tingkat
PPK yang menyatakan keberatan atas DPKTB ini?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Di tingkat PPK, tidak ada.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak ada. Terima kasih. Selanjutnya, kepada Achmad Zakaria,
saksi di KPU Kota Surabaya. Baik. Apakah pada waktu rekapitulasi di
tingkat TPS dan PPS, apa kegiatan yang Anda lakukan pada waktu itu?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Maksudnya? Kurangjelas pertanyaannya (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Apakah Anda sempat berkeliling ke beberapa TPS, memantau
jalannya rekapitulasi di tingkat TPS atau PPS?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Itu ... tugas saya saksi kota, Pak.
KUASA HUKUM TE RMOHON: ALI NURDIN

Tugas Bapaksaksi kota?
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815.

816.

817.

818.

8109.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Di luar pengetahuan saya untuk menjawab pertanyaan itu.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Apakah pada waktu Bapak menjadi saksi di tingkat
kabupaten, Bapak pernah bertemu dengan saksisaksi dari Pasangan
Nomor Urut 1?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya. Apakah Bapak mendengar laporan dari KPK di Kota Surabaya
tentang adanya keberatan?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Dari PPK mana?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Mohon izin untuk dibuka dulu.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Yang saya tanyakan, waktu itu Anda mendengar langsung?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Ya. Saya mendengar dan saya ambil DA2 nya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik.
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823.

824.

825.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Untuk kemudian, saya tulis lagi di DB-2 di KPU Kota Surabaya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ada berapa kecamatan yang menyampaikan keberatan?
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Sebentar, saya harus bacakan. Yang pertama, Semampir.
Kedua, Tambaksari.

Ketiga, Gununganyar.

Keempat, Wonocolo.

Kelima, Wiyung.

Keenam, Lakarsantri.

Ketujuh, Tugu Pakis.

Kedelapan, Sukolilo.

Kesembilan, Wonokromo.

Kesepuluh, Mulyorejo dengan form DA-2 terlampir.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Boleh disebutkan, keberatannya apa saja?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Sukolilo, DA2.
Instruksi Panwaslu Kota Surabaya untuk memeriksa DPKTB tidak
dil aksanakan ol eh panwascam dan PPK

panwascam di Sukolilo.

Yang kedua, diduga ada kecurangan sistematis terkait DPKTB di
seluruh  kelurahan. Saksi mengajukan keberatan jika proses
penghitungan suara dilanjutkan. Saksi meminta panwascam untuk
merekomendasikan pembukaan kotak suara dan memeriksa daftar
DPKTB, nhamun panwascam menolak.

Kecurangan diduga terjadi di Kelurahan Keputih, TPS 1 sampai
TPS 15, TPS 17 sampai TPS 23, jumlah DPKTB=421.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Saya mau tanya, tadi disebutkan di situ, panwascam
menolak. Apakah Saudara tahu kenapa panwascam menolak?
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827.
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830.

831.

832.

833.

834.

835.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Saya tidak tahu karena di sini tertulis seperti itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI' NURDIN

Tidak tahu. Berikutnya, apakah Saudara memiliki data, siapa yang

menggunakan DPKTB?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Tidak ada.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ti dak ada. Yan

g ke

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Karena ada di dalam kotak.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Bai k. Yang ked

ua,

dua ( é)

apakah

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Saudar a

Oh, sebentar. Pertanyaannya mohon maaf, diulangi. Apakah saya

tahu bahwa?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Apakah Saudaratahu siapa yang menggunakan DPKTB tersebut?

Orang-orangnya dari mana atau apa?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Jadi saya € ti

dak

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Sepengetahuan

Anda

(e)

(€)
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837.

838.

8309.

840.

841.

842.

843.

844.

845.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Sepengetahuan saya, itu ada di dalam kotak. Saya tidak punya
wewenang untuk membuka kotak.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, tidak tahu, tidak tahu.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Yang Kkedua, apakah Saudara tahu orang yang
menggunakan DPKTB tadi memilih siapa?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Tidak tahu.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Tidak tahu?

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, pastilah, pasti kalau itu. Tidak perlu ditanya. Tidak usah
dikomentari! Itu namanya notoire feiten. Pasti orang tidak tahu. Ya, baik.

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Sudah selesai?
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Pihak Terkait? Ada pertanyaan? Ya, silakan.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Saya pertanyaan
kepada Saksi Babus Salam.Baik. Pertanyaan saya terkait dengan rasio
DPKTB di Provinsi Jatim. Saudara ini, saksi rekap di Provinsi Jatim. Betul,
ya? Nah, berapa jumlah suara sah di Provinsi Jatim? Itu dulu.

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Sebentar, mohon izin.
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847.
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849.

850.

851.

852.

853.

854.

855.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI
Jumlah suara sah di Provinsi Jatin®

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Jumlah suara sah?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI
Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Jumlah suara sahada 21.946.401 pemilih.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI
Baik. Berapa jumlah suara tidak sah?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Jumlah suara tidak sah ada 238.006 pemilih.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Oke. Tadi, Saudara menyebutkan jumlah pemilih DPKTB. Berapa
tadi?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh tim kami.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI
Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Dengan dasardasar yang sudah kami sampaikan kepada
penasihat hukum, ada angka 209.000 lebih (...)
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860.

861.

862.

863.

864.

865.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI
Ya, 209.812, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI
Oke. Bagaimana ada di dalam permohonan. Nah, pertanyaan
saya, berapa rasio persentasenya? Berapa jumlah pemilih DPKTB
dibandingkan suara sah?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Saya tidak bisa menghitung rasio persentasenya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI
Itu tinggal dibagi saja antara (...)
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Silakan Bapak bagi, mohon maaf, saya enggak bawa kalkulator.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI
Saudara tidak mendapatkan informasi itu, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Tidak mendapatkan.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI
Ya, persentase dari DPKTB dengan suara sah dan tidak sah.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, hitung sendiri saja.
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867.
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869.

870.

871.

872.

873.

874.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Baik. Yang kedua ... kalau dari hitungan kami, 0,95 di bawah 1%,
Yang Mulia, jadi sangat kecil.

Yang kedua, masih ke Saudara Babus Salam. Sebagai Saksi rekap
tingkat provinsi, tentu Saudara mengetahui atau paling tidak memegang
formulir-formulir DB-1 dari kabupaten-kabupaten?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Betul.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Betul, ya. Nah, dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur,
berapa Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon
Nomor Urut 1?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Saya tidak ingat.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Tidak ingat?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Karena jumlahnya ada 38 kabupaten/kota.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Ya, dari 38 itu yang ... tadi Saudara mengatakan ada yang
ditanda tangan ada yang tidak ditanda tangan, atau saya balik
pertanyaannya, yang lebih kecil jumlahnya. Berapa yang tidak
menandatangani Formulir DB-1 untuk tingkat kabupaten?

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM

Saya tidak ingat pastinya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Tidak ingat?
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876.

877.

878.

879.

880.

881.

SAKSI DARI PEMOHON: A. BASUKI BABUS SALAM
Betul.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI
Baik. Lanjut yang lain.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Masih ada? Ya, satu lagilah, ya, jangan banyakbanyak.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT
Pertanyaan saya kepada Saksi Purwanto, ya.
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Siap.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Tadi Saudara menerangkan bahwa menerima surat atau informasi
yang berisi adanya pelanggaran politik uang oleh penyelenggara.

Pertanyaan saya, apakah Saudara tahu yang dimaksud
penyelenggara itu orangnya siapa? Caranya bagaimana? Dan kapan?
Serta akibatnya apa? Itu saja dulu.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Baik. Detail-detail jawaban atas pertanyaan itu, bisa saya bacakan
dalam pemberitahuan tentang status laporan atau temuan. Saya
bacakan, Yang Mulia.

Bahwa dugaan pelanggaran pemilih (Ramti dan Rumani)
menggunakan hak pilih berdasarkan surat raskin dan juga pindah
memilih dari TPS 4 Desa Kureksari dan ke TPS 2 Desa Kureksari. Tidak
cukup bukti adanya pelanggaran administrasi terkait hal tersebut karena
berdasarkan fakta dan keterangan yang diperoleh Saudara Ramti dan
Rumani pindah memilih berdasar fotokopi KTP, dan yang bersangkutan
adalah warga RT atau RW setempat, dan secara administrasi tidak
melanggar.

Akan tetapi, perlu dilaksanakan Klarifikasi oleh penyelenggara
pemilu, dalam hal ini PPS, PPK, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan
hal ini adalah ... dan hal ini dalam rangka melaksanakan asas
keterbukaan penyelenggara pemilu.
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884.

885.

886.

887.

888.

889.

Kemudian, meminta pimpinan divisi SDM dan organisasi
memberikan pembinaan secara administratif kepada Panwaslu
Kecamatan Waru karena dalam menangani laporan (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Yang Mulia?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Pelanggaran pemilu tidak sesuai petunjuk Pasal 31 per Bawaslu
11/2014.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Pertanyaan saya, berarti Saudara tidak bisa menjawab bahwa
berdasarkan informasi yang Saudara katakan tadi ada surat, pertanyaan
saya itu, yang melakukannya siapa? Dengan cara bagaimana? Kemudian
dampaknya apa? Artinya Saudara tidak bisa menjawab itu? Karena apa
yang Saudara terangkan tidak menjawab pertanyaan saya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tadi yang ditanyakan money politics, apa ada money politics?
Gimana ceritanya?

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Dari laporan perihalnya adalah ini surat yang kami terima,
kemudian kami sampaikan (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Saya serahkan Majelis saja yang menilai, ya.
SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO

Pleno KPUD bahwa ada kasus sepertini. Kemudian, ada konklusi
dari panwaslu, dimana konklusinya adalah tidak ditindaklanjuti ke
penyidik kepolisian karena tidak cukup bukti adanya pelanggaran Pasal
323 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 (...)
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Cukup, cukup.
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891.
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893.
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895.

896.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWANTO
Cukup, terima kasih.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Saya ganti pertanyaan ke Achmad Zakaria, Saksi Achmad Zakaria.
Tadi Saudara menerangkan bahwa ada 136 DPKTB yang terdaftar di 136
TPS di TPS lainnya. Pertanyaan saya, apakah masingmasing orang ini
Saudara bisa menerangkan di persidangan ini, telah menggunakan hak
suaranya dua kali? Misalnya, dia menggunakan KTP di sini, kemudian dia
kembali ke TPS, dimana dia terdaftar sebagai pemilih tetap. Apakah bisa
Saudara terangkan? Apakah seluruh orang ini atau berapa orang, atau
sama sekali Saudara tidak mengetahui?

SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA

Itu saya tanyakan ke KPU Kota untuk melakukan pembukaan
kotak karena itu datanya ada dibuka kotak C-7, membuka kotak untuk
mengambil C-7. Kalau enggak dibuka kotaknya, kalau enggak
diselesaikan sebelum rekap selesai, maka tidak mungkin saya bisa,
siapapun bisa menjawab pertanyaan itu.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Baik, terakhir Pak Sugiyanto [Sic!], Saksi Sugiyanto [Sic!].
Mengatakan ada ancaman dari Wakil Walikota Surabaya kepada panwas.
Pertanyaan saya, apakah Saudara mendengar sendiri dan bentuk
ancamannya seperti apa? Itu saja.

SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO

Terima kasih. Itu di media Jawa Post, kolom metropolis tanggal
16 Juli yang headline-nya PDIP (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT
Oh, berita di Koran?
SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO

Ya.
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898.
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900.
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904.

905.

906.

907.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT
Hanya berita di koran saja?

SAKSI DARI PEMOHON: ARIF INDRIJANTO
Ya, Pak. Betul.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT
Cukup, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tadi sudah ditanyakan, memang ti

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT
Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik, terima kasih, cukup ya. Kita lanjut terus ke Jawa Tengah ya.
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Yang Mulia, Saksi Jatim apa boleh meninggalkan tempat?
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Boleh silakan, sudah selesai ya.
SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD ZAKARIA
Terima kasih.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan. Ya, selamat jalan, hati-hati sampai di Jawa Timur.
Enggak usah singgah di depan, di depan banyak demo lagi itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Majelis, Majelis. Majelis, kami mau mengingatkan tadi kalau tidak
sal ah é kal au kK ami ti dak sal ah,

137

dak

Ma j



908.

909.

910.

911.

912.

913.

914.

915.

memberikan kesempatan kami untuk klarifikasi KPU, KPUD Jawa Timur.

Apakah ini bisa nanti € sekarang ini?

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, KPU Jawa Timur hadir?

KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Y a, KPU

Jawa Ti mur

keterangan darisaksis ak si yang

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Panggil lagi, panggil lagi saksi.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

(e)

unt uk

Tapi ... enggak apa-apa, oke. Coba saya kasih sebentar saja. Kita
untuk mendengar saja ya. Ya, Jawa Timur ada?

KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Ada, ada.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Mau dipanggil, enggak saksinya itu?

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup, Pak, cukup. Enggak usah, cukup. Nanti kita yang menilai

ya. Y a, bi
menerangkan?

ar Majelis

yandg

me n i

TERMOHON: MUHAMMAD ARBAYANTO (KPU JAWA TIMUR)

| ai

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Muhammad Arbayanto dari KPU
Jawa Timur. Terkait dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa

€ bahwa tidak
Sebetulnya KPU Provinsi

ditindaklanjutinya
Jawa Timur telah menindklanjuti

dengan cara yang pertama bahwa kita sudah menyampaikan
rekomendasi Bawaslu tersebut untuk dilaksanakan oleh
kabupaten/kota yang terdiri dari enam kabupaten/kota. Surabaya,

Sidoarj o,

Banyuwangi

(¢é)

KPU
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916.

917.

918.

9109.

920.

921.

922.

923.

924.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, pokoknya enam tadi.

TERMOHON: MUHAMMAD ARBAYANTO (KPU JAWA TIMUR)

Ya, enam.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terus?

TERMOHON: MUHAMMAD ARBAYANTO (KPU JAWA TIMUR)

Nah, kemudian kita juga menindaklanjuti dalam bentuk
pertanyaan juga kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang materi
rekomendasi tersebut yang kurang spesifik.

Jadi TPS, kemudian kecamatan dan desa yang itu kami
memerlukan data tersebut karena berkaitan dengan pencermatan yang
harus dilakukan oleh kabupaten/kota terhadap data-data DPKTB yang
harus dicermati tersebut. Jadi untuk keterangan dari saksi tentang tidak
ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu tersebut, itu tidak benar, Yang
Mulia.

KETUA: HAMD AN ZOELVA

Tapi oleh KPU kabupaten/kota ditindaklanjuti, enggak surat
Saudara?

TERMOHON: MUHAMMAD ARBAYANTO (KPU JAWA TIMUR)
Ya, sudah ditindaklanjuti.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oleh KPU kabupaten/kota?

TERMOHON: MUHAMMAD ARBAYANTO (KPU JAWA TIMUR)
Oleh KPU kabupaten/kota.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa bentuk tindak lanjutnya?
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925. TERMOHON: MUHAMMAD ARBAYANTO (KPU JAWA TIMUR)

Pencer mat an dan apa ¢é kl arifi kasi
seperti KPU Kota Surabaya sebetulnya sudah ada rekomendasi dari
Panwaslu Kota Surabaya sendiri yang materinya sama dengan
rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Nah, itu sudah dilaksanakan.

Cuma memang dalam prosesnya itu berlangsung karena
beriringan dengan rekapitulasi di tingkat provinsi. Jadi rekapitulasi di
tingkat Kota Surabaya itu kan tanggal 16-17 Juli. Kemudian di tingkat
provinsi itu 18-19. Nah, artinya proses itu berlangsung ketika kemudian
di tingkatan provinsi keluar lagi rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa
Timur dengan materi yang sama Yyaitu pencermatan persoalan DPKTB

(€e)
926. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak, pertanyaannya KPU kabupaten  melaksanakan
pencermatan tidak?

927. TERMOHON: MUHAMMAD AR BAYANTO (KPU JAWA TIMUR)
Ya, melaksanakan.
928. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ada laporannya?
929. TERMOHON: MUHAMMAD ARBAYANTO (KPU JAWA TIMUR)
Sudah, sudah ada | aporannya dan ( é)
930. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Laporannya apa?
931. TERMOHON: MUHAMMAD ARBAYANTO (KPU JAWA TIMUR)

Hasilnya sudah ada dan tidak ada sebagaimana yang dituduhkan
tentang persoal an (¢é)

932. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti kita lihat anu, surat-s ur at ( €)
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933.

934.

935.

936.

937.

938.

939.

940.

941.

942.

TERMOHON: MUHAMMAD ARBAYANTO (KPU JAWA TIMUR)

Ya, sudah ada. Termasuk di dalam alat bukti yang kita sampaikan
nanti.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik, nanti kita lihat dokumen tertulisnya. Bawaslu, ada yang bisa
menerangkan Jawa Timur atau secara tertulis saja nanti? Baik, secara
tertulis saja ya. Baik, kita lanjut Jawa Tengah. Riyono.
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Siap, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Alamat di mana?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
RT 03, RW 10, Wonolopo, Mijen, Kota Semarang.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Pada saat pilpres, Saudara sebagai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Saksi KPUprovinsi.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saksi KPU provinsi. Tanggal berapa dilaksanakan rekap tingkat
provinsi?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
18 dan 19 Juli.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara sendiri saja atau dua?
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944,

945.

946.

947.

948.

949.

950.

951.

952.

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Tiga orang.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tiga orang.
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
(Suara tidak terdengar jelas) dua hari, aplusan 2-2.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Gantian, ya? Gentian 22. Pada saat proses itu, ada Saksi
Pasangan Nomor 2?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Ada.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Bawaslu ada?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Ada.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pada saat itu, apakah ada Saudara mengajukan keberatan
menyangkut penyelenggaraan Pilpres di Jawa Tengah?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Ada, Yang Mulia. Yang pertama, kami sampaikan bahwa
permasalahan dominan di KPU Jawa Tengah saat rekapitulasi hasil dari
laporan dan temuan kami di tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
berkaitan dengan jumlah DPKTB yang jumlahnya mencapai 156.850.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

156.85 0 ( €é)
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959.

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
156.850.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
156.8507?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ini di berapa TPS menurut catatan Saudara?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Kalau catatan kami sampai di tingkat TPS terus terang tidak ada,
Yang Mulia. Karena ini adalah rekap di 35 KPU seJawa Tengah.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Dan pada waktu kami menyampaikan terkait dengan keberatan
DPKTB kepada rekap KPU Jawa Tengah kepada anggota dan ketua
dijawab bahwa DPKTB sedang dikumpulkan oleh KPU Kabupaten/Kota
se-Jawa Tengah. Karena pada saat k a mi mi
|l engkap al amat, termasuk pengguna KTP,
bisa ditunjukkan oleh KPU Jawa Tengah pada rekapitulasi d tingkat
provinsi.

Dan, saya juga menggarisbawahi keterangan yang disampaikan
oleh Bawaslu Jawa Tengah, di akhir rekapitulasi menyampaikan bahwa
Bawas tidak memiliki data DPKTB lengkap seluruh Jawa Tengah, 35
kabupaten/kota. Dan itu yang menjadi keberatan kami dan kami juga
tuliskan di form keberatan di Tingkat KPU Jawa Tengah dengan janji dari
KPU Jawa Tengah larena tanggal 19 adalah rekap akhir, mereka
menyampaikan tanggal 21 atau hari Senin rekap KPU pusat, kami juga
hadir, akan diberikan tanggal 21 sore, ya. Ternyata, tanggal 21 sore juga
tidak diberikan oleh KPU Jawa Tengah, ya.

Ini kami sampaikan, sehingga DPKTB yang kami terima itu kami
dapatkan adalah H+5 kalau enggak H+4, mohon maaf, Yang Mulia.

143



960.

961.

962.

963.

964.

965.

966.

967.

968.

Bahwa KPU Jawa Tengah, catatan kami tidak memenuhi janji sesuai
dengan yang ditulis di dalam form kesepakatan pada waktu rekap di
Tingkat KPU Provinsi Jawa Tengabh.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Maksud Saudara, yang Saudara terima di H+4 itu apa?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
DPKTB.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
DPKTB?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
DPKTBseJ awa Tengah (é)
KETUA: HAMDAN ZOELVA
DPKTB maksudnya namanya dan alamat?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Namanya, alamatnya, rincian, beserta dengan jumlahnya di tiap
kabupaten/kota.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dengan TPSnya ada sekalian?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Ada dengan TPS-nga. dengan TPS
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dar i hasi l data yang diberikan ol eh
apa é apa e verifikasi di berapa TPS it
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970.

971.

972.

973.

974.

975.

976.

977.

978.

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Kami mencoba untuk me-sampling, Pak Hakim, karena memang
tidak semuanya, terutama di wilayah saya di Kecamatan Mijen. Kami
temukan ada DPKTB yang pengguna KTP itu bukan warga setempat
karena saya hadir sendiri di TPS saya. Dan saya mengecek di surat
edaranKPUKot a Semarang é mohon maaf, nomor
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang €& tunggu sebentar. Yang Saudar
bukan bertempat tinggal dan berdomisil:

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Sedikit, Yang Muli, lima sampai 10 orang.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ndak, yang menggunakan DPKTB?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Ya, yang menggunakan DPKTB.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi tidak bertempat tinggal di situ?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sembilan sampai 10 orang?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu di berapa TPS?
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979. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Di TPS Mijen. Saya € kalau TPS pers
Pak Hakim.

980. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Pertanyaan saya, di TPSTPS itu kan Saudara ada di situ, apakah
pada saat itu saksi-saksi di TPS itu mengajukan keberatan? Ada orang
yang memilih kok pakai DPKTB, tidak berdomisili di situ?
981. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Yang Mulia, kami sampaikan. Ini se-Jawa Tengah kami sampaikan
bahwa keberatan di tingkat TPS, itu memang hanya ada beberapa.
Mungkin nanti ada kami bawa karena kami bawa saksi di tingkat KPU
dan di tingkat TPS. Sehingga, terus terang kami tidak bisa
menyampaikan secara rinci pelanggaran atau pun pengaduan keberatan
di tingkat TPS, kami temukan di tingkat kabupaten/kota. Dan ini juga
sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman kabupaten/kota untuk tidak
menandatangani terkait dengan per masal &
982. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dar i j uml ah €& 56@Q@0rini, yapgutendamydak dilKPU
kabupaten/kota apa?

983. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Yang pertama, kami sampaikan adalah di Kota Semarang, itu ada
26.246 DPKTB.

984. KETUA: HAMDAN ZOELVA

26.2467?
985. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Ya. Kemudian di Brebes itu ada 10.792.
986. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.
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987.

988.

9809.

990.

991.

992.

993.

994.

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Kemudian di Tegal ada 11.642, di Pemalang=9.252, di Sukoharjo
ada 7.542, di Cilacap ada 7.647, yang mungkin mohon maaf, Yang Mulia.
Selisih 1 atau 2 mungkin hasil rekapitulasi kami, tidak jauh berbeda yang
seperti yang tadi saya sebutkan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Apakah Saudara melapor secara resmi kepada Bawaslu
mengenai ini?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Bawaslu kalau é | aporan Kkami
terjadi laporan teman-teman pada waktu rekap di kabupaten dan di
provinsi memang karena janji dari KPU adalah menyediakan data,
sehingga kami memang terus terang tidak sampaikan. Karena ada kerja
sama kami minta dan mereka siap untuk memberikan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi pada saat Saudara, pada saat selesai rekapitulasi tingkat
provinsi, Saudara sudah tanda tangan hasil rekap?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Sudah tanda tangan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah tanda tangan. Di situ tidak membuat keberatan?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Saya catat di form di C-2, keberatan, yang pertama tadi masalah
DPKTB, sudah kami sampaikan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah, ya? Apakah pada tingkat KPU kabupaten/kota dipersoalkan
juga mengenai DPKTB?
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995. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Dipersoalkan, Yang Mulia. Saya sebutkan KPU Kota Semarang
nant i mungkin ada jadwal (é)

996. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya.
997. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Setelah ini. Kemudian KPU Jepara, KPU Demak, KPU Kabupaten
Pekalongan. Kami mohon maaf, ini Kabupaten Pekalongan saksinyatidak
ada. Kemudian KPU 4 e 4 é 4 KPU.

998. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ok. Dari yang Saudara tahu dari KPU kabupaten/kota ini, apa
respons Saudara terhadap keberatan itu, sepanjang yang Saudara tahu?

999. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Yang kami tahu berdasarakan rekap di tingkat provinsi, karena
rekap di tingkat provinsi yang membacakan dan menyampaikan
pertanyaan dari Saksi Nomor 1 adalah KPU kabupaten/kota, mereka
menyampaikan rata-rata jawabannya sama. Bahwa akan diberikan
setelah rekapitulasi dan diizinkan membuka kotak suara.

1000. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Okel ah, ya. Cukup dulu ya? Ya bai k (
1001. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Ada tambahan lagi, Pak Hakim Yang Mulia. Tadi terkait masalah
DPKé DPKTB.

Yang kedua, kami sampaikan terus terang masih mengganjal di
kami, di saksi provinsi dan untuk kami tuangkan juga dalam di C-2, yaitu
terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Bupati
Purbalingga yang sudah masuk ke ranah hukum, dan teman-teman di
Bawaslu provinsi, kami komunikasi aktif sudah masuk ke tingkat pusat
juga sama.

I ni yang mereka €& kami menyampai kan
terhadap kepala desa di rumah dinas, yang ini jelas melakukan salah
satu pelanggaran.
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1002.

1003.

1004.

1005.

1006.

1007.

1008.

1009.

1010.

1011.

Itu yang perlu kami sampaikan, dan kami ketahui, kami diskusikan
di tingkat rekapitul asi (é)

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu informasi dari mana itu?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Dari hasil rekapitulasi di tingkat provinsi, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak i nf or mas i bahwa ( é&)
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Dar i Bawasé dari Bawas (.. .)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari Bawaslu?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Bawas, kami sudah serahkan bukti rekamannya, sudah kami
serahkan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa Saudara tahu apa rekomendasi Bawaslu terhadap kasus itu?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Ditindaklanjuti untuk diadukan ke Tim Gakkumdu di tingkat
kabupaten/kota sudah, ke polres sudah, ke kejaksaan sudah, tapi sampai
hari ini kami belum mendengar.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, baik.

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Apa keputusannya.
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1012.

1013.

1014.

1015.

1016.

1017.

1018.

1019.

1020.

1021.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tapi sudah sampai kejaksaan, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Sudah sampai.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik, ya? Cukup, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, terima kasih. Masih ada Pak Patrialis Akba?
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Saudara Saksi, ini untuk validitas angka-angka, ya? Saudara
sebagai saksi di tingkat provinsi tentu, memiliki data yang akurat, kita
akan mencoba cek mengambil cek tentang data ini. DPT itu berapa
seluruhnya?
SAKSI DARI PE MOHON: RIYONO
27.385.217
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
27.385.2177
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
27.385.217.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

27.385.217. Yang menggunakan hak pilih berapa?
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1022.

1023.

1024.

1025.

1026.

1027.

1028.

1029.

1030.

1031.

1032.

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Yang menggunakan hak pilih=19.456.408.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Suara sah?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Suara sah=19.445.263.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Suara tidak sah?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
19.668.436.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tidak sah?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Mohon maaf, Yang Mulia. Jumlah suara tidak sah=223.173.

Mohon maaf.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang mempergunakan DPKTB?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Yang menggunakan DPKTB=156.850.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
156.850, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Betul, Yang Mulia.
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1033.

1034.

1035.

1036.

1037.

1038.

1039.

1040.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Dari DPT=27.385.217, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya €& vya, cukupkTerpna kasih.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Silakan, Pak. Wahid?
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saudara Saksi Hariyono? Disebutkan tadi bahwa pengguna DPKTB
ini =156.850, di 35 kabupaten/kota se -Jawa Tengah?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di dalam laporan atau di permohonan yang disampaikan oleh
Pemohon ini, yang disebut bermasalah itu hanya 16 kabupaten/kota,
hanya 16 kabupaten/kota, jadi ini apa tambahan dari Saudara atau ada
rinciannya? Jadi di buku Pemohon ini, mulai dari halaman 123 sampai
dengan 132 itu hanya memuat permasalahan di 16 kabupaten/kota,
apakah ini é supaya untuk akurasi.

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Kalau yang tadi saya sampaikan itu rekap di 35 kabupaten/kota
se-Jawa Tengah dan penilaian sepenuhnya kami serahkan kepada Tim

Kuasa Hukum berkaitan dengan 16 kabupaten/kota yang berkaitan
dengan masalah DPKTB. Seperti itu, Yang Mulia.
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1041. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya. Terus yang kedua, dalam permohonan ini, di Kota Semarang
tidak ditemukan permasalahan yang terkait dengan DPKTB ini tidak ada
masalah?
1042. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Kal au di Kota Semarang ( €é)
1043. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Kabupaten Semarang tidak ada masalah?
1044. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Di mana, Yang Mulia?
1045. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Di Kabupaten (é)
1046. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Kabupaten Semarang ( é)
1047. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Yang ada di kota Semarang. Mana yang benar ini?
1048. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Kota Semarang, Yang Mulia.
1049. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Tadi Kabupaten Semarang.

1050. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Kota. Kami menyebut yang paling banyak kota, 26.000 lebih,
Yang Mulia.
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1051. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, baik. Terima kasih.
1052. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, cukup dulu ya. Ganti yang lain.
1053. SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO
Terima kasih, Yang Mulia.
1054. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Terima kasih. Julisa Ramadhan.
1055. SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Ya.
1056. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Alamat Saudara di mana, tempat tinggal?
1057. SAKSI DARI PEMOH ON: JULISA RAMADHAN

Di Tembalang Regency Blok D3 Kelurahan Bulusan, Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang.

1058. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Pada saat pilpres sebagai apa?
1059. SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Saya sebagai saksi KPUD Kota Semarang.
1060. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Saksi di Kota Semarang?
1061. SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Ya, betul.
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1062.

1063.

1064.

1065.

1066.

1067.

1068.

1069.

1070.

1071.

1072.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tanggal berapa rekap di Kota Semarang?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Tanggal 16 Juli 2014.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
16 Juli?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Sendiri, Saudara?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Berdua.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Berdua.
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Sama supporting datanya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Saudara ikut dari awal sampai akhir, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Ya, betul.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Dari awal sampai akhir. Apa ada Saudara mengajukan keberatan

atau protes secara lisan atau tertulis pada saat rekapitulasi di Kota
Semarang?
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1073.

1074.

1075.

1076.

1077.

1078.

1079.

1080.

1081.

SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Ada, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Mengenai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Secara tertulis kami sampaikan, yang pertama mengenai DPKTB.
Jadi tadi sudah disampaikan di saksi provinsi bahwa di Kota Semarang
terdapat dua €é sejumlah 26. 000 sekian t
sampaikan, itu akumulasi dari semua TPS yang ada di Kota Semarang.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Berapa TPS é seluruh TPS di Kot a Ser
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
2.996 TPS.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
2.9967?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
2.996 TPS.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

2.996, ya. Ya. Pada saat Saudara mempersoalkan itu, apa respons
dari KPU?

SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Kami sempat berdebat dan cukup memakan waktu, waktu itu.
Pertama, persoalan DPKTB ini sudah kami masalahkan sejak di PPK. Jadi
sebelum rekapitulasi PPK, kita sudah mendapatkan data bahwa di
kecamatan-kecamatan itu mempunyai angka yang besar DPKTBDPKTB
tersebut.
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1082.

1083.

1084.

1085.

1086.

1087.

1088.

1089.

Ol eh karena itu, kita sampai kan kep
kami briefing, saya sebagai koordinator di kota, saya briefing ke saksi-
saksi kecamatan untuk mempertanyakan ini di tingkat kecamatan, nanti
ketika rekapitulasi kecamatan pada tanggal 14 Juli.

Nah, pada waktu itu ada tiga kecamatan yang sudah
mempersoalkan itu dan menolak menandatanganinya Berita Acara
karena menemukan bahwa DPKTBDPKTB tersebut tidak sesuai dengan
prosedur dalam penggunaannya. Jadi pemilinpemilih yang seharusnya
menggunakan DPKTB itu KTP setempat, domisilinya RT/RW-nya sesuai
dengan TPS setempat, tetapi ternyata dari data yang didapatkan tidak
pada ény&tfaR pada lokasi itu.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara lapor kepada panwas tidak, panwaslu kabupaten?
SAKSI D ARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Lapor kepada ... yang tadi yang PPK?
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, yang tadi.

SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Yang PPK tadi lapor.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ndak. Yang kabupaten, di kabupaten?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Oh, yang kabupaten é kota. Maaf, kot
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, di kota.

SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Kota ya, Majelis Hakim. Yang kota kita lapor, kita diskusi waktu
itu. Kan ada panwas juga, panwas kota.
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1090.

1091.

1092.

1093.

1094.

1095.

1096.

1097.

1098.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa rekomendasi dari panwas?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Panwas tidak mengeluarkan rekomendasi apaapa, hanya
mengomentari bahwa DPKTB ini, dia menyebutkan ini adalah persoalan
penggunaan hak pilih ya, menjadi persoalan nasional dan seterusnya
saya tidak begitu hafal persis. Tapi tidak ada rekomendasi yang
dikeluarkan Panwas Kota Semarang.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Untuk tingkat PPK, apakah lapor juga ke panwascam?

SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Ya. Karena itu muncul ketika di rekapitulasi, panwascam juga ikut
ada di situ dan tidak mengeluarkan rekomendasi.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada rekomendasi apaapa. Pada saat itu permintaan
Saudara karena ada masalah DPKTB ini apa terhadap KPU? Apakah
untuk membuka kotak suara atau ( é )
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Ya, k ami memi nta kepada ¢é apa
memastikan data-data itu sesuai dengan prosedur atau tidak? Jadi
DPKTB yang besar itu kita minta dibuktikan, orang-orangnya ini sesuai
dengan prosedur, enggak dalam menggunakan hak pilihnya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sampai terakhir apakah dijelaskan oleh KPU?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Tidak.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak. Oke. Cukup ya, atau ada hal yang lain? Cukup?
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1099.

1100.

1101.

1102.

1103.

1104.

1105.

1106.

SAKSI DARI PEMOHON: JULISA' RAMADHAN

Ada, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami juga mempertanyakan dan
mempersoalkan kepada KPUD kota tentang pencoblosan yang dilakukan
di rumah sakit.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em.
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Jadi aturannya tidak ada TPS rumah sakit. Rumah sakit itu
dilakukan pemilihannya dengan mengambil atau menggunakan TPSTPS
terdekat. Nah, yang kami persoalkan adalah pada waktu itu KUPD Kota
Semarang tidak memberikan penjelasan kepada kami, Tim Prabowec
Hatta ini, di mana saja TPSTPS yang akan dilibatkan nanti di rumah
sakit tersebut, TPS berapa saja. Sehingga pada waktu pencoblosan di
rumah sakit, kami tidak bisa memberikan saksi karena saksi itu adalah
saksi TPS ya, karena saksi itu adalah saksi TPS.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu di berapa rumah sakit itu?

SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Di Kota Semarang ada ... saya datanya kurang jelas, tapi ada
kurang-lebih 4 atau 5 rumah sakit.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Maksudnya apakah di rumah sakit itu dibuka TPS atau tidak?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Tidak.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak, tapi kan tetap mempergunakan TPS di sekitar rumah sakit?
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1107.

1108.

1109.

1110.

1111,

1112.

1113.

1114.

1115.

1116.

SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Betul, Yang Mulia. Tetapi persoalannya bagi kami, saksi ini kan
tidak bisa diajak ke rumah sakit karena di TPS itu juga tetap berlangsung
pemilihan. Sehingga kan untuk mengawasi yang di rumah sakit kan tidak
bisa secara maksimal.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Yalah ya. Berapa DPTnya di Kota Semarang itu?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
1.161.687, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
1.161.687. Yang menggunakan hak pilih berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
92.941.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Suara sah?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
916.785.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
916.785. Jadi, DPKTB itu 26.000 ya?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
26.246.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

26.2467
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1117. SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
26.246.

1118. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, cukup. Pak Patrialis, silakan.

1119. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Saudara Saksi Julisa, ya?

1120. SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Ya, Yang Mulia.

1121. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Mengenai laporan ke panwas tadi, apakah itu tertulis yang dari
PPK?

1122. SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Tidak, Yang Mulia.
1123. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi, lisan pada waktu pelaksanaan rekapitulasi ya?
1124. SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Ya, betul.
1125. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Mengenai pencoblosan di rumah sakit, bisakah Saudara
menyebutkan satu atau dua saja rumah sakitnya sebagai contoh?

1126. SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Elisabeth.
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1127.

1128.

1129.

1130.

1131.

1132.

1133.

1134.

1135.

1136.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Elisabeth ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung
perolehan atau rekapitulasi ... penghitungan jumlah suara setelah
dilakukan pemilihan? Apakah itu dilakukan di TPS terdekat seperti yang
Saudara katakan tadi atau dibuka sendiri?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Yang mana, Yang Mulia, yang rumah sakit?
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKB AR

Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Di TPS. Jadi dibawa ke rumah sakit, kemudian dibawa ke TPS lagi.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, pembukaan kotak surat suaranya tetap dilakukan di TPS?
SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN

Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Betul ya. Di dua rumah sakit itu siapa yang menang? RSUD dan
Elisabeth?

SAKSI DARI PEMOHON: JULISA RAMADHAN
Pasangan Nomor Urut 2.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Keduaduanya?

SAKSI DARI PEMOHON: JU LISA RAMADHAN

Ya.
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1137. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, cukup.
1138. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukup ya, Saudara. Terima kasih. Saudara Riyono ya ... Julisa
ya, Julisa Ramadhan. Selanjutnya, Saudara Yudi Winoto. Silakan, Pak.

1139. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Yudi Winoto?
1140. SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Ya, Yang Mulia.
1141. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Alamatnya di Tegalombo, Kalijambe ya, Sragen?
1142. SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Ya, Yang Mulia.
1143. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saudara pada waktu pilpres kemarin jadi apa?
1144. SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Saksi tingkat TPS, Yang Mulia.
1145. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saksi di TPS?
1146. SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Ya.
1147. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPSmana?
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1148.

1149.

1150.

1151.

1152.

1153.

1154.

1155.

1156.

1157.

1158.

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

TPS 02 Dukuh Tegalmulyo Desa Tegalombo, Kalijjambe, Sragen.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Berapa DPT di situ?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Yang Mulia, saya mau buka.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan buka, tidak ujian, jadi boleh membuka.
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
274.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
2747
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Yang menggunakan hak pilin?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Yang menggunakan hak pilih=204.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
204. Berarti yang tidak menggunakan 70?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Kurang-lebihnya segitu, Yang Mulia.
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1159.

1160.

1161.

1162.

1163.

1164.

1165.

1166.

1167.

1168.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, pasti toh, kok kurang-lebih lagi.
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Pasti.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pasti. Jadi, bisa menghitung apa, enggak itu Saudara? Baik,
ada masalah apa yang akan Anda sampaikan?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Saya di situ waktu jadi saksi di tingkat TPS, itu saya melihat ada
dua orang yang melakukan pencoblosan di dua TPS berbeda, Yang
Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jadi, menyaksikan dua orang mencoblos dua kali?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Satunya nyoblos di TPS mana?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Itu DPT aslinya di TPS 1.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, jadi dia sebetulnya DPT-nya di TPS 1?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Ya. Terus (...)
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1169.

1170.

1171.

1172.

1173.

1174.

1175.

1176.

1177.

1178

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dia juga mencoblos di TPS 2?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Di TPS 2.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pasti itu?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Untuk yang di TPS 2 pasti, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Di TPS 17?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Pasti.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pastinya apakah Saudara melihat pada waktu mencoblos di TPS 2,
itu yang dua orang ini sudah ada tanda di jarinya?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Itu kemungkinan saya melihatnya itu enggak ... mereka enggak ...
kalau di TPS 1 ada yang menyelupkan ke tinta, ada yang tidak, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, yang di mana yang TPS mana yang tidak menyelupkan
jarinya di tinta itu?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

TPS 1, Yang Mulia.
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1179.

1180.

1181.

1182.

1183.

1184.

1185.

1186.

1187.

1188.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kok bisa begitu? Ada protes enggak dari Saksi Pihak Pasangan

Nomor 17?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Tidak tahu, Yang Mul i a.
TPS 2.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena saya

He em, kemudian yang berikutnya. Saudara pada waktu

mencoblos di TPS 2, Saudara protes enggak? Tidak?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Waktu (¢é)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak tahu?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Gimana, Yang Mulia, istilahnya?
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, dia itu, dua orang
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

TPS 1, ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menurut Saudara, dia sudah mencoblos di TPS1?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Ya.

n

terdaft
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1189.

1190.

1191.

1192.

1193.

1194,

1195.

1196.

1197.

1198.

1199.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kemudian dia datang ke TPS 2?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Mencoblos lagi?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Saudara protes, enggak?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Protes, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dimasukkan dalam Berita Acara? Protes?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ada, saya membuat surat keberatan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus apa keberatan itu, bagaimana? Ditindaklanjuti,
mencoblos lagi atau tidak?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ditindaklanjuti sama PPL, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

boleh
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1200.

1201.

1202.

1203.

1204.

1205.

1206.

1207.

1208.

1209.

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Dibuat surat.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Akhirnya juga mencoblos di situ? Dihitung juga, enggak di TPS 2?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Dihitung, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, terus setelah itu, PPL itu melanjutkan rekomendasinya itu
atau enggak?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Melanjutkan, membuat surat yang ditulis tangan itu, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, apakah kemudian ditindaklanjuti pada waktu
rekapitulasi di PPS?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Untuk di tingkat PPS, saya tidak tahu, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak tahu. Jadi, Saudara menyaksikan. Kemudian, dua orang ini
tetap direkap atau dihitung, di TP S 2 juga dihitung?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tapi yang di TPS 1, apakah dia mencoblos betul atau tidak?
Saudara tidak tahu ya?
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1210.

1211.

1212.

1213.

1214.

1215.

1216.

1217.

1218.

1219.

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi Anda melihat, lho ini terdaftar di DPT di TPS 1, tapi kok

mencoblos di sini? Gitu ya?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada yang lain?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Kalau di TPS 1,ada undangannya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi undangan tidak menggunakan undangan, juga bisa kan?
Tapi kan Saudara tidak tahu persis kalau dia nyoblos di TPS 1. Ataukah
ada laporan dari setelah selesai saksi di TPS 1, Saksi dari Mmor 1 juga

ngomong kepada Anda, #dLho
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Ya, ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Yudi Wirmto, ya.
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Ya, Yang Mulia.

i tu

t adi
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1220.

1221.

1222.

1223.

1224.

1225.

1226.

1227.

1228.

1229.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya ingin mengingatkan dan minta ketegasan dari Saudara.
Saudara tadi sudah disumpabh.

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Akan menerangkan yang sebenarnya, Saudara kan Saksi di TPS
2?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sejak pukul berapa Saudara ada di TPS 2 sampai jam berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Setelah itu,
sampai penghitungan surat suara.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Jarak antara TPS 2 dengan TPS 1 berapa jauh?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Kurang-lebihnya 500 meter, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

500 meter. Saudara pernah jalan-jalan ke TPS 1?7 Pada saat
bertugas di TPS 2?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Pernah, Yang Mulia, saya menggunakan hak suara saya di TPS 1.
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1230.

1231.

1232.

1233.

1234.

1235.

1236.

1237.

1238.

1239.

1240.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara mencoblos di TPS 1, tapi bertugas di TPS 27?
SAKSI DARI PEMOH ON: YUDI WINOTO

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pada saat Saudara mencoblos di TPS 1 itulah, Saudara melihat
dua orang itu mencoblos di sana? Saudara lihat atau tidak melihat? Saya
minta Saudara jujur, Saudara sudah disumpah! Saudara lihat?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Tidak, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Yang Mulia Bapak Patrialis, silakan.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara Yudi, ingat nama-nama yang dua orang itu?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Yang melakukan atau undangan yang digunakan, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Dua orang yang mencoblos di dua kali itu, siapa saja namanya?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Nanto dan Mulyadi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara kenal betul?
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1241. SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Itu tetangga, Yang Mulia.
1242. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tetangga. Apa Saudara pernah konfirmasi ke yang bersangkutan
kenapa milih dua kali?

1243. SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Enggak, Yang Mulia.

1244. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Enggak, ya?

1245. SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Enggak, Yang Mulia.

1246. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saya ingin meyakinkan lagi, itu mencoblosnya di TPS mana yang
duluan?

1247. SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Di TPS 1 duluan, Yang Mulia.
1248. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Di TPS 1, di tempat Saudara tugas di TPS 2?
1249. SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya, Yang Mulia.
1250. HAKIM ANGGOTA: PATRI ALIS AKBAR

Pertanyaannya, jam berapa 1itu
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1251.

1252.

1253.

1254.

1255.

1256.

1257.

1258.

1259.

1260.

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Kalau jamnya saya kurang tahu, Yang Mulia. Karena saya
bertugas di TPS 1 é TPS 2.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
TPS 2. Jam berapa Saudaramencoblos di TPS 1?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Kurang-lebihnya jam 08.30 WIB, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jam 08.30 WIB. Kalau begitu, Saudara sudah bisa memastikan
bahwa Saudara ketemu pukul 08.30 WIB dong? Betul apa enggak?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Enggak lihat saya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Enggak lihat. Ya cukup.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saya tegaskan kembali, di keberatan terhadap dua orang itu,
dilakukan di TPS 2 atau di TPS 1?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Yang saya masukkan di keberatannya itu di TPS 2, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS 2, baik. Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup ya?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO

Saya membuat surat rekomendasi dari PPL itu.
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1261.

1262.

1263.

1264.

1265.

1266.

1267.

1268.

1269.

1270.

1271.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang membuat rekomendasi PPL, kok saya membuat rekomendasi
dari PPL?

SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Maaf, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, yang jelas. Ini direkam, nanti kalau salah, kan kacau nanti.
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, jadi yang membuat rekomendasi PPL?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Setelah Anda melaporkan keberatan?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya melaporkan keberatan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik, cukup ya?
SAKSI DARI PEMOHON: YUDI WINOTO
Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, yang berikutnya Rudi Wahyono.
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1272.

1273.

1274.

1275.

1276.

1277.

1278.

1279.

1280.

1281.

1282.

SAKSI DARI PEMOHON: RUDI WAHYONO

Saya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Alamatnya Rudi Wahyono?
SAKSI DARI PEMOHON: RUDI WAHYONO

Sido Mulyo, RT 53, RW 15 Sragen Wetan, Sragen.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sragen. Pada waktu pilpres, Saudara Rudi sebagai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: RUDI WAHYONO

Saksi tingkat kabupaten.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saksi di tingkat kabupaten. Apa yang akan Anda sampaikan?
SAKSI DARI PEMOHON: RUDI WAHYONO

Saya cuma menindaklanjuti dari laporan TPS 2 Tegalombo yang
disampaikan Mas Yudi tadi.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, jadi ini diteruskan sampai ke tingkat kabupaten?
SAKSI DARI PEMOHON: RUDI WAHYONO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Gimana ceritanya?
SAKSI DARI PEMOHON: RUDI WAHYONO

Sebenarnya, Mas Yudi ini sudah menuliskan nota keberatan di G2
dan ditandatangani bersama oleh PPL dan KPPS.
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1283.

1284.

1285.

1286.

1287.

1288.

1289.

1290.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: RUDI WAHYONO

Nota keberatannya disampaikan berkenaan dengan ada coblosan
dobel, kemudian gugatannya berkenaan pertama, untuk pemilih ... apa
... pemungutan suara ulang.

Yang kedua, anggota KPPS yang bersangkutan, itu dinonaktifkan.
Karena tertulis di situ kalau saya bacakan itu bahwa yang salah satu
yang mencobloskan itu ... ya, gitu ya ... yang mencoblos itu dari salah
satu anggota KPPS TPS 2 dan itu sudah dinonaktifkan satu hari setelah

tanggal 10 dan itu sudah diproses secara hukum di tingkat ... secara
hukum sudah berjalan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, secara pidana?
SAKSI DARI PEMOHON: RUDI WAHYONO

Sudah, sudah berjalan semuanya. Kemudian setingkat kabupaten,
saya menyampaikan keberatan karena panwaslu juga mengetahui, PPL
sudah mengetahui dan kita meminta untuk pemungutan suara ulang,
tapi tidak pernah dilakukan pemungutan suara ulang.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi tidak ada rekomendasi untuk PSU, ya? Baik, apa lagi?
SAKSI DARI PEMOHON: RUDI WAHYONO

Cukup.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Ada yang lain, Yang Mulia? Cukup, ya?
Kita teruskan dengan Saksi Nomor 5 Amir Darminto, S.H.

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Maaf, Yang Mulia. Darmanto, Pak.
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1291.

1292.

1293.

1294.

1295.

1296.

1297.

1298.

1299.

1300.

1301.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Amir Darmanto, S.H?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DAR  MANTO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik. Saudara Amir, alamatnya di mana?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Di Pucang Permai XVI No 12, RT 04 RW 22, Batursari, Manggen,
Demak.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Saudara Anggota DPRD KabupaterDemak, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dari partai?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
PKS.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
PKS, baik. Pada waktu pilpres, Saudara sebagai apa?
SAKSI DARI PEMO HON: AMIR DARMANTO
Pilpres, saksi di tingkat provinsi.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saksi tingkat provinsi, sama dengan Saudara siapa tadi?
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1302.

1303.

1304.

1305.

1306.

1307.

1308.

1309.

1310.

1311.

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Pak Riyono.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Riyono, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Keterangannya sama yang Saudara Riyono sampaikan itu?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Kalau tingkat provinsi, sama.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama, ya. Terus apa lagi?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Yang akan kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa kebetulan waktu
itu, kami dapat untuk pencoblosan di TPS dekat rumah kami, kami
temukan beberapa teman-teman saksi di TPS (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi anu ... Saudara saksi di provinsi, tapi sekarang akan
menjelaskan di TPS di mana Saudara mencoblos?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Tinggal, ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Saudara sebagai warga negara mencoblos di TPS mana?
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1312. SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DAR MANTO
TPS 21.

1313. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
21 (...)

1314. SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Depan rumah, Pak (...)

1315. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kelurahan?

1316. SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Batursari.

1317. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Batursari, di depan rumah, ya?

1318. SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Ya.

1319. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Apa yang akan Anda sampaikan?

1320. SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Ada sesuatu yang menarik dari beberapa TPS bahwa desa kami

itu penduduknya hampir 26.000, jadi pemilihnya itu 22 ... DPT-nya
22.000 sekian.

1321. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Enggak, ini di ... masa di TPS 22.0007?

1322. SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Anu ... oh, enggak, ini jumlah pemilih di desa. TPS-nya 300-an.
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1323.

1324.

1325.

1326.

1327.

1328.

1329.

1330.

1331.

1332.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Enggak, ini ceritanya di TPS Anda saja.
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Oh, ndak. TPS saya tidak ada masalah.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh.
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
TPS sebelah yang 500 (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah ini akan ... yang Anda sampaikan itu Anda lihat sendiri, atau
dengar sendiri, atau cerita dari orang lain?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Di TPS yang jarak satu rumah kami, TPS 1 itu 500 meter, itu kami
lihat sendiri ada (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Di TPS mana yang Anda lihat sendiri itu?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
TPS 109.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
TPS 19, tapi Anda mencoblos di TPS 217
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Ya.
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1333.

1334.

1335.

1336.

1337.

1338.

1339.

1340.

1341.

1342.

1343.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Setelah selesai mencoblos di TPS 21 (...)

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Kami (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Anda ke TPS 19?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Ya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jam berapa Anda ke situ?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DA RMANTO
Itu siang.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Siang, jam berapa kira-kira?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Sekitar jam 12.00 WIB.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jam 12.00 WIB. Sampai jam berapa Anda di situ?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Sampai jam 13.00 WIB.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sampai jam 13.00 WIB. Apa yang Anda lihat atau Anda dengar?
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1344.

1345.

1346.

1347.

1348.

1349.

1350.

1351.

1352.

1353.

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Gini, Yang Mulia. Bahwa ada laporan bahwa (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Laporan, siapa yang melaporkan?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Dari teman-t e man s aksi TPS, kebetul an

melakukan koordinasi. Jadi, di TPSTPS itu kita temukan surat suara
yang tanpa tanda tangan KPPS yang masuk ke kotak suara dan
ditemukan waktu penghitungan suara itu, beberapa kertas suara itu
yang tanpa tanda tangan KPPS.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini laporan atau Anda juga menyaksikan sendiri ada surat suara
yang tidak ditandatangani?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Yang kami lihat yang di TPS 19, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Ada.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Berapa surat suara yang tidak ditandatangani KPPSnya?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Yang di TPS 19 itu ada satu.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Satu (...)

183

t

u



1354.

1355.

1356.

1357.

1358.

1359.

1360.

1361.

1362.

1363.

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Ya(...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Suara, mungkin lupa ini, ya, kelewatan.
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Itu bertambah ... jumlahnya tambah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tambahnya gimana?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Dari 200 berapa pemilih, jadi tambah satu.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, begitu?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Jadi terus karena ribut, saksi
kondisikan untuk jangan ribut, kita panggil ke PPL, terus pihak yang
berwajib untuk bisa mengawal kotak suara biar sampai ke tempat dan
teman-teman bisa membubarkan diri.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi gitu, ya? Jadi yang tidak ditandatangani itu satu atau
berapa tadi?
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1364.

1365.

1366.

1367.

1368.

1369.

1370.

1371.

1372.

1373.

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Ada beberapa TPS, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ada beberapa TPS.Di TPS mana saja? Kalau di TPS Anda,

Anda temukan juga enggak? Lihat enggak?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Enggak ada.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi ada beberapa TPS yang kartu suaranya atau surat suaranya

tidak ditandatangani KPPSnya?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Ya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, itu ditemukan di TPS 19 yang menurut Anda satu?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Satu.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ada beberapa, di mana saja itu adanya?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Ada €é saya enggak

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

haf al

YYATPS. Mul i a.

10 sampai 11 TPS, tapi yang 10 dan 11 itu tidak Anda saksikan

sendiri ya?

185



1374.

1375.

1376.

1377.

1378.

1379.

1380.

1381.

1382.

1383.

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Tidak.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi yang Anda lihat hanya di TPS 19 itu, ya? Saya kira cukup, ya.

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Ada lagi yang kami sampaikan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Apa?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR  DARMANTO

Yang kedua. Bahwa DPKTB di tempat kami karena penduduknya
banyak, di desa dengan jumlah pemilih 18.000 itu, ada beberapa TPS,

hampir 14 TPS i1tu kita temukan
ada 4 (é)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini lapor an saksi ya?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Saksi.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jadi Anda melaporkan pandangan mata kepada kita?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Tapi kita tindak lanjuti di laporan kabupaten.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, begitu?

pemil iFh
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1384.

1385.

1386.

1387.

1388.

1389.

1390.

1391.

1392.

1393.

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Dan saksi kami di tingkat desa itu tidak tanda tangan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, baik.
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Tidak tanda tangan. Jadi, pemilih DPKTB itu ada yang jumlahnya
2 keluarga, 6 orang, menggunakan KTP Jakarta, ada yang beberapa TPS
ada 2, ada 3.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik, baik, cukup ya?
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Ya, terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik, Iksan Maksum?
SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM
Saya, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ada. Alamat di mana?

SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM

Alamat Seneng, Banyurojo, Mertoyudan, Magelang, RT 001, RW
001.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, silakan, Pak Fadlil.
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1394.

1395.

1396.

1397.

1398.

1399.

1400.

1401.

1402.

1403.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Saudara Iksan?
SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM
Saya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Saudara ketika pilpres ini sebagai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM
Saya sebagai saksi di KPU Kota Magelang.

HAKIM A NGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kota Magelang, terkait dengan posisi Saudara sebagai saksi,

Saudara akan menerangkan soal apa?

SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM

Masih terkait dengan DPKTB, setahu kami bahwa DPKTB itu

merupakan dokumen yang juga harus disamp a i k a n

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

pada

saksi

Ini poinnya Saudara ingin mengatakan karena harus, Saudara

mendapatkan, enggak?
SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM
Sebagian melampirkan, tapi sebagian besar tidak.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, tidak.

SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM

Ad a

(¢é)
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1404.

1405.

1406.

1407.

1408.

1409.

1410.

1411.

1412.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara bisa sebutkan, Saudara memperoleh DPKTB berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM

Kalau yang saya ingat, yang di tingkat PPS, yang kamilampirkan
ada 3 kelurahan dari 17, yang lainnya tidak melampirkan. Kemudian,
kalau yang di tingkat TPS itu, hanya sebagian, tapi kami menemukan
juga ada daftar DPKTB yang hanya mencantumkan nomor KTP tanpa
menuliskan nama, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Di mana itu? Di mana?

SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM

ltu é mohon maaf, Yang Mul i a.
sempat untuk membuka.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, Saudara seluruh Kota Magelangini, Saudara kan kota ya?
Mertoyudan itu kan kota kan?

SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM

Kebetulan saya tempat tinggalnya di kabupaten, tapi aktivitasnya
di kota.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Oke, itu seluruhnya berapa jumlah DPKTBnya?
SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM
DPKTB ada 1.329.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Bisa Saudara jelaskan itu, dari mana saja? Karena Saudara tadi

bilang saya cuma dapat sebagian, bagaimana Saudara bisa
menerangkan 1.309, orang Saudara sebagian terimanya?
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1413.

1414.

1415.

1416.

1417.

1418.

14109.

1420.

1421.

1422.

SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM

1.329 itu di tingkat kota, tapi yang kami permasalahkan adalah
rincian namanya. Kami € s ehi n-ghgck
nama dan ( é)
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu persisnya 1.309 apa 1.3297?
SAKSI D ARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM

Di rekapan yang disampaikan oleh tim data kami, itu 1.329, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soalnya di dalilnya Pemohon=1.309, memang Saudara dapat
tambahan lagi dari mana lagi? Cukup ya?

SAKSI DARI PEMOHON: IK  SAN MAKSUM
Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Ada apa lagi yang ingin Saudara terangkan selain DPKTB?

SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM
Sudabh itu saja, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Cukup ya?

SAKSI DARI PEMOHON: IKSAN MAKSUM
Cukup.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih atas keterangan Saudara. Sekarang dilanjutkan
Saudara Ahmad Ghufron. Ini Ghufron alamatnya di mana?
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1423.

1424.

1425.

1426.

1427.

1428.

1429.

1430.

1431.

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Saya beralamat di Kampung Sempal Wad&, Jalan Kiai Turmudzi,
RT 005, RW 003, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Orang Bintoro ini ya? Saudara mau menerangkan soal apa?

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Terima kasih, saya sebagai saksi ditingkatk abupat en

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Demak?

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

(é)

Demak, akan menyampaikan pertama, terkait dengan proses
penghitungan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, terutama ada
beberapa desa yang pelaksanaan rekajptulasi dilaksanakan pada tanggal

9 Juli.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

9 Juli.

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Saudara Amir Darmanto

terkait dengan é apa

namany a

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Enggak,
karena dilaksanakan 9 Juli itu saja, fakta itu, atau ada fakta lain yang
terkait dengan kejadian 9 Juli?

ur ut saj a, soal

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Hanya ¢é

k a mi

hanya

apa namanmestinyd taqmgab .ejadu r ,

memper masal ahkan

é

kartu

9 Jul

(e)
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1432.

1433.

1434.

1435.

1436.

1437.

1438.

1439.

1440.

1441.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nah, ini mendahului sebelum dijadwalkan.

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Inggih.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini Jakarta, Om.

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Oh, ya, ya. Maaf, maaf, maaf.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, tidak seperti Demak, inggih, inggih gitu. Apa lagi yang ingin

Saudara terangkan?

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Tadi, yang disampaikan oleh Saudara Amir Darmanto, tepatnya
Batursar.i dan

adal ah di

De s a

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bintoro itu dengan Batursari itu jauh Iho.

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

l nggi h

é

y a

é

maaf ,

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SU MADI

y a. I

n

(e)

iodi

Ya, saya mau tanya, Saudara kok mau menerangkan soal di
Batursari, orang Saudara di Bintoro?

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Nah, i n

k an

| apor an

dar i

saksi
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1442. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Oh, lah begitu itu yang penting.
1443. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON
Inggih. Saksi kami di DPC menyampaikan terkait dengan itu,
kemudian kami sampaikan di rekapitulasi di tingkat kabupaten, sehingga
ditindakl anjuti surat dar.i KPU ( é)
1444, HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Ya.

1445. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Dan akan diselenggarakan penghitungan ulang atau pembukaan
kartu suara di TPS 3 dan TPS 19, sebagse

1446. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
TPS 3 dan (é)
1447. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON
TPS 109.
1448. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Baik. Kelurahan mana atau desa mana itu? Batursari, kan?
1449. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON
Ya, Batursari, Kecamatan Mranggen.
1450. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya. Kalau dia, kan tadi orang Batursari, kamu orang Bintoro. Saya
mau tanya, apa kamu tahu penghitungan ulang itu dilaksanakan?

1451. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Ada surat dari KPU Kabupaten Demak.
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1452.

1453.

1454,

1455.

1456.

1457.

1458.

1459.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Nomor 231/ ¢é dan seterusnya.

ulang atau pembukaan kar €& an
dan TPS 19, hari Senin, tanggal 4 Agustus 2014.

u

Akan d
apa nam:

Akan tetapi, secara tiba-tiba, ada surat susulan dari KPU juga,

penghitungan suara atau pembukaan kartu suara itu dibatalkan.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Itu poinnya, ya? Oke. Ada lagi yang ingin Saudara

terangkan?

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Dan ini informasi kami barusan ditelepon oleh KPU Kabupaten

Demak, pada tanggal € tanggal 8,

sekitar

pembukaan kotak suara. Sesuai informasi yang saya telepon. Saksi di

Kabupaten Demak ada kuranglebih 124 pembukaan kotak suara.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ok e . l'tu |l ain | agi ( é)
SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Ya. Ini, ini informasi yang saya sampaikan terbaru.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini enggak ada kaitannya dengan TPS 13 dan 19 yang Saudara

laporkan itu tadi.
SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Oh, ya, terima kasih.
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1460.

1461.

1462.

1463.

1464.

1465.

1466.

1467.

1468.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, terima kasih atas informasinya. Saudara mau menerangkan
apa lagi soal KPPS masih banyak yang tidak menempelkan sertifikat C

dan D, ada mau diterangkan, apa sudah cukup?
SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD GHUFRON

Cukup. Sudah disampaikan, Yang Mulia, terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih kalau begitu.

Oke, terakhir ini dari Jawa Tengah, Saudara Bendhot Widoyo,
Boyolali, Margoyoso, Kalinyamatan. Kalinyamatan Jepara apa Boyolali,

Pak?
SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO

I t u e Boyol al i i tu anu
alamatnya RT 001, RW 002, Margoyoso, Kalinyamatan, Jepara.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Oh, Jepara?

SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Sekarang sudah pndah di Jepara.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

é

kel ahi

Oke, sekarang di Jepara. Saudara ketika pemiliu, sebagai apa?

Pemilu Presiden ini?
SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Kemarin ditugasi sebagai saksi di KPUD Jepara.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Di KPUD Jepara. Ada kejadian apa yang ingin Saudara terangkan
terkait dengan permohonan Pemohon ini? Saudara diminta oleh

Pemohon ini untuk menerangkan soal apa di Jepara itu?
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1469.

1470.

1471.

1472.

1473.

1474.

1475.

1476.

1477.

1478.

SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO

Saya akan menyampaikan 3 keberaan kemarin, ketika waktu

rekapitulasi di KPUD.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Oke. Keberatan yang pertama?

SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO

Yang pertama, yaitu tentang adanya pembagian mi instan dan

uang 5.000-an untuk diarahkan memilih ke Calon Nomor 2.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Siapa yang membagi?
SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO

Di sini saya cuma dapat laporan dari tim relawan.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Siapa, tidak tahu? Kapan dibagi, tahu?
SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO

Tidak tahu.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Di mana dibagi, tahu?

SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO

Juga tidak tahu karena tetap

dari laporan.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMA DI

Oke, terima kasih, terima kasih. Laporan saja nanti itu tertulisnya

itu, nanti kami baca. Yang kedua, mau menerangkan soal apa lagi?
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1479. SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Yang kedua, yaitu tentang pengar ah
oknum pejabat untuk mengundang seluruh petinggi-petinggi Jepara
untuk diarahkan memilih ke Nomor 2.
1480. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Siapa yang mengarahkan?
1481. SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Il ni juga | aporan dari tim, yaitu (&)
1482. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Ndak, dijawab saja. Siapa yang ( €&)
1483. SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Yang mengarahkan Wakil Bupati Pak Subroto.
1484. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Wakil Bupati namanya Subroto. Siapa yang diarahkan?
1485. SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Petinggi-petinggi.
1486. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Petinggi itu banyak, Om! Petinggi itu siapa saja? Kan ada, jabatan
itu kepala dinas, kepala sekolah.

1487. SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Kalau di Jepara, istilahnya petinggi atau kepala desa, begitu.
1488. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, kepala desa. Oh, kepala desa, begitu saja yang mudah. Saya
supaya paham, ah! Kepala desa, berapa kepala desa dikumpulkan?
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1489.

1490.

1491.

1492.

1493.

1494,

1495.

1496.

1497.

1498.

1499.

SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Dari laporan itu juga tidak dijelaskan.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Tidak jelas. Di mana dikumpulkan?

SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Di Rumah Makan Malibu.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Rumah Makan Malibu?

SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Ya.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Di € alamatnya tahu?

SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO

Enggak

t ahu

Tempatnya tahu, cuma alamatnya enggak bisa menyebutkan,

Majelis.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Oke, ya.

SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Enggak hafal alamatnya.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Oke. Sekarang diarahkan untuk apa?

SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO

Diarahkan untuk memilih Nomor 2.
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1500.

1501.

1502.

1503.

1504.

1505.

1506.

1507.

1508.

1509.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Caranya mengarahkan apa kalimatnya? Ingat Saudara?
SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Tidak tahu.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Tidak tahu karena laporan, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Laporannya besok lagi supaya lengkap itu, ya. Ajari caranya
melaporkan. Sekarang apa lagi yang ingin Saudara terangkan?

SAKSI DARI PEMOHON: BENDHOT WIDOYO
Sudah cukup, Pak.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Cukup. Terima kasih kalau begitu.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Untuk Jawa Tengah, 8 saksi sudah diperiksa. Ini sudah
masuk waktu Magrib. Ada pertanyaan dari Termohon?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Ada, Majelis.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada. Pihak Terkait, ada? Cukup. Banyak, engg&? Satu saja, kalau
sat u, biar ditanya, baru (é)
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1510.

1511.

1512.

1513.

1514.

1515.

1516.

1517.

1518.

1519.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Satu saja untuk saksi di tingkat provinsi, Amir Darmanto. Apakah
saksi hadir pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Saya hadir memang tidak full, ya, jadi saya masuk, terus ada
kepentingan keluar. Jadi, tidak full selama 2 hari itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Tidak full?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Apakah saks mendengar adanya keberatan atas proses
rekapitulasi dari Tim Nomor 1?

SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Itu sudah dijawab dari teman kami, Bapak Riyono secara panjang
lebar. Jadi, kami tidak langsung mengikuti di KPUD Jawa Tengah, tapi
kami koordinasi setelah acara itu selesai.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Jadi, Saudara tidak tahu. Berikutnya ke Pak Riyono.
SAKSI DARI PEMOHON: AMIR DARMANTO

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Apakah Bapak ingat berapa perolehan suara untuk Pasangan
Nomor 1 untuk tingkat provinsi?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

6.485.700.
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1520.

1521.

1522.

1523.

1524.

1525.

1526.

1527.

1528.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Atas perolehan suara Nomor 1 tersebut, apakah Saudara
menyatakan keberatan?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Kalau dari angka, tidak ada.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak ada keberatan?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Tidak ada.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Apakah Saudara pernah mendengar adanya permintaan atau hasil
perhitungan bahwa perolehan suara Pemohon Nomor 1 di Jawa Tengah
adalah 7.068.886?

SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Sesuai dengan permohonan yang disampaikan dan kami juga
koordinasi, kami mengetahui.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Pada waktu proses rekapitulasi, apakah Saudara menyampaikan?
SAKSI DARI PEMOHON: RIYONO

Ya, belum, toh. Belum.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak ada. Terima kasih, Majelis. Cukup.
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1529. KETUA: HAMDAN ZOE LVA
Baik. Kita cukup untuk Jawa Tengah, ya. Pihak Terkait tidak ada,
cukup. Jadi , kita skorsing dulu wuntuk
untuk menyelesaikan yang DKI Jakarta.
1530. SAKSI DARI PEMOHON :
Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia.
1531. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, dari mana ini?
1532. SAKSI DARI PEMOHON :
Saksi provinsi, Yang Mulia.
1533. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Cukup, cukup, cukup.
1534. SAKSI DARI PEMOHON :
Cukup? Oh, ya.

1535. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang diskorsing sampai
pukul 19.30 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 1 7.51 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 19.35 WIB

1536. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Skorsing sidang dicabut kembali dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kita |l anjut pemeri ksaan Saksi Provir
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1537. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN
Pak Mulia ... Yang Mulia, mohon izin.
1538. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Dari mana ini?
1539. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN
Pemohon.
1540. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya.
1541. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN
Tadi pada saat pengambilan sumpah, ada yang atas nama Hamid
Murroghi belum disumpah, Yang Mulia, karena yang bersangkutan ada di
luar tadi.
1542. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Hamid Murroghi?
1543. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN
Ya.

1544. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, kita selesaikan dulu, yang ini terakhir saja, ya. Kita selesaikan
dulu yang diperiksa sekarang. Silakan.

1545. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Bismillahirrahmaanirrahiim. Saudara Abdul Karin?
1546. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Siap, Yang Mulia.
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1547.

1548.

1549.

1550.

1551.

1552.

1553.

1554.

1555.

1556.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Saudara Abdul Karim ketika pilpres sebagai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Saksi PPK.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
PPK mana?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Kecamatan Penjaringan.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Kecamatan Penjaringan, ya. Oke, silakan Saudara Abdul Karim
mau menjelaskan apa yang Saudara ketahui langsung?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Terima kasih, Yang Mulia. Tanggal 13 Juli itu dilakukan
penghitungan atau rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Penjaringan,
tetapi kami dari Tim Sukses Prabowo-Hatta, sebelum pelaksanaan
rekapitulasi, kami menyampaikan beberapa hal temuan hasil dari
invetarisir D-1, C-1 seluruh kelurahan dan TPS.

Mohon izin, saya ada catatan sedikit.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Silakan, enggak apa, buka saja.
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Dari hasil temuan kami, ini kami sampaikan ke tingkat PPK.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Waktu rekapitulasi, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya.
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1557. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Keberatan ini?
1558. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Keberatan.
1559. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.
1560. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Sebelum dimulai. Kami menemukan ada 15 TPS yang perolehan
suaranya 100%. Jadi, kertas suara=0. Jadi, 15 TPS itu 100%. Dan
ditemukan pula 109 TPS yang daftar pemilih khusus tambahannya di
atas 50 orang. 16 TPS di atas 100 or anc
1561. HAKIM ANGGOT A: PATRIALIS AKBAR
Sebentar, pelan-pelan. Yang ketiga, 16 TPS?
1562. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Di atas 100 orang. Dan 2 TPS di atas 200 orang.
1563. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Di mana itu yang di atas 2007
1564. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan.
1565. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
TPS berapa?

1566. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

TPS 52 dan TPS 35.
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1567. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
TPS 35, ya. Oke, kita satu-satu dulu.
1568. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.
1569. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ini yang keberatan Saudara ini?
1570. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya, saya €é saya (é€)
1571. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ada lagi keberatan lain?
1572. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ditemukannya perbedaan penghi t ungan dil diti ngka
tingkat TPS dengan hasil D1 kelurahan dan itu saya sampaikan juga ke
tingkat PPK. Hasilnya setelah saya sampaikan temuan ini, mereka
menganggap, i &ita lanjutkan saja penghitungan suara rekapitulasi.o
Saya biladgk BSayé)ti
1573. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Di kelurahan mana?
1574. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Di Kelurahan Kapuk Muara, Yang Mulia.
1575. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kapuk Muara, ya. Oke, saya mau tanya dulu, ya?

1576. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya.
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1577.

1578.

1579.

1580.

1581.

1582.

1583.

1584.

1585.

1586.

1587.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Pertama, keberatan di 15 TPS=100%"7?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Di atas 100%7?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
TPS mana saja itu antara lain?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Antara lain, Kapuk Muara ada tiga TPS, TPS 31, TPS 35, TPS 52.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, saya ambil sampling saja. TPS 31?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
DPT-nya berapa di situ?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Mohon izin. Tadi Yang Mulia minta, TPS?
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, TPS 31, ya?
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1588.

1589.

1590.

1591.

1592.

1593.

1594,

1595.

1596.

1597.

1598.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, Kapuk Muara.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya, TPS 31 (¢é)

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
DPT-nya 398.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

398. Yang memilih, mempergunakan hak pilih berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

277.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

2777

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Suara sah?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Suara sah ¢é swuar a

sah=406

é

406 .
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1599. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

DPT=3987?
1600. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya.
1601. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Yang mempergunakan hak pilih berarti bukan 277 dong?
1602. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya, ada é yang ini yang -ayalP6yat, Yar
1603. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, DPKTBnya 1267?
1604. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

126.
1605. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

126. Berarti yang memilih berapa jumlahnya semua?
1606. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Yang memilih yang sah dan tidak sah
1607. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

406 itu kan suara sah, ya? 126, oke.
1608. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya.
1609. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi , 126 i tu D é DPKTB. Waktu i tu
Prabowo-Hatta?
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1610.

1611.

1612.

1613.

1614.

1615.

1616.

1617.

1618.

1619.

1620.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ada.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Apakah saksi di

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.

HAKIM A NGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Menandatangani?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Menandatangani.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Apa menyatakan keberatan?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

TPS

15 é TPS 31

Kami setelah dapat data di tingkat kelurahan, baru mengetahui,

Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi , waktu di TPS 31

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saksi Saudara menandatangani
keberatan apa pun?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya.

ini

dan

(e)

tidak menyatakan
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1621.

1622.

1623.

1624.

1625.

1626.

1627.

1628.

1629.

1630.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Sekarang di tingkat PPK, Saudara baru mempersoalkan itu?
Saudara menyampaikan di dalam rekapitulasi ke Bawaslu atau ke mana?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ke tingkat PPK.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ternyatateman-t e man PPK ti dak
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Terus, Saudara sampaikan ke BawasluPPanwas?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Langsung, langsung ke panwascam.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Panwascam.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

ada

yandg

Panwascam. Malam itu kita bikin Berita Acara, kita sampaikan dan

malam itu juga kita langsung ke Bawaslu.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Apa komentar dari panwascam?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Tidak ada.
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1631.

1632.

1633.

1634.

1635.

1636.

1637.

1638.

1639.

1640.

1641.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Sampai sekarang?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Sampai sekarang.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke. Berarti naik ke tingkat provinsi, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Mohon izin, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Setelah komplain dan akhirnya kami walk out, tanggal 23 Juli.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Tepatnya pukul 20.00 WIB, saya dihubungi oleh teman-teman
panwascam. Di hAbdulukamgm, mohan FPzan,kmalam ini kita
akan ada bongkar kotak. o
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kata panwascam?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Panwascam. Saudara Waluyo.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya.
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1642. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Pukul 20. 00 WI B. Dan saya sempat Kkaf(
memangnya tidak dihubungi olehteman-t e man PPK?0
ATi dak. o

Saya |l angsung hari itu juga menghub
PPK, Bapak Arsan Dadi.

Saya hubungi beli au, A Meéenm@anakan b enar ,
ada bongkar kotak, Bang?o

AnOh ya, Bang. Memang, Abang tidak di

Saya bilang, fASaya ditelepon. o

AfOke. Abang hadir saja.o
1643. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Terus, dilanjutkan pembukaan kotak suara malam itu?
1644. SAKSI DARI PEM OHON: ABDUL KARIM
Ya. Jadi, lokasi kumpulnya kotak suara Kecamatan Penjaringan itu
jaraknya kurang-lebih 4 kilometer dari Kecamatan Penjaringan. Jadi,
kotak suara itu dikumpulkan di Balai Warga Kelurahan Pejagalan.
1645. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Terus?

1646. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Setelah saya sampai pukul 21.00 WIB, saya melihat sudah ada
dua truk yang memasukkan kotak suara.

1647. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Dimasukkan kotak suara ke mana?

1648. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Itu saya tidak tahu, Yang Mulia.

1649. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara, menyaksikannya bagaimana?
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1650. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Menyaksi kan. Saya menya € saya hadi
sudah ada di atas dua mobil truk.

1651. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Itu kan, memang dibawa dari TPS ke PPK?
1652. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Tidak, Yang Mulia. Karena itu gudang. Balai Warga Kelurahan
Pejagalan itu gudang kotak suara.

1653. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kotak suara itu dari mana?

1654. SAKSI DARI PEMOHON: ABDU L KARIM
Dari seluruh TPS seKecamatan Penjaringan.

1655. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Dari seluruh TPS?

1656. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.

1657. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Terus, akhirnya bagaimana?

1658. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Saya datang jam 21.00 WIB, saya melihat sudah ada dua truk

memasukkan kotak swuara di atas mobi l t
menanggapi itu, saya langsung ketemu dengan teman-teman PPK dan
PPS, berdi skusi, terus saya tanya, i Oh

menunggu teman-t e man panwas. 0
Jadi, panwascamnya belum hadir.
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1659.

1660.

1661.

1662.

1663.

1664.

1665.

1666.

1667.

1668.

1669.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi, enggak dibuka malam itu?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Dibuka, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Dibuka. Jam berapa?

SAKSI DARI PEMOHO N: ABDUL KARIM
Dibukanya jam 22.00 WIB.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Setelah dibuka, apa yang terjadi?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Apa yang kami dugakan, yang kami komplain pada saat sidang
rekapitulasi di tingkat PPK, itu 100% terbukti.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Khusus TPS 31 itu, ternyata ada berapa surat suara di sana?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Khusus TPS?
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
TPS 31.
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Yang apa? Mohon izin, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, ini, ini kan, yang dibuka itu kan, kotak surat?
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1670.

1671.

1672.

1673.

1674.

1675.

1676.

1677.

1678.

1679.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kata Saudara, itu sudah dikumpulkan?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Semuanya? Nah, waktu itu, penghitungan suara yang Saudara
komplain itu, yang mana?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang sama dengan ( é)
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Hasilnya itu?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Terima kasih. Jadi, kita sepakati ternyata di dalam Balai Warga itu
sudah disiapkan 234 kotak TPS.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke.
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1680.

1681.

1682.

1683.

1684.

1685.

1686.

1687.

1688.

1689.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Danitu saya tidak tahu, di
mana?o

ASudah di atas truk. o

Terus saya bil ang, Al ni

akan kita bongkar sebanyak
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Itu rekomendasi dari Bawaslu?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi, panwascam langsung ke Bawaslu?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Gimana, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tadi kan, dari panwascam?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KAR IM
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ini sudah ada rekomendasi dari Bawaslu?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

a é

saya

t

a

rekomendas.i

231.

(0]

Ya, bahasa yang disampaikan ke saya oleh temanteman PPK dan
teman-teman Bawaslu adalah kami menjalankan rekomendasi Bawaslu

untuk membongkar kotak.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Rekomendasi Bawaslunya, ada?
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1690.

1691.

1692.

1693.

1694.

1695.

1696.

1697.

1698.

1699.

1700.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Tidak ada.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Enggak ada? Saudara, enggak lihat?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Saya tidak dikasih.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Terus, selanjutnya bagaimana?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Sel anjutnya, Kit
karena jam 22.00 Wil

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
41 TPS dibuka malam itu?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Tidak.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang dibuka malam itu, berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
16 TPS.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
16 TPS?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya.

a
B,

sepakati empat

kita

sepakati
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1701.

1702.

1703.

1704.

1705.

1706.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bagaimana kondisinya 15 TPS yang lain? Tadi kan, baru satu yang
kita (é)

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Dahsyat, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ha?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Dahsyat.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Dahsyatnya bagaimana?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Yang pertama, kami minta Kelurahan Kamal Muara terlebih
dahulu. Jadi, Kecamatan Penjaringan itu ada 5 kelurahan. Yang petama,
Kelurahan Kamal Muara. Kami minta TPS 19, 20, dan 21. Setelah dibuka,
itu kami tidak menemukan dokumen yang sesuai dengan tercantum
dalam hal DPKTB, baik itu absensi, fotokopi KTP, maupun A5 yang
mutasi. Itu tidak ada di dalam kotak.
Saya bilang,fi Ok e , bongkar | agi TPS 20.0
Di TPS 20 pun demikian, tidak ditemukan dokumen tersebut.
Saya bilang, AOke, bongkar TPS 21.0
Setelah TPS 21, baru temanteman PPS menunjukkan ke saya,

satu bundel lebih, kurang-l ebi h sat u kar dusabsens) ni ,
fotokopi KTP, dan A5 . 0
Saya kaget. AYou yang benar, masa d
AnBenar, Bang. o
Saya tanya, Al ni dar i tanggal ber ap

ADari tanggal 10, pada saat penghit
Saya bert aganpgbertang@inggawab selama tanggal 10
sampai tanggal 23, data itu tidak ada berubah dan jawabab teman-
teman PPS mereka menjawab normatif karena itu instruksi dari KPU.
Saya |l angsung tunj uk, NnSi apa KPU
Disebutkan nama Saudara AbdulMuin dan Bapak Prianda.
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1707.

1708.

1709.

1710.

1711.

1712.

1713.

1714.

1715.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Siapa itu?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Abdul Muin ketua KPUD dan Prianda anggota.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

KPUD DKI?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

KPUD Jakarta Utara. Jadisetelah diacak ... jadi ternyata, Yang
Mulia, 3 TPS itu jadi satu, semua datanya jadi tumplek. Kebetulan saya
saksi berdua saya panggil teman, kita minta cek data ini, jadi maksudnya
kita pilah. Jadi jumlah KTP, terus daftar hadir karena jadi satu kita har us
memilahkan si Asep di TPS berapa, itu kita pilahkan. Sambil berjalan
saya lanjut kepada ke TPS ... eh, ke Kelurahan Kampung Muara.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Sekarang totalnya Saudara menemukan persoalan kelebihan
DPKTB tadi yang Saudara pesoalkan di tingkat PPK itu jumlahnya
berapa semua?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

13.038.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang saya mau tanya, untuk PPK Kecamatan Penjaringan itu
berapa DPT-nya? Semuanya Kecamatan Penjaringan.

SAKSI DARI PEMOHO N: ABDUL KARIM
DPT-nya?
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, DPTnya berapa?
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1716.

1717.

1718.

1719.

1720.

1721.

1722.

1723.

1724.

1725.

1726.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Mohon izin, Yang Mulia. DPFnya 201.807.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
201.8077?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang mempergunakan tambahan berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Tambahan itu DPKTB, ya?

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
DPKTB=13.038.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
13.038. Berapa jumlah suara sah?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Jumlah suara sah=158.003.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang tidak sah?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

1.115.
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1727.

1728.

1729.

1730.

1731.

1732.

1733.

1734.

1735.

1736.

1737.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
1157

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Bukan, 1.155?

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

1.155 yang tidak sah. Jadi yang mempergunakan kartu tambahan

itu 13.038?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Dari 201?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tadi Saudara mengatakan dasyat itu ada yang 200%, di mana itu

yang 200%, di mana?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
200 pemilih, Yang Mulia, mohon izin bukan 200%.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
200 orang?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
200 orang.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Kelebihannya 200 orang?
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1738.

1739.

1740.

1741.

1742.

1743.

1744.

1745.

1746.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya, satu TPS ... ada TPS 52 di Kelurahan Kampung Muara jumlah
DPKTBnya 338 dan yang satu lagi di TPS 31 DPKTBnya 274.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik. Ini jadi bukti semua, ya, oleh Pemohon, ya? Oke. Jadi nanti

dilampirkan sebagai bukti nanti kita akan pelajari untuk Kecamatan
Penjaringan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Saksi ini,

ya.

Bak, sekarang saya masuk kepada persoalan perbedaan
penghitungan di Kelurahan Kampuk Muara yang salah itu coba Saudara
jelaskan.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Jadi, Yang Mulia, mohon izin.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KA RIM

Di Data D-1 tingkat kelurahan kami menemukan di TPS 35 total
data pemilih sebanyak 958, total data pemilih.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
9587

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
958.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Dan dari hasil yang menggunakan hak pilih sebanyak 709. Setelah
kita cocokan ... jadi di sini DPKTB sebanyak 242, Yang Mulia.
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1747.

1748.

1749.

1750.

1751.

1752.

1753.

1754.

1755.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

2427

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terus di mana perbedaan penghitungan Saudara maksudkan itu

apa?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Jadi pengguna hak pilih dalam hitung-hitungan C-1, mohon izin,
Yang Mulia. Ini saya sampaikan, saya memegang G1 asli dari TPS, saya
sampaikan juga di tingkat PPK. Dalam hitung-hitungan total ini ada
selisih 20, antara C-1 ... jadi yang menggunakan daftar pemilih ... daftar
pilihan tambahan (DPTB) sebanyak 57 di G1, tetapi DB-1 (...)

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Di G-1 di TPS 357

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

35. DPTB bukan DPKTB, DPTBiya sebanyak 57 tetapi hasil
rekapannya adalah 10 hasil rekapan dari tingkat kelurahan sebanyak 10

dan itu saya minta penjelasan, dan tidak ada tanggapan.

AKal au Bang Karim keberatan

Saya bil ang, AYa, sudah.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Waktu itu Saudara menyatakan keberatan resmi?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Resmi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Apa Saudara juga melaporkan ke panwascam?

0

bi sa
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1756.

1757.

1758.

1759.

1760.

1761.

1762.

1763.

1764.

1765.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Setelah selesai saya langsung ke panwascam.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bagaimana komentarnya panwascam, tanggapannya?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Kami suruh bikin Berita Acara, kami ... kita bikin. Kita bikin
kronologis, kita sampaikan TPSTPSny a, saya Kirimkan
panwascam, langsung diarahkan ke panwas kota. Hasilnya saya sampai
sekarang belum menemukan itu, belum ada kabar baik ... kabar lagi.
Hanya tahu tanggal 23 bahwasanya ada bongkar kotak.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi laporan itu tertulis, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Tertulis, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi Pemohon bisa dibuktikan ya.
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Siap.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bisa dibuktikan. Lanjut, apa lagi yang mau dijelaskan?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Saat i1 tu, eh é sepert.i i tu dahul u,

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, jadi semua yang Saudara jelaskan nanti akan dijadikan
sebagai bukti oleh Kuasa Hukum.

225



1766. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Mohon izin, terakhir, Yang Mulia (¢é)
1767. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi kita tidak usah mengelaborasi secara keseluruhan karena itu
banyak sekali. Jadi kita hanya sampling, nanti akan kita lihat bukti
tertulisnya, ya.
1768. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Terakhir, Yang Mulia.
1769. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, masih. Silakan.
1770. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Dampak dari jumlah DPKTB ini sebanyak 13.008 itu adalah karena
adanya mobilisasi orang yang pemilih menggunakan KTP daerah
sebanyak €& jadi k ami catat . Yang meng
kotak yang terbongkar adalah 267 KTP daerah.
1771. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
2677
1772. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
267.
1773. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Daerahnya sama atau berbeda?
1774. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Daerahnya rata-rata dari Jawa Tengah, se-Indonesia.

1775. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Se-Indonesia.
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1776.

1777.

1778.

1779.

1780.

1781.

1782.

1783.

1784.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Sampai ada dari Merauke.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Dan ada di l uar TPS tersebut sebany

Dampak dari dahsyatnya DPKTB ini suara Prabowo sangat yakin
di kurangi. Karena dengan mobili sasi

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, begini, begini. Begini, kita bicara angka-angka yang konkret.
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Siap.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, jadi jangan asumsi atau perkiraan-perkiraan enggak boleh.
Kecuali kalau Saudara bisa mempersandingkan dengan bukti C1 yang
Saudara miliki, dihitung rekapitulasinya sekian, ternyata ditulis sekian,
nah itu baru ya. Tapi jangan asumsi, sekali lagi kita ingatkan.
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Siap, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, jadi enggak boleh. Perkiraan cuaca di sini enggak boleh, ya.
Saudara Saksi, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Terima kasih, Yang Mulia.
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1785.

1786.

1787.

1788.

1789.

1790.

1791.

1792.

1793.

1794.

1795.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Kalau begitu nanti orang menuduh tanpa alasan, kan kita enggak
enak. Jadi kita enggak tahu, ya.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Siap.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Silakan lanjutkan.
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Itu mungkin, Yang Mulia. Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Cukup, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Cukup.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Wahiduddin Adams.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Abdul Karim.
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Siap.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Tadi disebutkan di Kecamatan Penjaringan itu ada 234 TPS?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Siap.
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1796.

1797.

1798.

1799.

1800.

1801.

1802.

1803.

1804.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN  ADAMS

Itu semua jumlah TPS 234 ya, di Kecamatan Penjaringan?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Di Kecamatan Penjaringan, ya.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian ditemukan 13.038 pemilih dalam DPKTB?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bisa Saudara buktikan nanti bahwa itu merata atau terfokus pada
TPSTPS di kelurahan tertentu (suara tidak terdengar jelas)?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya, ada data, Yang Mulia. Jadi di setiap kelurahan ada TPSTPS
tertentu yang menggunakan DPKTBnya begitu besar. Kaya misalkan
contoh di Rumah Sakit Pluit eh €é Rumah
TPS 52 yang DPKTBnya sampai 338, itu juga yang kita pertanyakan.
Hasilnya adalah 176 eh ¢é 1é&ahdiyRamlg meng:
Sakit Pluit eh é Rumah Sakit Plddta mohor
lengkap, foto-foto kami ada, foto-f ot o apa €é KTP para pemi
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang di atas 80 suara setiap TPS ada lebih dari berapa TPS?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Di atas 50, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.
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1805. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
507 1009.
1806. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
109 TPS?
1807. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.
1808. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN  ADAMS
Ya, terima kasih.
1809. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Saya mau tanya | agi, y a. Bagai mana
mempersoalkan pada waktu rekapitulasi ada kelebihan yang begitu
banyak, bagaimana dengan surat suara cadangan itu?
1810. SAKSI DARI PEMOHON: A BDUL KARIM
Itu yang saya pertanyakan, Yang Mulia. Kepada teman-teman PPK
dan jawabannya normatif, ASilakan kal at
diD-2 nanti kita sampai kan ke tingkat KPI
1811. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Dan Saudara tulis D-2?
1812. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Saya tulis, saya tulis.
1813. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik, cukup ya?

1814. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Cukup, Yang Mulia.
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1815.

1816.

1817.

1818.

1819.

1820.

1821.

1822.

1823.

1824.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik, terima kasih. Ada, Majelis yang mau tanya? Enggak, cukup.
Kemudian Lisa Nurmaesaroh. Oh, enggak ada ya. Diganti dengan siapa
tadi?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Muhammad Nur Wahyudi.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Muhammad Nur Wahyudi ya, sudah disumpah tadi ya? Yang di
belakang tadi toh? Muhammad Nur Wahyudi sudah disumpah?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NUR WAHYUDI
Sudah, sudah.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Sudah kan, yang duduk dari belakang?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NUR WAHYUDI
Sudah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIA LIS AKBAR
Yang bajunya yang kotak saya lihat, saya masih ingat. Saudara
Muhammad Nurwahyudi waktu pelaksanaan pemilu Saudara sebagai
apa?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Sebagai Saksi PPK Kecamatan Tanjung Priuk.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
PPK Tanjung Priuk. Kapan rekapitulasinya?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Priuk tanggal 12.
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1825.

1826.

1827.

1828.

1829.

1830.

1831.

1832.

1833.

1834.

1835.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
127
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
12 ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
12 Juli 2014~
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
He em.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Berapa orang Saudara menjadi saksi waktu itu?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Berdua dengan Pak Hendra Cipto, Pak.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Berdua dengan Hendra Cipto juga jadi saksi, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Bai k. Apa hal yang mau
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Baik, terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara (suara tidak terdengar jelas) langsung. Silakan.

é

yang
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1836.

1837.

1838.

1839.

1840.

1841.

1842.

1843.

1844.

1845.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, hasil rekapitulasi di Kecamatan
Tanjung é di Kecamat an
panwas, dan semua saksi, akhirnya dibongkar kotak karena ada

komplain dari Saksi Nomor 1, yaitu kami.
HAKIM ANGGOTA: PATRIAL IS AKBAR

Apa € keberatannya

ap

Tanjung

Pri ok,

a? Keberatan (¢

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Keberatan mengenai DPKTB yang membengkak di

setiap

kelurahan. Ini hasil dari laporan teman -teman kami di kelurahan masing-

masing.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

I ni keberatan pada

saat di

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Ya, betul.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sebelum, apa sedan

g é

set el

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Setelah dilakukan.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Setelah dilakukan. Terus?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Nah, setelah kita
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pertama tentang masalah DPKTB?

(e)

e d

ah
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1846.

1847.

1848.

1849.

1850.

1851.

1852.

1853.

1854.

1855.

1856.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
DPKTB, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Terus, apa lagi?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Itu dulu, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Oke.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Silakan jelaskan, apa yang Saudara maksudkan keberatan di
Kecamatan Tanjung Priok ini?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Oke, baik, Yang Mulia. Setelah disepakati, akhirnya jam 22.00
WI B kita bongkar kotak. Yang kita

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Berart. kompl ain Saudara (é)
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Diterima.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Diterima oleh PPK?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Ya, PPK, panwas, dan semua saksi.
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1857.

1858.

1859.

1860.

1861.

1862.

1863.

1864.

1865.

1866.

1867.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Semua?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Termasuk Saksi Nomor 27?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Ya, Saksi Nomor 2.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke. Dibongkar jam?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Dibongkar jam 22.00 WIB.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
22.00 WIB, berapa kotak?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Yang kita ajukan sekitar di Kelurahan Sunter Agung 30 kotak. Di

Kelurahan Sunter Jaya ada lima kotak.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
30 kotak, sama Sunter Jaya lima kotak?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Ya, Sunter agung=30, Sunter Jaya=5 kotak.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Berarti 35?
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1868.

1869.

1870.

1871.

1872.

1873.

1874.

1875.

1876.

1877.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD N URWAHYUDI
Ya, 35.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang dibongkar malam itu berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Nah, sebelum dibongkar, kami Saksi PraboweHatta dihubungi
oleh PPK bahwasanya semua kotak tidak bisa dibongkar karenaarahan
KPU kotamadya, hanya diizinkan dua kotak per kelurahan.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Berarti dua é dua kotak? Empat
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Ya (é)
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Berapa kotak?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Ya, jadi empat kotak.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Empat kotak, ya? TPS mana saja empat kotak itu?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

TPS é ini sebelum kita bongkar,

satu kotak, yaitu TPS 26.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

TPS 26.
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1878. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Di Sunter Agung.

1879. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Sunter Agung.

1880. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Jadi , keti ka kita b o ngelkenarnya kikaa t u K

keberatan, Pak karena kita minta 30 dan lima tadi ya jumlahnya. Tapi
karena sudah malam, ya okelah kita buka dua dulu.

1881. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Dua dulu?

1882. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
He eh, oke dua itu kita buka TPS 26.

1883. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
26, Sunter Agung?

1884. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Sunter Agung.

1885. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Sama TPS berapa?

1886. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
103.

1887. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
1037

1888. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

He eh, Sunter Agung.
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1889.

1890.

1891.

1892.

1893.

1894.

1895.

1896.

1897.

1898.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Sunter Agung juga?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
He eh, Sunter Agung.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke. Apa yang Saudara temukan?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Nah, setelah kita bongkar kotak karena jumlah DPKTBnya di TPS
26 itu sebesar 103 orang. Nah, setelah kita buka memang ternyata
benar, tidak ada (¢€é)
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
103 orang?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Ya, 103 orang.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke.
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Tidak ada dokumentasi satu pun, KTP, bahkan absensi.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Waktu itu Saksi dari Pasangan Calon PraboweHatta hadir?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Hadir. Saksi Nomor 2 pun hadir.
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1899. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
TPS 267
1900. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Panwas pun hadir, PPS hadir.
1901. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke. Apakah saksi pada waktu itu €& ¢
kepada saksi di TPS 26 pada waktu itu, apakah orangorang yang
mengel uar € yang mempergunakan DPKTB

terlebih dahulu?

1902. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Jadi, begini, setelah kita bongkar i
kita hadirkan tadinya. |l ngin klarifika
yang di dalam itu, ya?o

1903. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.
1904. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Semuanya Tapi ternyata kita tunggu hingga jam 01.00 WIB, yang
bersangkutan tidak juga hadir. Nah, ini akhirnya kita pending. Karena
sudah terlalu malam, kita pending untuk hari besoknya, gitu.
Nah, jadi hasil itu kita sudah buat catatan keberatan untuk semua
TPSTPS yang kita ajukan itu, Yang Mulia.
1905. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Dari mana Saudara mengetahui bahwa DPKTB yang tanpa
identitas itu jumlahnya 1037

1906. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Dari hasil rekapan PPS.
1907. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Coba jelaskan. DPFnya itu berapa sebetulnya?
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1908.

1909.

1910.

1911.

1912.

1913.

1914.

1915.

1916.

1917.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
TPS 26 (¢é)

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
DPT-nya 534.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
534. Oke. Yang mempergunakan hak pilih?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Yang mempergunakan hak pilih é mohor
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, enggak apaapa, buka saja catatan, enggak apa-apa, boleh.
Nanti juga Saksi Pihak Terkait kan juga kita koordinasikan, kita check
and recheck nanti.
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Sudah ada di data. Mohon izin sebentar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, sil akan. Jadi , Pihak Terkait n

saksi yang juga sama yang kita ambil sampling ini, ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Baik, Yang Mulia.
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Baik, tadi yang pertanyaannya DPT, ya?
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1918.

1919.

1920.

1921.

1922.

1923.

1924.

1925.

1926.

1927.

1928.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya. DPTFnya berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
DPT=495.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Berubah, ya? Berapa jadinya?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
495,

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
495? Tadi 534.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Yang menggunakan hak pi

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
334.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya? 334. Suara sahnya berapa di situ?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Suara sah=135.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

h

(é)

1357 Sedikit sekali, ya? Yang tidak sah? Kalau dikurangi 199, tapi

kita ingin angkanya dari Saudara.
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1929.

1930.

1931.

1932.

1933.

1934.

1935.

1936.

1937.

1938.

1939.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Sebentar, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Suara sahnya=135, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Suara sah=1357?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
135.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang tidak sah?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Yang tidak sah=3.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Yang tidak sah cuma 3? Terus ke mana lagi, ya? Sedangkan yang
menggunakan hak pilih=334, coba teliti lagi!

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Sebentars ebent ar , I ni hasi l ( é)
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Atau sudah yakin dengan kondisi itu?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Sebentar, sebentar, ada salah ketik.
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1940.

1941.

1942.

1943.

1944,

1945.

1946.

1947.

1948.

1949.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Kalau lupa, bilang lupa. Kalau enggak ada data, bilang enggak
ada, ya. Jangan dipaksakan! Kita hanya mau konfirmasi keterangan

Saudara. Bagaimana, kirakira ada?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Oke. Baik, Yang Mulia.
HAKIM A NGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Alhamdulillah, ini ada=438.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Apa itu 4387
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Jumlah suara yang digunakan, 438.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
334 tadi itu apa?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Ok e. Saya ulang, Yang Mul
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ha. Coba pelanpelan, ya. Pelan-pelan, ya. Pelan-pelan.
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

DPT yang terdaftar=495.

a

(€é)
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1950.

1951.

1952.

1953.

1954.

1955.

1956.

1957.

1958.

1959.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Yang mempergunakan hak pilih berapa? Artinya, yang

datang di situ?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Yang menggunakan hak pilih=438.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Angka 334 tadi apa? Kita ubah lagi?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Pengguna hak pilih yang ada di DPT, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

334.

Yang menggunakan hak pilih, itu kan ber .. berbeda kan, ya?
DPT-nya sekian, terus yang datang pergunakan hak pilihnya berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Ya, yang datang menggunakan hak pilihnya=438.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

4387 Berarti berubah lagi, suara sahnya berapa? Oke. Saya kira,

ya kita sudah é coba el askaatanyhagi

kurang | engkap, nant.i si |l
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Oke, oke, baik, nanti kita cross-check lagi.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ada lagi yang bisa dijelaskan? Apa cukup?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Cukup dulu, Yang Mulia.

akan

Kuasa
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1960.

1961.

1962.

1963.

1964.

1965.

1966.

1967.

1968.

1969.

1970.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Untuk Tanjung Priuk selesai, ya?
HAKIM ANGGOTA: A SWANTO
Yang Mulia, sedikit, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh, silakan, Pak Aswanto.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, Saudara menerangkan
bahwa ketika TPS 026 dibuka

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Ya?

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Itu tidak ada dokumen?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Betul.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Dokumen di dalam. Tidak

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Tidak ada fotokopi KTP dan absensi.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Absensi yang Saudara maksud itu apakah C7?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Enggak, absensiorangor ang yang terdaftar

(e)

ada

sama
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1971.

1972.

1973.

1974.

1975.

1976.

1977.

1978.

1979.

1980.

1981.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, i tCdnaBanga.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Ya, oke.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu yang Saudara maksud?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Oke.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi G7 juga enggak ada?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Tidak ada.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Nah, setelah Saudara mengetahui bahwa ternyata dokumen

dokumen yang

Saudar a

sebut kan

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Ya.

HAKIM ANGGOTA : ASWANTO

Apa yang Saudara lakukan?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

t adi i tu

Ya, pertama, kita ingin cross-check langsung ke ketua TPSnya,
i ngin (é)

Pak. Kit a

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Apakah

Saudar a

ti dak

me mbuat

| apor ar
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1982.

1983.

1984.

1985.

1986.

1987.

1988.

1989.

1990.

1991.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Buat.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Ke Panwas?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Buat. Karena langsung kita laporkan pada hari esoknya.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Baik, untuk TPS 103?

SAKSI DARI PEMOHON: MU HAMMAD NURWAHYUDI
1037

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, Sunter Agung?

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sunter Agung 103, apakah juga dokumen-dokumen seperti yang
Saudara sebutkan pada TPS 026 juga tidak terdapat di dalam kotak?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Yang 103, nanti kawan saya Pak Hendra karena beliau yang
bergantian di esok harinya.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Oh. Baik cukup, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Karena sudah terlalu malam, ya? Waktu itu, ya?
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1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Jam 01.00.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Sekarang juga belum terlalu malam. Ya?

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Cukup, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Berarti ini Hendra, ya? Baik.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Ya, Pak Hendra.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang Saudara S| amet é&amdsamdr a

di sanaya?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Hendra dulu saja, Pak.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, saya kira Hendra dulu, Hendra Cipto? Mana Hendro Cipto?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Silakan. Hendra Cipto waktu pelaksanaan pilpres sebagaiapa?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Saksi tingkat kecamatan.
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2003. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Saksi PPK di mana?

2004. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Di Tanjung Priuk.

2005. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Sama ya keterangannya, ya?

2006. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Sama, Yang Mulia.

2007. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Apakah keterangan yang disampaikan oleh Saudara Nurwahyudi
tadi, Saudara bisa memahaminya?

2008. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Bisa.

2009. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Benar apa enggak?

2010. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Benar.

2011. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Benar, ya? Saudara ingin menambahkan?

2012. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

2013. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Silakan.
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2014. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Kronologisnya, sebenarnya, pada waktu penghitungan di tingkat
PPS, saksi kami mendapatkan 30 TPS ini terdapat DPKTB yang melebihi
dari yang sebenarnya, atau 2% itu. Jadi, kami ingin me -cross-check di
awal kepada pihak PPK dan meminta di rapat Pleno di FPK untuk 30 TPS
ini kita bongkar. Tetapi, rekomendasi yang dilakukan oleh PPK, hanya
dua ... hanya dua. Karena ... saya tanya, fi Enapa hanya dua? Kita
merekomendasikan 30 TPS dan ini sudah kami laporkan di Pawascam
dan itu disaksikan oleh Pawascamo

Mereka mengatakan bahwa ini atas perintah KPUD.

Akhirnya, kami (suara tidak terdengar jelas), fi &alau sudah KPUD
ada putusan €& t api -suranya. Kalaut neemamgiada h s ur
keputusan yang terkait dengan itu, kita minta suratnya. 0

Pihak Bawaslu danpihak mereka tidak bisa menyertakan itu.

fiOkelah, kalau begitu.o

Malam itu kita buka di TPS 26 dan TPS 103, cukup malam. Karena
itu dia start jam 01.00 juga, yang 103 itu. Jadi, yang disampaikan oleh

()

2015. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang 103 jam berapa?

2016. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Tidak sempat dibuka, Pak.

2017. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ha?

2018. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Tidak sempat dibuka.

2019. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Besoknya?

2020. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Ya.
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2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Akhirnya dibuka?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Dibuka.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Saudara yang menyaksikan?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, silakan jelaskan.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Baik. Di TPS 103, hasil temuan kami terdapat DPKTBnya itu
sejumlah 18.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

18 suara?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Ya. Dan ini ter ... mereka memilih tidak menggunakan form A-5
dan ini dibuktikan oleh kami. Ketika membuka kotak, ternyata data yang
di dalam situ tidak ada satu pun.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Maksudnya, data apa yang enggak ada?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

C-7 sama data KTRnya tidak ada. Semua data yang kami minta

ini ... untuk administrasinya yang disampaikan kami itu tidak ada satu
pun dan kami saksikan semuanya.
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2031.

2032.

2033.

2034.

2035.

2036.

2037.

2038.

2039.

2040.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bagaimana Saudara bisa mengatakan ada DPKTB 18 suara, dari
mana Saudara bisa menperbadingkan itu?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Hasil rekapitulasi di tingkat PPS dan kami mendapat itu karena
sebenarnya yang kami sampel itu ada 30. Cuma, ini permintaan dari
pihak KPUD hanya dua, itu pun mereka yang memilih, bukan kita yang
memilih. Di TPS 26 dan 103 itu pilihan dari KPUD, bukan kami.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, sekarang kita coba konfirmasi mengenai angkaangka ini.
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya. DPFnya berapa di TPS103?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

DPT di TPS 103 jumlahnya ... mohon izin. Di 103 Sunter Agung.
Untuk pemilih terdaftar di DPT (...)

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Jumlahnya=534.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
534 (...)

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

34.
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2041.

2042.

2043.

2044.

2045.

2046.

2047.

2048.

2049.

2050.

2051.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
DPT, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
DPT.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang mempergunakan hak pilih? Yang datang pada saat itu?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Yang menggunakan hak pilih=473.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
4737

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Suara sahnya berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Suara sahnya ... suara sahnya ... jumlah suara sahnya 473. Sori,

suara suara sahnya 473.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
He em.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Terus?

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bukan, tadi 473 itu kan suara yang memilih?
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2052.

2053.

2054.

2055.

2056.

2057.

2058.

2059.

2060.

2061.

2062.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang datang ke TPS itu 4737
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya. 470, Pak Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Berarti sahnya, 470?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tidak sahnya berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Tiga.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Mohon maaf, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tidak sah, tiga, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Ya, betul.
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2063.

2064.

2065.

2066.

2067.

2068.

20609.

2070.

2071.

2072.

2073.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi confirm 4737

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Betul.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kemudian DPKTBnya 18?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik, Saudara mau menjelaskan apa lagi?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Baik. Untuk di Kelurahan Sunter Jaya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ini 103 sudah selesai ini?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Selesai.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Sunter Agung sudah selesai ya?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Sudah.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Sekarang Sunter Jaya?
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2074.

2075.

2076.

2077.

2078.

2079.

2080.

2081.

2082.

2083.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Sunter Jaya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Hasil keberatan yang dilakukan oleh saksi kami di tingkat PPS
Kelurahan Sunter Jaya yang menemukan dengan bukti di TPS 56 dengan
jumlah DPKTBnya sebanyak 75 orang tanpa A-5 dari jumlah DPKTB-nya
103 orang, 75 tidak mempunyai A-5.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kembali, ulang kembali. TPS berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
TPS 56.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
TPS 56, ya.
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Terus (...)
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Berapa DPKTBnya?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
DPKTBnya 103.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya.
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2084.

2085.

2086.

2087.

2088.

2089.

2090.

2091.

2092.

2093.

2094.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Dan kami cross-check 75 orang tanpa A-5.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Dari mana Saudara bisa memastikan 75 tanpa A5?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Hasil dari teman-teman yang ada di tingkat PPS yang hasil cross
check di PPS langsung.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, terus?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Untuk TPS9QDP K ( é)

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tunggu dulu, tunggu dulu'!

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Oke.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tunggu, tunggu, tunggu ya. Ini tadi kan juga dijelaskan terhadap
Sunter Jaya dan Sunter Agung. Ini Sunter Jaya, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ini Pemohon enggak mendalilkan, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
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2095. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sebentar, sebentar Kita cross-check dulu kepada Kuasa Hukum.
Halaman 92, coba cek. Ada? Oke. Lanjut, silakan.

2096. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Baik.

2097. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.

2098. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Selanjutnya, di TPS 90 jumlah DPKTBnya 60 orang dan kami
ketemukan sebanyak 17 orang tanpa A-5.

2099. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
TPS berapa?

2100. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
TPS 90.

2101. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
TPS 90. DPKTBnya berapa?

2102. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
60.

2103. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
60.

2104. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Yang kami ketemukan 17 orang tanpa A-5.
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2105.

2106.

2107.

2108.

2109.

2110.

2111.

2112.

2113.

2114.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tanpa A5, ya. Baik.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Selanjutnya (é)

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Enggak apaapa, nanti ini kan keterangan kita tampung saja.
Nanti kalau enggak cocok, ya nanti dinilai. Silakan lanjutkan.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Baik. Untuk TPS 94, masih Sunter Jaya, DPKTBiwya 37 orang dan
sebanyak 16 orang tidak memakai A-5.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
TPS 94, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Lanjut!

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Selanjutnya, di TPS 102 DPKTBnya sebanyak 62 orang dan
semuanya memakai KTP daerah dantidak memakai A-5.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
KTP daerah tanpa A5, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Ya.
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2115.

2116.

2117.

2118.

21109.

2120.

2121.

2122.

2123.

2124.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Ini dari seluruh TPS-TPS 90, 94, 102, ini diproses enggak

melalui laporan ke panwascam?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Saudara laporkan?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Laporkan panwascam dan panwas kota.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tertulis?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Tertulis.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Apa tindak lanjut dari panwascam?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Mal am itu ketika é saya

di panwascam, k ami bi kin Berita

tindak lanjuti di tin g k at l ebi h tinggi
kota. Karena ini tingkatnya panwas kota, harusnya ini.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kota Jakarta Utara?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Jakarta Utara.

sampai kan,

l agi ,
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2125.

2126.

2127.

2128.

2129.

2130.

2131.

2132.

2133.

2134.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terus?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Nah, begini, Yang Mulia. Sebenarnya ada 5 TPS, 5 TPS. Di TPS

satu lagi, 95 yang kami lapor ini sudah di PSU.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh, jadi ada selain dari 3 TPS
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
4 TPS.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
4 TPS.
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Ada 1 TPS di TPS 95 yang DPKTBiya ada 44 orang, itu sudah di
PSU.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Sudah di PSU?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Atas rekomendasi dari?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Dar i k ami e ma af |, rekomendasi
permintaan dari kami.
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2135.

2136.

2137.

2138.

2139.

2140.

2141.

2142.

2143.

2144.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Yang lain tadi bagaimana tindak lanjut? Kan Saudara sudah
laporkan.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Baik. Sampai saat ini, hasil dari yang kami laporkan tertulis dari 4
TPS yang kami laporkan itu, sampai sekarang tidak ada tanggapan
(suara tidak terdengar jelas).
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Itu panwascam itu tertulis apa enggak, ada rekomendasi?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Tertulis.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tertulis. Tapi tidak dilaksanakan?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Tidak dilaksanakan.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik. Ada tertulis, ya.
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Tertulis.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik. Apa lagi?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Sementara itu.
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2145. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Cukup, ya?

2146. SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Cukup.

2147. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Terima kasih, Saudara Hendra. Sekarang Pak Slamet. Mana
Slamet?

2148. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Siap, Yang Mulia.

2149. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ini orang yang pertama s e k a | i ( é)

2150. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Alhamdulillah pergi ke bulan.

2151. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Sampai ke bulan?

2152. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.

2153. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Bersama Neil Armstrong?

2154. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Betul sekali, Yang Mulia.

2155. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sampai di bulan dengan selamat, ya. Pak Slamet ini saksi di
mana?
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2156. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Saya saksi di PPK.

2157. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
PPK Koja?

2158. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Koja.

2159. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Koja, ya? Bai k. Saudara € ini tangge

2160. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Tanggal 13 Juli 2014.

2161. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jam?

2162. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Jam 13.00.

2163. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jam 13.00. Bersama é apa sendiri at e

2164. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya, saya bersama tim.

2165. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Bersama tim, ya?

2166. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ya.

264



2167.

2168.

2169.

2170.

2171.

2172.

2173.

2174.

2175.

2176.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik. Saudara menjelaskan apa?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ketika rekapitulasi akan dimulai, saya memohon izin kepada PPK
untuk menyampaikan sesuatu.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, apa yang Saudara sampaikan?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Saya sampaikan temuan yang cukup banyak, jumlah DPKTB se
Kecamatan Koja itu adalah 9.912 orang.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
9.0007?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
9.912 orang.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, terus?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Karena sedemikian banyak, kami meminta untuk cross-check di
TPSTPS yang DPKTBnya banyak tersebut.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi itu untuk seluruh PPK Koja?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ya.
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2177.

2178.

2179.

2180.

2181.

2182.

2183.

2184.

2185.

2186.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kumpulan dari semua TPSTPS, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik. Terus?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Saya sampaikan seperti itu, namun PPK Koja bertanya kepada
panwascam, apakah akan diberikan rekomendasi atu tidak? Awalnya

panwascam tidak merekomendasikan.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ujungnya, akhirnya?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Akhirnya saya ngotot, ACoba
minta dibuka satu TPS di Kelurahan Lagoa TPS 99.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
TPSLagoa ya, 99?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
99.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Di catatan kami C-1 ada DPKTB berjumlah 61 orang.

kita
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2187.

2188.

2189.

2190.

2191.

2192.

2193.

2194.

2195.

2196.

2197.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

61 orang?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ya. Kemudian, saya ngotot untuk dibuka kotak suaranya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik, terus?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Dan alhamdulillah, panwas rekomendasi dan dibuka saat itu.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Isinya bagaimana?
SAKSI DARI PEMO HON: SLAMET

Saya menghitung dan mencari dokumen-dokumen bersama
panwas dan PPK, ternyata tidak ditemukan form A-5.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bukan, yang maksudnya berapa orang yang Saudara temukan
setelah buka kotak suaranya?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
61 orang.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi, confirm dengan C-1 yang Saudara miliki?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, terus?
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2198.

2199.

2200.

2201.

2202.

2203.

2204.

2205.

2206.

2207.

2208.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Dan dari 61 orang tersebut, terdapat 20 KTP fotokopi KTP berasal
dari luar DKI.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Berasal dari luar DKI, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Itu pakai A-5, enggak?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Tidak ada.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tanpa A-5?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Tanpa A-5.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Itu KTP-nya satu daerah atau berlain-lainan daerahnya?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Berlainan.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Lain daerah, ya? Oke, terus selanjutnya?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Terus ditemukan juga 8 KTP di luar TPS tersebut.
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22009.

2210.

2211.

2212.

2213.

2214.

2215.

2216.

2217.

2218.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Di luar TPS ya?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Karena samplingnya seperti itu.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Cuma satu.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Satu. Saya minta untuk seluruh TPS untuk dibongkar dan dibuka,
kemudian kita periksa. Namun (...)

HAKIM ANGGOTA: PA TRIALIS AKBAR
Berapa semuanya itu se Kecamatan Koja itu berapa TPSnya?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Saya minta yang ada dari DPKTBnya cukup banyak, lebih dari 20
saya minta.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bukan, pertanyaannya, se-Kecamatan Koja TPSnya itu ada
berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Se-Kecamatan Koja TPSnya ada 553.
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22109.

2220.

2221.

2222.

2223.

2224,

2225.

2226.

22217.

2228.

2229.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
553 TPS. Yang dibuka cuma satu?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
TPS 99 Lagoa?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke. Terus?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Saya minta dibuka semua, yang terdapat DPKTBnya yang
bermasalah, namun tidak diloloskan oleh panwascam.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, tidak ada rekomendasi dari panwas untuk membuka yang
lain?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kecuali satu ini?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terus apa yang Saudara lakukan?
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2230. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Karena terbukti ada KTP daerah yang ada di sana, maka saya
menuntut pemilu ulang.

2231. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Waktu rekapitulasi itu?
2232. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya dan ada keberatan di form D-2.
2233. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh, jadi Saudara bikin keberatan resmi di form D-2?
2234. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Resmi, ya.
2235. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, tapi itu tidak ditindaklanjuti? Tidak dikabulkan?
2236. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Dikabulkan.
2237. HAKIM ANGG OTA: PATRIALIS AKBAR
Dikabulkan pemilu ulang?
2238. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Pemilu ulang.
2239. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Di mana?
2240. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

99 itu.

271



2241.

2242.

2243.

2244,

2245.

2246.

2247.

2248.

2249.

2250.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh, cuma di satu (...)
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Satu TPS. Saya mintanya sebenarnya banyak, tapi yang
direkomendasi cuma satu.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Satu TPS. Setelah pemilu ulang, bagaimana perbedaan hasil?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Jelas perbedaan hasil.Kalau di pemilu 9 April, jumlah selisih suara
Pasangan Nomor 1 kalah sebanyak (...)

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, sekarang kita ulang (...)
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
48 (...)
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sebelum ... gini-gini, waktu pemilu 9 April, ya, Pasangan Nomor 1
dapat berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
192.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
192. Pasangan Nomor 27?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

240.
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2251.

2252.

2253.

2254,

2255.

2256.

2257.

2258.

22509.

2260.

2261.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
240. PSUnya tanggal berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Tanggal 19.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
19?7

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Juli.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tadi rekapitulasi tanggal 13?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Lama sekali berarti.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya, saya enggak tahu kalau itu.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bukan, saya tanya waktunya betul?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Betul.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, PSU 19 Juli?
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2262. SAKSI DARI PEMO HON: SLAMET
Ya.

2263. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Hasilnya bagaimana?

2264. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Hasilnya, ternyata kebalikannya.

2265. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Bagaimana?

2266. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Prabowo menang selisih 9 suara.

2267. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Bukan, angkanya?

2268. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Angkanya?

2269. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kalau selisihnya, nanti kita hitung ramai-ramai.

2270. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ya. G1 nya saya tidak bawa, tapi yang saya ingat, selisih 9 suara
Prabowo menang.

2271. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Selisih 9 suara.
2272. SAKSI|I DARI PEMOHON: SLAMET

Ya, datanya mungkin bisa dilihat di KPU.
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2273.

2274.

2275.

2276.

2277.

2278.

2279.

2280.

2281.

2282.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bukan, itu urusannya Kuasa Hukum Saudara, ya. Jangan Saudara
minta dengan perintahkan Hakim yang minta melihat ke sana ya.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Siap, oke.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke. Apa lagi, cukup?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya. Kemudian, juga di tanggal 23 Juli.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
23 Juli.
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
2014, saya keluar rumah jam 21.00 WIB lewat di kecamatan ...
Kantor Kecamatan Koja, di situ banyak sekali polisi, ya karena di situ
banyak polisi, saya mengecek ke kantor kecamatan, ternyata sedang ada
persiapan pembongkaran kotak suara.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Pembongkaran apa?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Kotak suara.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kenapa?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Maksudnya?
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2283.

2284.

2285.

2286.

2287.

2288.

2289.

2290.

2291.

2292.

2293.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya ini kan katanya ada pembongkaran?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kenapa dibongkar?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya, saya cek, saya tanya PPK, ternyata mereka mendapatkan
surat dari KPUD Jakarta Utara, untuk membongkar sebanyak 113 kotak
suara.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Saudara sebagai Saksi tidak diberitahukan?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Tidak.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Atau Pasangan PraboweHatta diberitahukan apa enggak?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Tidak.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tidak, tapi kebetulan Saudara lewat?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terus, selanjutnya gimana?
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2294,

2295.

2296.

2297.

2298.

2299.

2300.

2301.

2302.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Setelah saya di sana, saya bertanya, apakah memang benar ada
pembongkaran? Karena ketika saya datang, di halaman kantor saya

sudah di sambut ol eh polisi, sayak | upa
SI amet , mar i, mar i, mari ! o Gitu kan. g
ditunggu dari tadi. o0 Seperti it u. Padal

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Wabh, berarti perjalanan Anda mujur sekali, berarti ya?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAME T

Ya, alhamdulillah selamat.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Selamat lagi. Baik, kalau begitu, apa yang terjadi?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ya, ketika itu, mereka bersiap-siap untuk membuka. Saya datang
sampai mungkin pukul 21.15 WIB, mereka siap-siap, saya tunggu,
nunggu ini, nunggu itu, mereka bilang sampai pukul 23.00 WIB, ya pukul
23.00 WIB, itu mereka baru bersiap-si ap €é apa namanya €
membuka kotak suara.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, Saudarahadir resmi sebagai Saksi?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Tidak karena saya tidak diundang.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Artinya, tapi Saudara hadir?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Saya hadir.
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2303.

2304.

2305.

2306.

2307.

2308.

23009.

2310.

2311.

2312.

2313.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Dan dipersilakan?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke. Pasangan Calon Nomor 2 juga hadir?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Hadir.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Saksinya?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Siapa?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Saya lupa namanya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, baik. Terus, jadi malam itu dibuka?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Y a, ketika ingin dibuka, saya mint a
sebelumnya, satu setengah jam selesai tiba, saya baru diberikan surat
undangan.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Akhirnya.
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2314.

2315.

2316.

2317.

2318.

2319.

2320.

2321.

2322.

2323.

2324.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Akhirnya, saya dapat undangan juga.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Alhamdulillah.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Alhamdulillah, selamat lagi.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Selamat lagi. Terus?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya, setelah selesai saya terima, saya baca itu surat dari panwas.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh,panwasc am at au ( €é)

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Panwas.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Panwascam atau (¢é)

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Panwas kota.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Panwas kota, oke.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ya.
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2325.

2326.

2327.

2328.

2329.

2330.

2331.

2332.

2333.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Undangan ya?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Isinya apa?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Pemberitahuan untuk membuka kotak suara.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Okelah.
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Kemudian, pukul 23.00 WIB lewat, itu akan dibuka kotak, saya
minta izin untuk berbicara. Saya katakan bahwasanya kalau PPK dan
panwas membuka kotak suara, ini adalah tindakan yang ilegal. Saya
bilang seperti itu.

fKalau ma,u silakan, dibuka. Nanti akan saya pidanakan.o Seperti
itu.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bukannya Saudara malah senang?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Saya kasih tahu kasihan, nanti mereka kalau dipenjara dan
sebagainya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tadi kan Saudara menuntut semua TPSTPS dibuka?
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2334.

2335.

2336.

2337.

2338.

2339.

2340.

2341.

2342.

2343.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ya, tapi tidak seperti itu caranya. Itu tanggal 23 Juli dan

keputusan (é)
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi Saudara keberatan?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ya, keputusan ¢é
Hasilnya pun sudah
di buka, ini berarti

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh, jadi sudah lewat waktu?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Seperti itu.

HAKIM ANGGOTA : PATRIALIS AKBAR
Oke, terus?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

y a (dibadalap ditKirld &in
ada, menur ut
bertentangan

Akhirnya mereka berkonsultasi kalangkabut juga, telepon sana-
sini, dan sebagainya. Saya nunggu setengah jam kurang-lebih, akhirnya

mereka tidak berani membuka kotak suara.

HAKIM ANGGOTA: PA TRIALIS AKBAR

Undangannya masih Saudara pegang?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bahwa itu adalah untuk membuka kotak suara?
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2344. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.
2345. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara tidak k onf i r masi , unt uk apa pembu
pembukaan itu?

2346. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Jadik al au ( é)
2347. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Atau ada kaitannya dengan pembuktian di sini atau bagaimana?
2348. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Kalau KPUD melayangkansurat ke PPK, rekomendasi panwas
untuk membuka kotak swuar a. Panwas juga
dapat surat dari panwascam maksudnya, dapat surat dari panwas kota
untuk membuka kotak.
2349. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, jadi singkat cerita, malam itu tidak jadi dibuka kotak itu?
2350. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Tidak jadi.
2351. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Betul?
2352. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Betul.

2353. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terus apa lagi yang mau disampaikan?
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2354.

2355.

2356.

2357.

2358.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Kemudian, tanggal 31 Juli 2014, saya bersama tim, sebelumnya
tanggal 30 mendapat SMS dan telepon dari staf KPUD Jakarta Utara
untuk menghadiri pembukaan kotak di 1.454 TPS.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
1.0007?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
454,

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Saya diSMS, kemudi an di tel epon,
mengundang pakai surat resmi, saya

Saya kasih alamatnya, tapi sampai besok tanggal 31 tidak ada
surat yang saya terima. Tapi karena sudah tahu jamnya jam 10.00 WIB,
saya ke sana. Setelah sampai di sana, sama kurang-lebih setengah jam
lah ya, saya baru dapat surat undangan untuk membuka.

Nah, itu pun setelah saya menerima, masih harus menunggu
sampai jam 16.27 WIB, baru akan dimulai pembukaan kotak.

Sebelumnya, setelah saya terima undangan, saya dikumpulkan
bersama ketua KPUD, panwas kota, pihak kepolisian, pasangan ... Saksi
Nomor 1 dan 2 di sebuah ruangan dan di-briefing oleh ketua KPUD.

Ketua KPUD bercerita bahwasanya mereka mendapat surat untuk
melaksanakan pembukaan kotak suara, surat dari KPU RI yang
bertanggal 25 Juli, nomornya saya lupa. Untuk membuka di 1.454 TPS,
seperti itu.

2359. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Se-PPK Koja?

2360. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

se-ke ...eh (...)
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2361. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Se-Jakarta Utara?
2362. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Se-Jakarta Utara.
2363. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, terus?
2364. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Terus di-briefing seperti itu, saya sampaikan dengan sangat tegas
dan langsung sama seperti saya sampaikan di Kecamatan Koja. Kalau di
Kecamatan Koja, mereka tidak jadi buka. Tapi kalau di KPUD Jakarta
Utara, mereka tetap ngotot akan membuka kotak suara.
2365. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Akhirnya dibuka apa enggak?
2366. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Akhirnya dibuka.
2367. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Berapa kotak dibuka?
2368. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Kita menyaksikan 10.
2369. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
10 kotak?

2370. SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Kotak suara dari 1.454 yang direncanakan akan dibuka.
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2371.

2372.

2373.

2374.

2375.

2376.

2377.

2378.

2379.

2380.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang dibuka hanya 10?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Tidak.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang dibuka hanya 10?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Tidak. Yang saya lihat.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang dibuka berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
10. Artinya adalah saya tidak tahu setelah saya pergi. Masalahnya
mereka tetap akan melaksanakan seluruh TPS tergbut, 1.454 kotak,
tidak peduli apakah ada saksi atau tidak.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, pertanyaannya yang Saudara saksikan pada saat itu yang
dibuka kotak itu berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

10.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

10. Terus yang bilang tidak tadi apa?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Artinya ... setelahnya.
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2381.

2382.

2383.

2384.

2385.

2386.

2387.

2388.

23809.

2390.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, jadi 10 kotak ya yang Saudara saksikan, ya? Saudara
meninggalkan tempat atau memang sudah selesai acara itu?

SAKSI DARI PEMOH ON: SLAMET
Belum.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Belum. Itu yang Saudara ketahui?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ada lagi yang diketahui?
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Saya buat keberatan.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
He eh.
SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Secara tertulis, setelah tadi secara lisan. Secara tertulis, saya
minta tanda terima karena mereka tidak menyediakan form keberatan
pembukaan kotak. Saya tulis tangan dan saya buat tanda terima
penerimaan surat keberatan.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ada tanda terimanya?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ada.
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2391.

2392.

2393.

2394.

2395.

2396.

2397.

2398.

2399.

2400.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik. Cukup? Ada lagi?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Dari saya cukup.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Cukup, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Tapi, kebetulan saya tidak sendiri di sana.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Bersama siapa?

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Bersama tim, salah satunya Pak Karim, ingin menambahkan
kejadian tanggal 31 Juli. Mohon izin, diperbolehkan?

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, Pak Karim tadi sudah, yang berkaitan dengan kesaksian Pak
Karim.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, ini saja dulu karena itu sudah di luar penyelenggaraan pemilu,
tapi ini kan buka kotak yang ada kaitannya dengan surat Pemohon. Jadi
itu nanti saja.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET

Ya.
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2401.

2402.

2403.

2404.

2405.

2406.

2407.

2408.

24009.

2410.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Yang berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
cukup?

SAKSI DARI PEMOHON: SLA MET
Cukup.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Cukup, ya? Ya, terima kasih.

SAKSI DARI PEMOHON: SLAMET
Ya, samasama.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara Hamid nanti saja, ya, belum disumpah, minta disumpah
dulu. Sekarang Saudara Anwar Setiawan.

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya, siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Anwar Setiawan ini akan menjelaskan mengenai PPK Kecamatan
Pulo Gadung, betul?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya, betul.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Waktu itu sebagai apa?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Saya sebagai saksi di PPK.
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2411.

2412.

2413.

2414.

2415.

2416.

2417.

2418.

24109.

2420.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saksi PPK Kecamatan Pul&adung, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Ya.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, silakan Saudara Anwar mau menyampaikan apa?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ada proses pemilihan
presiden yang tidak berlangsung dengan baik oleh penyelenggara
pemilu, terutama PPK.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Gini, gini. Jadi Saudara di sini diminta untuk menjelaskan apa
yang disaksikan.

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya, baik.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi tidak boleh menilai.
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya, baik.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Karena Saudara bukan juriya, jadi yang Saudara saksikan saja.
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Baik, berkenaan dengan DPKTB karena di PuldGadung itu DPKTB
nya 10.007 suara.
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2421.

2422.

2423.

2424,

2425.

2426.

2427.

2428.

2429.

2430.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

10.007?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

10.007 suara.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Ini bagi kami tidak biasa sehingga pada satu hari setelah tanggal

9, saya bertemu dengan PPK di PPS Pulo Gadung, bertanya mengenai
surat edaran KPPS yang mengenai fotokopi pemilih boleh menggunakan

fotokopi KTP.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ada surat edaran?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ada.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Dari?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Dari surat €é dari KPU
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh dari KPU provinsi.
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Nomor 404.

Provi

nsi

290

Daer

-

C



2431.

2432.

2433.

2434.

2435.

2436.

2437.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, isinya apa antara lain?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Antara | ain Ftu  di poin

dalam salinan DPT, atau DPK, atau DPTB KPPS harus:
a) Meminta memilih pemilih menunjukkan identitas kependudukan (KTP,

paspor, atau KK, atau resi, atau surat keterangan domisili dari
dan menyerahkan

kelurahan setempat yang masih berlaku),
fotokopinya. o

ket uj uh,

Sesuai keterangan dari PPK karena beliau cerita banyak juga
pertanyaan dari KPPS pada hari H, ini bagaimana banyak pemilih
menggunakan KTP, menunjukkan KTP. Sedangkan yang mereka tahu
menurut versi PPK bercerita bahwa itu boleh, gitu ya, hanya
menunjukkan KTP saja, sedangkan ketika kita bawa surat ini kepada
PPK, ALho bagai mana dpoimge7a. Dissilurbakan i ni ? 0

hanya menunjukkan karena

sebel

umny a

cuma hanya menunjukkan saja. Padahal di situ, di ujungnya itu adalah

menyerahkan fotokopi.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik, baik.

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Jadi berapa TPS, gitu ya, di Pulo Gadung itu ada yang tidak
menyerahkan fotokopi KTP-nya, seperti itu. Itu proses yang kita ajukan

keberatan ketika rekapitulasi di PPK.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
DPKTBnya 1.007?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
10.007.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

10.007?
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2438. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya.
2439. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

10.007 ya, itu berapa ininya? DPT-nya berapa se-Kecamatan Pulo
Gadung?

2440. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
DPT-ny a ¢é EKechmasarm Pulo Gadung=201.019.

2441. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
201.109 ya?

2442. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
201.0109.

2443. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
201.019. Yang datang memilih berapa?

2444, SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Pengguna hak pilih DPT itu 144.455.

2445. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
144.455?

2446. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
144.455.

2447. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
144.455?

2448. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Ya.
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2449.

2450.

2451.

2452.

2453.

2454,

2455.

2456.

2457.

2458.

24509.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Suara sahnyaberapa?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Jumlah suara sah 155.870.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ini 155.8707?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
155.870.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
155.870, enggak salah nih?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Yang datang itu hanya 144.455 yang mempergunakan hak pilih,

kenapa suara sahnya lebih besar?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Penggunaan hak pilih DPT total semuanya 144.455.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS A KBAR
Oke, ya baik.
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya, kan?
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya.
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2460. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Jumlah seluruh pengguna hak pilih totalnya 157.486.
2461. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh, berubah. 157?
2462. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
157.486.
2463. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
157. 486, ini sudah termasuk yang ( é)
2464. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
DPKTB.
2465. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
DPKTB, begitu ya. Oke, terus?
2466. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya, berkenaan dengan DPKTB yang begitu banyak jadi
kemungkinannya KPPS punya versi tersendiri, gitu ya, terhadap surat
edaran ini sehingga pemilih tidak diharuskan menyerahkan fotokopi KTP
dan itu dimaklumkan oleh PPK Pulo Gadung. Itu secara eksplisit
di el askan kepada saya ketika bertemu di
2467. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tapi dicatat?
2468. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Kenapa, Pak Yang Mulia?

2469. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Dicatat, enggak? Tidak menyerahkan fotokopi KTP, tapi kan
semua orang yang mempergunakan DPKTB itu kan harus tercatat.
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2470. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya.

2471. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Dicatat, enggak?

2472. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Setahu laporan di lapangan itu dicatat oleh KPPS, tapi ada juga
yang tidak.

2473. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, jadi ada yang dicatat, ada yang tidak?
2474. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ada yang tidak.
2475. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kan fotokopi KTR-nya kan enggak ada.
2476. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya.
2477. HAKIM AN GGOTA: PATRIALIS AKBAR
Terus? Silakan.
2478. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Ya itu ketika rekapitulasi di PPS, ya kan. Ada berapa TPS yang
memang bongkar kotak suara berkenaan dengan fotokopi tadi, gitu ya.

2479. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bagai man kenapg kok tiba-tiba dibongkar? Saudara
mengajukan keberatan apa enggak waktu rekapitulasi?
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2480.

2481.

2482.

2483.

2484.

2485.

2486.

2487.

2488.

24809.

2490.

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Waktu rekapitulasi saya juga mengajukan keberatan di PPK.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Yang Saudara ajukan, pertama adalah mengenai DPKTB?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

DPKTB.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ini yang tadi Saudara ceritakan?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Ya, betul.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terus apa lagi keberatannya?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Jadi di (é)
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Hanya ini?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Enggak, di salah satu PPS di Pulo Gadung di TPS 44, itu
ditemukan A-5 palsu. Nanti kawan saya dari PPS Pulo Gadung akan
menjelaskan.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oh, ada ya. Baik, mengenai DPKTB sudah selesai ini?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Ya, sudah selesai.
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2491. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Cukup?

2492. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Cukup.

2493. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik, cukup ya. Ini ada pertanyaan dari Yang Mulia Pak
Wahiduddin Adams, silakan.

2494. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, ini saksi menyebut tadi DPT 201.109.
2495. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
201.0109.
2496. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kemudian, pemilih yang menggunakan haknya 144.455, ya.
Suara sah=157.486, yang selisih ini disebutkan menggunakan DPKTB,

ya.

2497. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, DPKTB.
2498. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ini kalau kita lihat begini tidak € jauh, bukan 10.007, 13.031.
2499. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Jadi, ada DPTB, Pak.
2500. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.
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2501.

2502.

2503.

2504.

2505.

2506.

2507.

2508.

25009.

2510.

2511.

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Jadi , t ot kedelurdhan tpenggania hak pilih totalnya itu
157.486. Yang 144.455 itu adalah pengguna hak pilih dalam DPT. Kan
itu runutannya di bawah ada.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, selisihnya?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Ada DPTB, ya kan, yang nomor dua itu. Ada DPK, ada DPKTB.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Yang DPKTB itu 10.007.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Yang DPTB, berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Yang DPTB =2.692.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

2.692?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

2.692.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

2.692, baik. Ya, ada selisih sedikit, ya. Cukup, Saudara Anwar?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Selanjutnya, ini masalah bongkar kotak, ya.
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2512.

2513.

2514.

2515.

2516.

2517.

2518.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Jadi, ketika itu tanggal 31 Juli.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
31 Juli.

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

31 Juli, kita dapat informasi dari PPK bahwa mereka akan
melakukan rapat berkenaan dengan surat edaran dari KPU Kota
mengenai bongkar kotak suara, berkenaan dengan sengketa pilpres.

Lalu, kita sampaikan apakah itu tidak bertentangan dengan
hukum, begitu, ya karena saya tahu PPknya paham dengan itu. Dia
bil ang, nya, kita setuju tidak bongkar
malam itu mereka rapat antara PPK, PPS, kemudian didatangi juga oleh
KPU Kota, begitu, ya. Akhirnya, mereka setuju untuk bongkar kotak.

Menurut informasi yang kami terima, padahal PPS itu tidak setuju
dengan bongkar kotak karena surat yang
70, itu terakhir berlaku tanggal 31 Juli. Di poin 4 itu dikatakan bahwa
selambat-lambatnya pengumpulan isi kotak suara itu tanggal 31 Juli, jam
16.00 sore, di PPK.

Sedangkan malamnya mereka baru rapat, dan itu dijelaskan oleh
ketua PPK dfAlni sur at bagai mana? | ni S
jawaban KPU Kota, menurut cerita PPK, akan ada surat revisi. Dan pada
akhirnya mereka melakukan bongkar kotak pada keesokan harinya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Tetap dilakukan?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Tetap dilakukan.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Berarti tanggal 1 September?
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25109.

2520.

2521.

2522.

2523.

2524.

2525.

2526.

2527.

2528.

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAW AN
1 Agustus.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
1 Agustus.

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

1 Agustus. Itu besoknya sekitar jam 14.00 WIB. Kebetulan karena

ketua PPK menginformasikan kepada saya bahwa dia berada di PPS

Kaum, Jatinegara Kaum, makasaya berada di Jatinegara Kaum.
Di Jatinegara Kaum itu dibongkar sebanyak 18 TPS.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ok e, i ni sekarang enggak wusah
Jakarta Timur, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Ya, Jakarta Timur.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang yang ini aja é tempat
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Ya, itu PPSnya, Pak. Saya kan PPK Pulo Gadung, PR8ya itu
Jatinegara Kaum, Kelurahannya.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh, itu Jakarta Timur, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Jakarta Timur.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oh, baik, baik. Dikira saya tadi Jakarta Utara. Ya, lanjut.
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2529.

2530.

2531.

2532.

2533.

2534.

2535.

2536.

2537.

2538.

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya, seperti itu.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, ya. Saudara waktu masalah DPKTB ini, melaporkan ke
panwascam?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Kita melapor ke panwascam.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Rekomendasinya, apa?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Panwascam bil ang durGtkeberdiandi DA-X,i &
saja.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Enggak ada pembongkaran?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Pembongkaran itu dilakukan di PPS. Di PPS, di masingnasing
PPS.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, yang mana? Kapan itu?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Itu pas rekapitulasi di PPS.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pas rekapitulasi.
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2539. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Di PPS. Dari tanggal 10 sampai tanggal 11 di semua PPS di Pulo
Gadung.

2540. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi, ada rekomendasi dari panwascam?
2541. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ada.
2542. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ada, ya?
2543. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya.
2544, HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke. Nanti silakan ditunjukkan. Cukup, ya?
2545. SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Cukup, itu saja.
2546. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Baik. Silakan.
2547. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Sedikit.
2548. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, Pak.
2549. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara S&si, saya ingin ketegasan
saja. Tadi, Saudara menjelaskan bahwa ada pemilih DPKTB yang
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2550.

2551.

2552.

2553.

2554.

2555.

2556.

2557.

2558.

2559.

ternyata tidak terdaftar di C -7, C-7 itu yang daftar orang yang datang
memilih. Ada yang tidak terdaftar, ada yang terdaftar. Saya ingin
ketegasan Saudara, apakah Saudaa melihat sendiri bahwa memang ada
pengguna DPKTB yang tidak masuk di G7?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Tidak.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Dar i mana Saudara mendapat informasi

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Berdasarkanlaporan teman-teman di TPS.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Laporan teman-teman siapa itu?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Saksi.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Saksi dari?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Prabowo, Nomor 1.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Saksidari TPS mana?

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN

Di beberapa TPS, di Pul o Gadung.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tidak ingat. Berarti hanya menerima laporan saja?
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2560.

2561.

2562.

2563.

2564.

2565.

2566.

2567.

2568.

2569.

2570.

SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Menerima laporan.
HAKIM ANGGO TA: ASWANTO
Saudara tidak melihat sendiri?
SAKSI DARI PEMOHON: ANWAR SETIAWAN
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Baik, terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya. Saya kembalikan ke Ketua. Dilanjutkan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, lanjut. Muhamad Hizal Wijaya.
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ya, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, Saudara alamat tempat tinggal di mana?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Di Jalan Perintis Kemerdekaan, RT 009/RW 002, Pw Gadung,

Jakarta Timur.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Saat pemilu sebagai apa?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Sebagai Saksi PPS, Kelurahafulo Gadung.
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2571.

2572.

2573.

2574.

2575.

2576.

2577.

2578.

2579.

2580.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
SaksiPPS Kelurahan Pulo Gadung, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD  HIZAL WIJAYA
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Saudara hadir pada saat rekapitulasi di tingkat PPS?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Saya hadir saat rekapitulasi di PPS.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa yang terjadi pada saat itu? Apakah Saudara mengajukan
keberatan?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Ya. Jadi, kan pertama awal itu kita melihat di form C-1 yang kita
punya, itu kita melihat jumlah DPKTB di masing-masing TPS di Kelurahan
Pul o Gadung. Di situ terjadi (é)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, sebentar. Di Pulo Gadung ini berapa TPSnya
jumlahnya?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ada 44 TPS.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
44 TPS?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Ya.
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2581.

2582.

2583.

2584.

2585.

2586.

2587.

2588.

2589.

2590.

2591.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Pada saat rekap, Saudara sudah memegang 44 TPS ini?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL  WIJAYA
Ya, form C-1 nya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Form C-1 nya. Dari 44 TPS ini berapa DPTKBnya?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Itu jJumlahnya ada DPKTB 1.589.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
1.589?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
1.589.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, DPTFnya di PPS Pulo Gadung berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
DPT-nya 27.396.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

27.396, ya. Nah, pada saat Saudara melihat ini,
mengajukan keberatan kepada PPS?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Keberatannya apa pada saat itu? Permintaannya apa?

Saudara
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2592. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Pernyataannya itu sesuai dengan surat keberatan yang saya tulis
di form D-2, di situ kan tertulis pada surat edaran KPUD DKI Jakarta
yang tadi telah disebutkan oleh rekan saya di saksi PPK, di situ harus
menyerahkan fotokopi KTP. Tetapi pada kenyataan dalam rekapitulasi,
maka dari itu kan ada jumlah DPKTB yang lebih dari 2%, maka itu saya
menyatakan untuk membongkar kotak, melihat apakah ada di dalam itu
yang termasuk itu tadi, fotokopi KTP.
2593. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, Saudara minta untuk 44 TPS seluruhnya?
2594. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Itu ada 35 TPS yang saya minta untuk dibongkar.
2595. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Apakah dibongkar oleh PPS?
2596. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ya, dibongkar.
2597. KETUA: HAMDAN ZOELVA
35?
2598. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ya.
2599. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Lal u di 35 itu ditemukama?er apa DPT
2600. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ini salah satu saja, ya, Pak, dari TPS 31, ya.

2601. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak, totalnya, totalnya.
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2602.

2603.

2604.

2605.

2606.

2607.

2608.

26009.

2610.

2611.

2612.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Saya tidak mentotal.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak dapat. Yang ada data sama Saudara di TPS berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Di sini ada TPS 31, contoh ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Di sini A-5, pertama DPT-nya itu ada 635 dan A-5 nya sebanyak
97.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
97, A-5?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Dan pengguna di DPKTBnya 109.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
DPKTB.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD  HIZAL WIJAYA

DPKTB, fotokopi KTP.
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2613.

2614.

2615.

2616.

2617.

2618.

2619.

2620.

2621.

2622.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Ya. Dan saat pemilihan yang menggunakan hak pilih, DPTFnya itu
ada 440, form A-5 nya 97, dan DPKTBnya 109.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

109?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

1 TPS itu?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Ya. Begitu kita bongkar, ternyata fotokopi KTP-nya kosong, sama

sekali tidak ada, 109 itu.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ada fotokopi KK (Kartu Keluarga)?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Tidak ada. Sama sekali kosong.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

KTP tidak ada?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Ya.

Dan

di

situ

(€é)
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2623.

2624.

2625.

2626.

2627.

2628.

2629.

2630.

2631.

2632.

2633.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tapi daftar orang-orang memilih ada C-7 nya?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ada.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
C-7 nya?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Di form itunya ada, di AT khusus, ya masuknya?
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Yang 109 orang ini ada daftar namanya di situ?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ada. Tapi fotokopi KTP-nya kosong, tidak ada.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Kosong. Oke.
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Terus A-5 nya hanya ada 5.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Hanya ada 5 dari 977
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Dari 97.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke. Terus?
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2634.

2635.

2636.

2637.

2638.

2639.

2640.

2641.

2642.

2643.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Terus tadi yang sudah disebutkan dari rekan saya di TPS 44 itu
ada sebanyak A5 sejumlah 44 A-5. Setelah kita bongkar, ternyata ada
12 A-5 hasil download atau palsu yang tidak ada tanda tangan dari PPS.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Berapa? 127

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
12.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Yang sisanya tidak ada?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Sisanya tidak ada ¢é sisanya
palsu.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, 12 yang A-5 palsu, yang Saudara anggap palsu, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke. Terus yang TPS 44 DPKTBya berapa di situ?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
DPKTBnya ada 14.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

14?

ada
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2644.

2645.

2646.

2647.

2648.

2649.

2650.

2651.

2652.

2653.

2654.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Apakah ada KTRnya?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
KTRnya ada namun ada 5 KTP
dilihat dan difoto oleh Saksi Nomor 1, nomor 2. 0 Di
sangat rancu sekali itu di belakang fotokopi KTP-nya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, harusnya ditandai oleh para saksi masingmasing.
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ya, itu tapi fotokopi daerah tanpa ada A-5 nya juga, ada 5.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke, terus di TPS lain apa hanya 2 TPS ini?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ada 6, Pak.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ada 67
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Sama kasusnya?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA

Sama kasusnya, tidak ada A5 dan tidak ada fotokopi KTP.

S

t
[

u
t

312

u

di

be
di t



2655.

2656.

2657.

2658.

2659.

2660.

2661.

2662.

2663.

2664.

2665.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak ada A-5, tidak ada fotokopi KTP?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Jadi, total yang DPKTB di Kelurahan Pulo Gadung 1.589 tadi?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke. Hanya itu saja atau ada hal lain? Cukup?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMAD HIZAL WIJAYA
Cukup, Pak.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Yan Sumarna?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Ya, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Alamat?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Jalan Lestari, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Saudara benar saat itu saksi PPK Pasar Rebo?

313



2666.

2667.

2668.

26609.

2670.

2671.

2672.

2673.

2674.

2675.

2676.

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Selain PPK di Pasar Rebo, saya
KETUA: HAMDAN ZOELVA
PPSKalisari?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Sekarang Saudara mau menerangkan PPS Kalisari atau PPK?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Mungkin dari bawah dulu, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Dari?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Dari bawah, PPS Kalisari.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Dari PPS dulu?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Saudara hadir pada saat itu?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Hadir, Yang Mulia.
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2677.

2678.

2679.

2680.

2681.

2682.

2683.

2684.

2685.

2686.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Apa yang terjadi yang mau Saudara terangkan pada saat

rekap di situ?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Ketika tanggal 10 itu langsung rekapitulasi di tingkat kelurahan,

Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
He em.

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Dari sana, TPS berjalan seperti biasa awalnya. Namun ada usulan

dar i salah satu é ada

KETUA: HAMDAN ZOELVA

orang PPK (é)

Tunggu dulu. Saya tanya dulu, ini berapa TPS di PPS KA s ar i

Kalisari ini?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
44, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
TPSnya 44. DPT-nya berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Sebentar, Yang Mulia. DPFnya 29.756.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

29. 756 é 29.756.

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

24.6109.

Yang

menggunakan
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2687. KETUA: HAMDAN ZOELVA
24.619. Suara sah?

2688. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
24.374.

2689. KETUA: HAMDAN ZOELVA
24.374. Suara tidak sah?

2690. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
245.

2691. KETUA: HAMDAN ZOELVA

245. Yang dalam catatan Saudara yang menggunakan DPKTB
berapa?

2692. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Kalisari=1.478.
2693. KETUA: HAMDAN ZOELVA
1.4787
2694. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
1.478.
2695. KETUA: HAMDAN ZOELVA
1.478. Yang menggu+sakan hak pi
2696. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Yang menggunakan apa, Majelis?
2697. KETUA: HAMDAN ZOELVA

A-5, A-5? A5 surat pindah.
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2698.

2699.

2700.

2701.

2702.

2703.

2704.

2705.

2706.

2707.

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Saya tidak ada datanya, Pak Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak ada?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pada saat rekapitulasi itu yang Saudara persoalkan yang DPKTB
ini?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Betul, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Betul. Terus apa sikap dari PPS saat Saudara mempersoalkan itu?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

AwalnyaPP S i ni tidak é tidak menyebut ke

kepada saksi, AKita ti-nmyaberagadakillakilya h me ml
ber apa, DPK apa é berapa, segal a macanm
perol ehan suara | angsung saja, o0 gitu.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke, terus?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Dan itu kita protes.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em.
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2708.

27009.

2710.

2711.

2712.

2713.

2714.

2715.

2716.

2717.

2718.

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Kita protes, ATiI dak

kami perlukan adalah data di sini.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
He em.

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

bi s a, Pak, o

Akhirnya dari PPS tidak menanggapi protes yang disampaikan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak menanggapi protesnya?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
He eh.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
PPL ada di situ?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Ada.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

PPL e PPL ada tanggapan

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Tidak ada, diam saja.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada. Jadi
menanggapi?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Betul.

Saudar a

dar i PPL?

protes,
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2719. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, terus?
2720. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Ya, itu akhirnya yang ketika itu terus berjalan penghitungan
suar a, tidak é dan kami tetap terus ¢
mereka hanya menyebutkan total jumlah pemilih saja, gitu. Jadi,
ujungnya saja yang €& yang disebut kan.
2721. KETUA: HAMDAN ZOELVA
He em.

2722. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Sehingga setelah selesai penghitungan atau rekap di Kalisari, kami
naik ke atas ke tingkat PPK.

2723. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tapi pada saat rekap di Kalisari, Saudara buat keberatan tertulis?
2724. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Tidak, tidak saya buat. Karena tadi, Pak Yang Mulia, kami baru
merasa atau baru é setelah selesai rek e

2725. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baru sadar?
2726. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Karena tidak dibacakan jumlah DPT t
dil akukan oderha ét isdaarka ki ta cross €& cCcr 0
PPS tidak menanggapi protes kami, akhirnya kami mulai menemukan itu
ketika proses rekap di kelurahan selesai.

2727. KETUA: HAMDA N ZOELVA

Oke, sekarang di tingkat kecamatan, ya?
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2728.

2729.

2730.

2731.

2732.

2733.

2734.

2735.

2736.

2737.

2738.

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Ya, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tingkat kecamatan berapa jumlah TPS di seluruh kecamatan itu?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Saya tidak (¢é)
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak tahu?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Tidak ingat. Ya, tidak tahu.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak ingat, ya. Tidak ingat. DPT-nya, tahu?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
DPT=128.193.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
128.193. Yang menggunakan hak pilin?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
107.477.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
107.477. Suara sah?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

106.456.
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2739.

2740.

2741.

2742.

2743.

2744.

2745.

2746.

2747.

2748.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
106.456. Tidak sah?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
1.021.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

1.021. Nah, pada saat itu berapa yang menurut catatan Saudara
yang menggunakan DPKTB?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Saya sudah menyampaikan kepada PPKhya, hampir di setiap TPS
itu ada DPKTB yang tidak wajar.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Enggak, totalnya berapa yang menggunakan DPKTB di sini?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Mohon maaf.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Satu kecamatan?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
6.774.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

6.774. Pada saat tingkat PPK adanya DPKTB yang banyak ini
Saudara protes?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Ya, saya menyampaikan form keberatan DA 2.
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2749.

2750.

2751.

2752.

2753.

2754.

2755.

2756.

2757.

2758.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Secara lisan Saudara sampaikan?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Sudah saya sampaikan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Apa tanggapan dari PPK?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Saya kema ¢é waktu
€ secara r-2smugdi d®di

It u, ATol ong
itu tidak é dar.i

menjadi form keberatan, menjadi catatan buat kami, dan akan kami

teruskan ke atas.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Saudara lapor ke panwascam?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Panwascam ada di situ, saya rasa tahu, dan itu tanda tangan juga
di apa ¢é di Berita Acar a.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Jadi ¢é jadi, tidak
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Tidak.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak. Oke, itu saja cukup?
SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Cukup, Yang Mulia.

secar a

khusus
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2759.

2760.

2761.

2762.

2763.

2764.

2765.

2766.

2767.

2768.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ada tambahan sedikit, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, saya ingin ketegasan

Saudara. Dari 6.774 DPKTB?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Betul, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu Saudara tahu bahwa jumlahnya segitu?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Ya, betul, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Apakah itu dicantumkan dalam form AT khusus?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

Form?

HAKIM ANGGOTA: ASWANT O

Form AT, AT Kkhusus. T e mp/adda AT

khusus untuk mencatat orang-orang yang masuk dalam DPKTB yang
menggunakan pilihnya?

SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA

nya.

Saya mendapatkan ini dari PPK juga. Jadi, ada di sini total DPKTB
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2769. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Saudara pernah melihat form AT khusus?
2770. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Belum pernah.
2771. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Bagaimana Saudara mengetahui bahwa ada 6.774 kalau tidak
melihat itu?

2772. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Ada di total ini, Pak Yang Mulia.
2773. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Bai k (¢é)
2774. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Di total rekapitulasi PPK.
2775. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Baik. terima kasih, Yang Mulia.
2776. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik, cukup. Selanjutnya, Maryono.
2777. SAKSI DARI PEMOHON: YAN SUMARNA
Terima kasih.
2778. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Terima kasih, ya. Maryono, ada? Ya.
2779. SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Ya, Yang Mulia.
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2780.

2781.

2782.

2783.

2784.

2785.

2786.

2787.

2788.

2789.

2790.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Alamat? Tempat tinggal, di mana?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Tempat tinggal di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta

Timur.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara, Saksi dari Nomor 1 di PPK Kramat Jati, betul?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Ya, betul.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saksi. Saudara hadir di sana pada saat itu? Pada saat rekapitulasi?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Kami hadir ketika
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Dari awal sampai akhir?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

rekapitul asi

Sampai akhir tanggal 11 Juli 2014 bersama dua orang rekan kami.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di Kramat Jati ini berapa TPS totalnya?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Kramat Jati, totalnya ada 315 TPS.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

315 TPS?
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2791.

2792.

2793.

2794.

2795.

2796.

2797.

2798.

2799.

2800.

2801.

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Berapa DPFnya?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
DPT-nya ada 187.960.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
187.960?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang menggunakan hak pilih, berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Yang menggunakan hak pilih sebanyak 151.537.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Suara sah?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Suara sah=150.083.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

150.083. Suara tidak sah?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Suara tidak sahnya ada 1.454.
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2802.

2803.

2804.

2805.

2806.

2807.

2808.

28009.

2810.

2811.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

1.454. 1. 454. Yang e menur ut cat
menggunakan DP é DPKTB, berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Yang kami catat, data kami ada 9.298.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
9.2007?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
9.298.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
9.298?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Apakah 9.298 ini tersebar di seluruh TPS?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Ya, hampir € hampir seluruh TPS ad
antara 10 sampai ada yang sampai 100-an.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nah, pada saat rekapitulasi, apa permintaan Saudara kepada PPK
atas masalah DPKTB?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Kami minta kepada PPK bahwa untuk ini, perlu dicek ulang di
masing-masing atau bahasa kami adalah bongkar kotak suara untuk

mengetahui apakah DPKTB i ni sudah se ¢é
dengan misalnya dengan KTP di lampiran( é )
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2812.

2813.

2814.

2815.

2816.

2817.

2818.

28109.

2820.

2821.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, pada saat rekap itu, Saudara minta membongkar kotak
suara?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Apakah dikabulkan oleh PPK?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
PPK memberikan jawaban bahwa itu masukkan ke dalam catatan
keberatan Saudara dan nanti akan kami teruskan ke atasnya, yaitu ke
KPUD untuk bahan masukan di KPUD dan akan diselesaikan di KPUD
kota.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Dan Saudara buat di dalam formulir C?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Kami buat dalam formulir keberatan di D-2.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Di DA-2?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Di DA-2? Saudara, buat secara tertulis?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Ya, secara tertulis.
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2822.

2823.

2824.

2825.

2826.

2827.

2828.

2829.

2830.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah Saudaramelapor ke panwascam?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Kalau melapor secara khusus ke panwascam tidak ada karena
memang ketika rekapitulasi ada panwascam dan panwascam juga
kondi si I tu

menyetuj ui
meneruskan ke atas.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah hanya persoalan ini yang Saudara persoalkan pada

rekapitulasi?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

dan

akhi

rnya €

Tidak, itu satu, ya. Terkait dengan DPKTB yang jumlahnya cukup

signifikan. Kemudian yang kedua adalah kasus yang kami alami di

Kelurahan Cawang, khususnya di TPS 19, 20, dan 37.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
He em.
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Jadi, di situ ada
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tadi, TPS berapa tadi? Cawang?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
TPS 19, 20, dan 37.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

TPS 19, 20, dan 37. Oke.

é

n

dar i

é
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2831.

2832.

2833.

2834.

2835.

2836.

2837.

2838.

28309.

2840.

2841.

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Ya. Jadi, laporan dari saksi kami yang di TPS bahwa sekitar pukul
11.00 WIB, kurang-l ebi h, ada permintaan dari ( é)

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Pukul 11.00 WIB, tanggal berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Tanggal ¢é pemilu itu tanggal 8 €& eh,
KETUA: HAMDAN ZOELVA
9?7
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Ya, ketika terjadi ( é)
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Jadi, pukul 23.00 WIB, malam, maksudnya?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Bukan, maaf, pukul 11.00 WIB, siang.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Pukul 11.00 WIB.
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Ketika terjadi pemilihan pilpres.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke.
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Ada i nfor masi dar i saksi k ami bahw:
PPL, sori, kemudian PPS meminta untuk pengambilan sejumlah surat
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2842.

2843.

2844.

2845.

2846.

2847.

2848.

2849.

suara di tiga TPS itu untuk melakukan pencoblosan di Rumah Sakit UKI
dan BNN.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, PPS minta kertas suaradari tiga TPS ini untuk dipergunakan
di Rumah Sakit UKI?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Rumah Sakit UKI dan BNN.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Rumah Sakit UKI dan BNN. Terus?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Yang jumlahnya di TPS 19 itu ada 100 kertas suara, di TPS 20 ada
30 kertas suara, dan di TPS 37 ada 50 kertas suara. Totalnya dari 3=180
kertas suara.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

180 kertas suara?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke. He eh.
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Dan itu permintaan itu disampaikan mendadak kepada kami dan
diminta kami untuk menyediakan saksi yang ketika itu dan kami merasa
tidak siap karena tidak ada pemberitahuan. Mereka memberikan opsi
kepada kami, pilihan adalah bahwa saksi yang ada di sekitar itulah yang
akan berangkat ke sana. Tentunya kami keberatan karena di TPS yang
bersangkutan juga tetap berlangsung pemilihan. Akhirnya, kami tetap
keberatan dan akhirnya mereka tetap ke sana, didampingi dari PPL,

kemudian dari KPUD, ada dari unsur kepolisian melakukan pencoblosan
di | okasi yang tadi di sebut kan di
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2850. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Di dua rumah sakit?
2851. SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Rumah sakit di BNN. Kemudian, kami protes seketika itu kepada
PPS. Ketika itu,kami di TPS 37, jadi di TPS 37%nya, bukan di TPS 19, 20,
kami datangi satu tempat, kami berdua dengan rekan saya dari PPK
untukmenga € menya € mempr englettgak wara. ka t er
Karena ternyata, ketika sudah dilakukan pencoblosan, kertas suara itu
langsung dimasukkan ke kotak yang tadi dan dicampur, dan dilakukan
penghitungan suara.

Kemudian kami protes, tapi ternyata kami ditanggapi dengan
kurang baik, bahkan kami sempat diintimidasi dan dimarah-marahi,
sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan masyarakat sehingga
seolah-olah (...)

2852. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tunggu dulu. Yang mengintimidasi siapa? Yang mengintimidasi
Saudara?

2853. SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Jadi, petugas TPS membentakbentak kami karena kami sebagai
... dibilang sebagai pengacau, sehingga menimbulkan kemudian emosi
warga yang ada di sekitar situ, dan kami diusir.
2854. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oleh?
2855. SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Oleh masyarakat dan oleh petugas TPS di situ, kami tetap
keukeuh ya mungkin, artinya tetap di situ untuk ... tap i ternyata
kemudian kami dilerai oleh PPL panwas untuk kemudian kami dibawa ke
kelurahan, ke PPS.
2856. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi itu Saudara sendiri yang mengalami?
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2857.

2858.

2859.

2860.

2861.

2862.

2863.

2864.

2865.

2866.

2867.

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Ya, saya sendiri dan berdua dengan temanteman.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saat itu, apakah sampai selesai penghitungan?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Ya, sampai penghitungan kami tunggu di situ dan kemudian kami
lanjut (...)

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Sudah tanda tangan?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Tanda tangannya, proses tanda tangannya ternyata sudah
dilakukan oleh saksi yang di dalam.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara ingat berapa perolehan suara Nomor Urut 1 di situ? 19?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Perolehan Nomor Urut 1, sebentar.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

TPS 109.
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Jadi kalau TPS 19 itu perolehan ini, ya, Nomor Urut 1 ada 331.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

331.
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Nomor Urut 2=252.
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2868.

2869.

2870.

2871.

2872.

2873.

2874.

2875.

2876.

2877.

2878.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
252.

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Dengan DPT=610.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
TPS Nomor 207?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
TPS Nomor 20 itu perolehan suara Nomor Urut 1=259.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
259.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Nomor Urut 27?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
264.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
264.

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Ya. Kemudian yang TPS 37=268.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

268.
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2879.

2880.

2881.

2882.

2883.

2884.

2885.

2886.

2887.

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Nomor Urut 1. Dan yang Nomor Urut 2 adalah 331.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

3317
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke. Cukup, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Kemudian, keberatan itu kami sampaikan di PPS juga dan PPS
juga ... ketua PPS dia mengakui kondisi itu, dia bahwa ini sebenarnya
sudah jauh-jauh hari direncanakan untuk itu, tapi kami tidak ... yang
keberatan kami adalah kenapa kami saksi tidak diberikan, sementara

saksi yang dari mitra kami dia dikasih tahu informasi itu. Jadi, kami tidak
menyiapkan sementara dari (suara tidak terdengar jelas) menyiapkan

()

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saya mau tanya begini. Apakah selesai itu, G1 nya yang sudah
dsiisi Sawdara bawa pulang? Dikasih?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
C-1 dikasih.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dikasih. Pada saat membawa 180 kertas suara ke rumah sakit,
tidak ada saksi Saudara yang ikut?

SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Tidak ada karena memang kami tidak menyediakan.
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2888.

2889.

2890.

2891.

2892.

2893.

2894.

2895.

2896.

2897.

2898.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak ada?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tapi yang dari Pasangan Nomor Urut 2 ada?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Yang untuk di 37 ada.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ha?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Yang untuk di 37 ada, di saksi di TPS 37 yang dibawa yang 50
kertas ke UKI itu ada.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada.
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

Didampingi saksi dari Nomor Urut 2.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tapi dari TPS yang lain tidak ada?Kan ada 3 TPS itu?
SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO

TPS yang lain, yang terutama dari kami enggak ada.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak, dari Nomor Urut 2?
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2899. SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Nomor Urut 2 kami tidak (...)

2900. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak tahu?

2901. SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Ya.

2902. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Okelah. Cukup, ya?

2903. SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Oke.

2904. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik, terima kasih.

2905. SAKSI DARI PEMOHON: MARYONO
Terima kasih, Yang Mulia.

2906. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, Herika.

2907. SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA
Baik, Pak.

2908. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Alamat di mana?

2909. SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Alamat di Jalan Garuda Bawah Nomor 1 Kelurahan Bintaro,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
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2910.

2911.

2912.

2913.

2914.

2915.

2916.

2917.

2918.

29109.

2920.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara Saksi Nomor Urut 1 di TPS 2Kelurahan Bintaro, betul?

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA
Ya, benar.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Benar, ya. Pada saat itu Saudara bertugas?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA
Benar, ketika itu saya bertugas.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Dari awal sampai akhir?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA
Dari awal sampai akhir.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Jam berapa datang ke TPS?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA
Jam 07.00 WIB.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Jam 07.00 WIB. Selesai hitung jam berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Selesai hitung sampaijam 16.00 WIB kurang-lebih.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jam 16.00 WIB. Apa masalahnya di situ?
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2921.

2922.

2923.

2924.

2925.

2926.

2927.

2928.

2929.

2930.

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Masalahnya kami menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh

(...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

PPSkelurahan yang kami temukan adalah dua alat bukti. Yang
pertama adalah surat edaran dari PPS Kelurahan bernomor 22/PPSBRT
7-2014, dan pengumuman dengan stempel dari PPS Kelurahan Bintaro
yang intinya dalam pengumuman tersebut adalah (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tanggal berapa itu?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Tanggal 9.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

9 Juli?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Dia keluarnya tanggal 8.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tanggal 8, tapi Saudara terima tanggal 9 Juli?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Saya menerimanya ketika saya datang ke TPS untuk memberikan
surat mandat jam 00.00 WIB ke TPS tersebut bertemu dengan ketua
TPSnya, dan saya menemukan surat tersebut.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Edarannya apa? Mengenai apa?
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2931.

2932.

2933.

2934.

2935.

2936.

2937.

2938.

2939.

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Edarannya adalah pemilih pengguna A5, PM-1, dan KTP dapat
melakukan pencoblosan di TPS mana saja yang ada di wilayah Kelurahan
Bintaro tanpa memerhatikan nomor TPS yang tercantum di surat
keterangan tersebut.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Satu pemilih A-5, terus apalagi yang satu lagi?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

PM1 dan KTP.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

PM1 dan KTP?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Ya. Saya ulangi lagi, pemilih pengguna A5, PM-1, dan KTP dapat
melakukan pencoblosan di TPS mana saja yang ada diwilayah Kelurahan
Bintaro tanpa memerhatikan nomor TPS yang tercantum di surat
keterangan tersebut.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke. Terus di TPS Saudara berapa yang menggunakan A5?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Yang ... DBKTBnya ... tidak A-5, yang saya temukan adalah surat
domisili PM-1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Enggak A-5, ada enggak yang menggunakan A-57?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Tidak ada.
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2940.

2941.

2942,

2943.

2944,

2945.

2946.

2947.

2948.

2949.

2950.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak ada, yang menggunakan surat domisili?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA
10 orang.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
10 orang. Domisili di Kelurahan Bintaro?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA
Kelurahan Bintaro.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
KTP?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA
KTP |u é daerah.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
KTP daerah, berapa orang?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA
Semuanya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya berapa semuanya?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA
10 orang.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, | adi mereka punya sur at

domi si
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2951.

2952.

2953.

2954,

2955.

2956.

2957.

2958.

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Punya surat domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Bintaro, tapi

tanpa melampirkan fotokopi KTP.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tahunya Saudara KTP daerah dari mana ini?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Di surat keterangan ¢é surat

domi si

nama pemilih, kemudian nomor KTP-nya, KTP daerah dan di situ

dicantumkan bahwa yang bersangkutan adalah warga di RT dan RW

setempat.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pada saat itu Saudara protes atautidak menggunakan

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Pertama saya protes ke ketua KPPSnya tentang hal surat ini.

Namun karena mereka berdalih bahwa mereka hanya menjalankan saja

dan tidak bisa menolak hal ini. Ya, kemudian saya dengan tim

berkoordinasi untuk menanyakan ke ketua PPSnya, Pak Sulaiman.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ketua PPS bilang apa, kok ada surat seperti ini?

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Jawabannya normatif, dia bilang bahwa yang dimaksud dengan
dia adalah bahwa pemilih yang setempat. Tapi sebenarnya di dalam
surat edaran dan pengumuman yang ditempel di semua mading
sekel ur ahan -Kéurah@rP Bintare eitu tidak ada kata-kata

setempat, malah sebaliknya sebenarnya. Jadi penjelasan lisannya, kami

belum puas dengan apa yang disampaikan itu.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, itu saja ya?
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2959.

2960.

2961.

2962.

2963.

2964.

2965.

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Kemudian, akhirnya kami protes lagi pada tanggal 14 Juli ke
Bawaslu DKI. Kami membuat Berita Acara dan diterima dan dibuatkan
Berita Acaranya, namun sampai saat
hasilnya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, ini saya tanya dahulu sedikit Termohon ini. Langsung, mana
Prinsipalnya? Ya, ini Prinsipal sebentar. Jadi biar enggak ngantuk juga
saya tanya.

Itu mengenai pengguna PM-1 é apa €& domi si l
KTP itu, pemilik KTP di situ. Itu memang apa dimungkinkan memilih di
TPS mana saja atau memang hanya di TPS yang di domisilinya itu saja
atau gimana?

ANGGOTA KPU: IDA BUDHIATI

Baik, Majelis. Kami sampaikan penjelasan. Bahwa di dalam
peraturan KPU terkait dengan penggunaan hak pilih bagi warga negara
yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak terdaftar di dalam
DPT, Daftar Pemilih Tambahan, daftar pemilih khusus memang
disyaratkan mereka ini dapat menggunakan hak pilih sesuai dengan
alamat yang tertera dalam identitas kependudukannya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Artinya alamat itu hanya di TPS di alamatnya itu saja?
ANGGOTA KPU: IDA BUDHIATI

Betul.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak bisa ke TPS yang agak jauh walaupun kelurahannya sama?
Kan di satu kelurahan banyak TPS?

ANGGOTA KPU: IDA BUDHIATI
Bisa, tergantung pada ketersediaan surat suara. Prinsipnya bahwa

pemilih yang bersangkutan itu dapat menggunakan hak pilih sesuai
dengan wilayah administrasi dimana KTRnya itu diterbitkan itu, Majelis.
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2966.

2967.

2968.

29609.

2970.

2971.

2972.

2973.

2974.

2975.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Artinya yang penting di kelurahan itu?
ANGGOTA KPU: IDA BUDHIATI

Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi tidak harus di TPS yang di dekat tempat tinggalnya?
ANGGOTA KPU: IDA BUDHIATI

Betul.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu aturannya?
ANGGOTA KPU: IDA BUDHIATI

Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, saya mau konfirmasi.
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Maaf, Yang Mulia. Saya lebih jelaskan lagi di dalam surat edaran
ini. Jadi dalam surat edaran ini bahwa pengguna A-5, PM-1, dan KTP
boleh mencoblos di TPS mana saja di Kelurahan Bintaro, dimana saja.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya. Itulah yang ditanyakan tadi.

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Maksudnya (é)
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2976. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ya, cukup. Sudah dimengerti ya. Oke, baik. Ini tinggal dua
lagi, kita harus jam 09.30 WIB harus sudah berhenti karena dari pagi ini.
Dwi Heriyanto.
2977. SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Siap, Yang Mulia.
2978. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, alamat di mana?

2979. SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Jalan Baru I, Nomor 10, RT 10, RW 3, Kebayoran Lama Utara,
Jakarta Selatan.

2980. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Saudara saksi di PPK Pesanggrahan untuk Nomor 1 betul?
2981. SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Betul.
2982. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Saudara bertugas pada saat itu?
2983. SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Betugas pada saat itu dengan teman saya.
2984. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, berapa TPS di Pesanggrahan ini?
2985. SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Total semua ada 239.
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2986.

2987.

2988.

29809.

2990.

2991.

2992.

2993.

2994.

2995.

2996.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
239, jumlah DPT-nya berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Jumlah DPTnya sebentar. 166.618.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
6187
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Yang menggunakan hak pilih berapa?

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Yang menggunakan hak pilih 124.057.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Suara sah?

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Suara sah=122.862.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

862.

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Suara tidak sah=1.195.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

1.195?
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2997. SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya.

2998. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Berapa yang DPKTB di sini?

2999. SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
DPKTBnya itu 8.913.

3000. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ha?

3001. SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
8.913.

3002. KETUA: HAMDAN ZOELVA
913.

3003. SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya.

3004. KETUA: HAMDAN ZOELVA

8.913. Pada saat rekap itu apa yang terjadi? Apakah Saudara ada
keberatan mengenai hal ini?

3005. SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya, jadi bahkan ketika pertama kali dibuka, siding PPK, itu saya
sudah mengajukan keberatan ada waktu itu karena kita menemukan
nil ai DPKTB yang besar ini dari | apor ar

3006. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.
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3007.

3008.

3009.

3010.

3011.

3012.

3013.

3014.

3015.

3016.

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Data yang kami

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dengan adanyad at a

i ni é

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

punya (

dat a

e)

(€é)

Besarnya DPKTB ini, Saudara apa permintaan Saudara terhadap

PPK?

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Ya, kita ingin mengidentifikasi, mengklarifikasi hal ini, gitu ya. Ja di

(€)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Kita bu é kita

kita mulai.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Buka kotak suara dulu?

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Betul. Tapi pada waktu itu, k et u a

pernah ¢é tidak
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak menerima?

mener i

ajukan

PPK
ma ,

pembukaan

i tu
gi tu

ti dak
y a.
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3017.

3018.

3019.

3020.

3021.

3022.

3023.

3024.

3025.

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Jadi e y a, Ket ua PPK itu bil
lanjutkan dulu perhitungannya, nanti kalau seandainya protes,
bel akangan. o
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

nJadi , i ni peraturannya. Kal au
jangan bicaral! o Sepert.i it u.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke. Setelah selesai penghitungan, apakah permintaan Saudara
dikabulkan?

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Ya, dikabulkan. Saya mengajukan ada 153 TPS yang dari catatan
saya ini bermasalah. Jadi, semua TPS di Pesanggrahan, itu memiliki
DPKTB yang cukup besar. Tapi saya pilah yang di atas 20 saj, ya ada
153.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dibuka kotak suaranya?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Saya ajukan 153, tapi kemudian ketua PPknya ini keberatan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terus?

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Menanyakan kepada panwascam waktu itu dan panwascam itu
merekomendasikan dibuka semua, ya.
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3026.

3027.

3028.

3029.

3030.

3031.

3032.

3033.

3034.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Terus?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Tapi ketua PPknya i1 tu tidak setuju, n Wa h ,

gini , mau sel esai jam ber apapumg kitbaya bi
punya waktu tiga hari, o0 saya bilang bec

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

AKita siap walaupun har us mengi nap
keberatan saksi yang teman sebelah itu, juga Nomor 2 itu keberatan
juga, begitu kan? Akhirnya, diambil jalan tengah. Oke, ketua PPK
mengabulkan, tapi per PPS itu hanya tiga saja yang diambil.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, totalnya berapa TPS?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Jadi, yang dibuka itu 15 TPS.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

15 TPS.
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Malam itu juga, ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

15 TPS. Nah, setelah dibuka 15 TPS ini, data DPKTBiwya
bagaimana?
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3035.

3036.

3037.

3038.

3039.

3040.

3041.

3042.

3043.

3044.

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya. Setelah dibuka, ternyata banyak hal-hal yang kita temukan,

ya. Jadi, hampir semua, artinya dari 15 itu memang ada yang sesuai ya,
tapi hampir semua yang sesuai itu ada empat, ya. Berarti yang 11 itu

(€)
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Sesuai apa maksudnya?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Jumlah KTRnya,terus ada ( €)
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, ya.
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya, semuanyalah gitu, ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
A-5 nya ada?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya. Karena kita langsung buka semua itu.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke.Yangl ai n ( é)
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Termasuk KTRKTRnya kita buka, alamatnya di mana, seperti itu.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sisanya ndak lengkap?
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3045.

3046.

3047.

3048.

3049.

3050.

3051.

3052.

3053.

3054.

3055.

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Enggak lengkap sama sekali. Bahkan, ada yang kayak di
Pesanggrahan itu, enggak ada semua.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Enggak ada semua.
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
KTP enggak ada, domisil:i enggak
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Di Pesanggrahan dua TPS?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
(Suaratidak terdengar jelas) Pesanggrahan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, dua TPS?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Eh, kelurahan, ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, Kelurahan Pesanggrahan kan tadi dua TPS tiap kelurahan?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Enggak tiga, tiga.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tiga?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Satu. Yang é yang € yang enggak
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3056.

3057.

3058.

3059.

3060.

3061.

3062.

3063.

3064.

3065.

3066.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Satu TPS?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya, itu enggak ada sama sekali. Kemudian( € )
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Itu berapa di situ yang DPKTB di situ, di Pesanggrahan?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
64.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
64. Tidak ada KTP, tidak ada domisili?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Tidak ada domisili, tidak ada AT.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak ada A-5 juga?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Tidak ada A-5.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak ada.

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Tapi ada. Itu saya dapat data dari PPS ya 6 4 . N Ok e,

Ternyata enggak ada sama sekali.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Okelah. Terus, berapa perolehan suara Nomor 1 di sini?
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3067.

3068.

3069.

3070.

3071.

3072.

3073.

3074.

3075.

3076.

3077.

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Di  (é)

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Di PPK é PPK.

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Oh, PPK, sebentar. Perolehan Nomor 1=

KETUA: HAMDAN ZOELVA
60.6607?

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Nomor 27?

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Nomor 2=62.202.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
202.

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya. Jadi, selisih

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tadi di TPS Pesanggrahan tadi yang satu TPS itu berapa

perolehan Nomor 1?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Sebentar.

60.660.

h a-any a

2.

000
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3078.

3079.

3080.

3081.

3082.

3083.

3084.

3085.

3086.

3087.

3088.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ada datanya?

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya, ada.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
TPS berapa itu?

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya, TPS 29.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
TPS 297

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Terus, berapa Nomor 1?

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO
Nomor 1=263, Nomor 2=403.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nomor 2=403. Oke. Jadi, yang jadi persoalan hanya masalah

DPKTB saja?
SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Ya. Jadi, tidak sesuai dengan prosedur yang ada.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.
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3089.

3090.

3091.

3092.

3093.

3094.

3095.

3096.

3097.

3098.

3099.

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Dan nilainya € jumlahnya juga b

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, sudah ada di sini tertulis. Cukup, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: DWI HERIYANTO

Cukup.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Ya, saya tanya tadi yang di TPS tadi TPS 22

yang siapa namanya?
suara Nomor 1 berapa di situ?

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Bai k, Yang Mul i a.

KETUA: HAMDAN ZOEL VA
62 atau?

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA
TPS.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
027?

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA
TPS 62.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, 627

SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Bukan 02, 62, ya, Kelurahan Bintaro.

Si Her é Her i

Untuk TPS 62
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3100.

3101.

3102.

3103.

3104.

3105.

3106.

3107.

3108.

31009.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

62 atau 027
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

TPS 62.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

62, ini salah catatan di sini ini 62, oke. Berapa?
SAKSI DARI PEMOHON: HERIKA

Untuk Calon Nomor 1=216, Calon Nomor 2=235.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

235, okelah. Mau tahu itu saja, ya. Rahadi. Ya, alamat di mana?
SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Alamat Jalan Jati Murni, Nomor 2, RT 003, RW 007 Kelurahan Jati
Padang, Kecamatan Pasar Minggu.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Saudara alamat di mana? Alamat Jat Padang, ya?
SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Al amat | alan (é)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara jadi saksi di KPUD di Kota Jakarta Selatan untuk Nomor 1
betul?
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3110.

3111.

3112.

3113.

3114.

3115.

3116.

3117.

3118.

31109.

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Ya, Betul, khusus untuk mengikuti kegiatan undangan tanggal 31,
pelaksanaan pembukaan kotak dan pengambilan dokumen.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Khusus kejadian peristiwa tanggal 31 bulan Juli?
SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Ya, untuk pembukaan kotak dan pengambilan dokumen.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
31 Juli, ya? Itu pada saat itu hadir Saksi Nomor 2 hadir?
SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Tidak hadir, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Panwas hadir?
SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Panwas hadir, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, itu pembukaan kotak suara, berapa kotak suara yang
dibuka?

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Ya, | adi € saya bisa tambahkan
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak, langsung jawaban saja dulu, berapa kotak suara yang
dibuka?
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3120. SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Jadi, pada saat kami hadir di sana,
terdapat banyak kotak suara di ruang KPUD Jakarta Selatan, yang itu
juga akhirnya kami tanyakan.
3121. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tapi, Saudara diundangan kanke sini?
3122. SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Ya, sudah €é ya, diundang, Yang Mul i &
3123. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tapi Saudara tidak datang pagi, begitu?
3124. SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Datang pukul 09.00 WIB undangannya.
3125. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Undangannya pukul 09.00 WIB?
3126. SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
pukul 09.00 WIB.
3127. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Dimulai pembukaan kotak suara jam berapa?

3128. SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Jadi sebelum dimulai, kami menyampaikan keberatan-keberatan
tentang pelaksanaan kegiatan tersebut k

3129. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang Saudara tahu, pembukaan kotak suaranya atas rekomendasi
siapa?
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3130.

3131.

3132.

3133.

3134.

3135.

3136.

3137.

3138.

3139.

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Ya, jadi surat yang kami dapatkan, surat undangan KPUD Jakarta
Selatan Nomor 471 terkait dengan Surat Edaran KPU RI Nomor

1449/KPU/VII/2014, perihal penyiapan dan persiapan form A-5
PPWP dan modelG7 é-7C terkai't dengan
dan wakil presiden.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, ini berkaitan dengan surat edaran KPU ini?
SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Ya, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Pencarian bukti?
SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

PPé
presi

Oke. Saya mau tanya saja kalau begitu. Saat itu Saudara ada,

Saksi Nomor 2tidak ada?

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Tidak ada, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Panwas ada?

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Panwas ada, Yang Mulia

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Panwas ada, polisi ada?
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3140.

3141.

3142.

3143.

3144.

3145.

3146.

3147.

3148.

3149.

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Polisi ada, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, pada saat itu, setelah selesai, berapa kotak suara yang

dibuka?

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Jadi, pada hari itu, yang saya saksikan ada 15 kotak suara.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

I15kotak suara, tetapi bi sa saya |jela
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak, sebentar dulu, di 15 kotak suara, ya? Apakah setelah
selesai itu dibuatkan Berita Acara?
SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Belum selesai, Yang iMulwaak.t ul a&doin ftiirdmn
awal, Berita Acara akan dibuatkan pada saat selesai pembukaan kotak
suara secara keseluruhan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Selesainya pembukaan kotak suara berapa hari?
SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Yang kami i kuti, saya hadir di sana
hari Sabtu malam masih ada di sana.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Berapa hari ¢é berapa hari, yanc

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Saya hadir di hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu.

361



3150.

3151.

3152.

3153.

3154.

3155.

3156.

3157.

3158.

3159.

3160.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke. Jadi 3 hari berturut-turut?

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Berturut- turut, tapi tidak full.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak full. Oke. Tapi pembukaan kotak suara yang sendiri

dilangsungkan seluruhnya berapa hari?

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Kami tidak mendapatkan i nfor masi

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tidak tahu?

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Setelah (suara terdengar tidak jelas).

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi setelah hari Sabtu, Saudara tinggalkan itu, masih ada buka

kotak suara?

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Masih, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Masih.

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Masih.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah setiap buka kotak suara dibuatkan Berita Acara?
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3161.

3162.

3163.

3164.

3165.

3166.

3167.

3168.

3169.

3170.

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Tidak, Yang Mulia

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak. Selama Saudara ada, tidak ada Berita Acaranya?

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Tidak ada.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah yang Saudara tahu setelah selesai semua buka kotak

suara, ada dibuat Berita Acara?

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Keti ka (é)

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Tahu tidak?

SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO

Ketika é sampai mal am

Mi rkegngdian s ay a

tidak ada konfirmasi kapan selesainya dan apakah dibuatkan Berita

Acara atau tidak (¢é)

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah ada dari Saksi Nomor 1 yang lain, yang bergantian

dengan Saudara?
SAKSI DARI PEMOHON: RAHADI MULYANTO
Tidak ada, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada. Yalah itu saja. Cukup saya kira, itu saja yang paling

penting. Oke, terima kasih.
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3171.

3172.

3173.

3174.

3175.

3176.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang Mulia, sedikit ada, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ada konfirmasi sedikit. Terima kasih, saya ingin penegasan dari
Termohon. Tadi Termohon menjelaskan bahwa pemilih pengguna KTP
yang tidak ada di DPT, DPTB itu bisa menggunakan hak pilihnya
walaupun di TPS yang tidak sesuai dengan alamat yang ada di dalam
KTP.

Bolehkah Saudara menyampaikan di pasal berapa dan PKPU
berapa yang mengatur mengenai itu? Kalau belum bisa dijawab secara
lisan sekarang, boleh tertulis nanti.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Termohon bisa? Prinsipal?
TERMOHON: IDA BUDHIATI

Ya. Baik, Majelis. Apabila kita merujuk pada teks yang ada di
dalam peraturan KPU, memang secara eksplisit bahwa pemilih dalam
kategori DPKTB ini menggunakan hak pilih sesuai dengan alamat tempat
tinggal yang tertera di dalam dokumen kependudukannya.

Nah, sisi yang lain bahwa dari sisi perspektif, jaminan
pelaksanaan hak konstitusional warga negara, apabila memang di TPS
setempat itu tidak tersedia surat suara bisa dialihkan pada TPS terdekat.
Demikian.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya tambah sedikit. Apa ada norma yang Saudara tuangkan lagi
di dalam regulasi bahwa kalau kertas suara di TPS yang sesuai dengan
alamat dalam KTP boleh pindah di TPS lain sepanjang masih dalam
wilayah administrasi kelurahan atau kecamatan di KTP itu? Ada
normanya?

364



3177.

3178.

3179.

3180.

3181.

3182.

3183.

3184.

3185.

3186.

TERMOHON: IDA BUDHIATI

Ada, Yang Mulia. Di dalam PKPU Nomor 19 yang mengatur
tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Jadi memang apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak
tersedia, maka KPPS setempat itu mengarahkan yang bersangkutan
untuk menggunakan hak pilih di TPS terdekat.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tapi kalau bisa, tolong nanti tertulis ya. Tertulis pasal dan PKPU
yang Saudara sudah sebutkan tadi tahunnya, gitu ya.

TERMOHON: IDA BUDHIATI
Baik.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Para pihak, apa ada yang mau tanya kepada
saksi atau cukup? Untuk Pemohon dulu, cukup ya. Pemohon. Termohon?

KUASA HUKUM TERMOHON:
Yang Mulia, Termohon ada sedikit pertanyaan saja kepada saksi.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Saksi yang mana?
KUASA HUKUM TERMOHON:
Saksi yang awal, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, namanya siapa?
KUASA HUKUM TERMOHON:

Saksi Hendro Cipto.
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3187.

3188.

3189.

3190.

3191.

3192.

3193.

3194.

3195.

3196.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke. Cipto, Cipto ya.
KUASA HUKUM TERMOHON:

Saudara Saksi Hendra Cipto. Apakah benar tadi Saudara
mengatakan bahwa telah dilakukan PSU di Sunter Jaya?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON:
Di TPS berapa itu?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
95.

KUASA HUKUM TERMOHON:

TPS 95. Baik. Sedangkan untuk TPS yang tadi Saudara jelaskan,
TPS 103 Sunter Agung, betul ya?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON:
Di TPS itu terjadi masalah, kan?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON:

Setelah itu Saudara laporkan, apa tindakan selanjutnya?
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3197.

3198.

3199.

3200.

3201.

3202.

3203.

3204.

3205.

3206.

3207.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya. Di TPS 103 itu juga dilakukan PSU.

KUASA HUKUM TERMOHON:
Oh, sudah PSU, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON:
Setelah itu enggak ada masalah lagi dong sudah PSU, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON:
Di TPS 103, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON:

Bisa dijelaskan bagaimana suaranya sebelum PSU dan setelah
PSU?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Ini yang (suara tidak terdengar jelas) tidak ada data untuk itu,
(suara tidak terdengar jelas).

KUASA HUKUM TERMOHON:
Tidak ada datanya?
SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO

Enggak bawa.
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3208.

32009.

3210.

3211.

3212.

3213.

3214.

3215.

3216.

3217.

KUASA HUKUM TERMOHON:

Anda masih ingat sebelum PSU Nomor 1 atau Nomor 2 yang
unggul? Setelah PSU, Nomor 1 atau Nomor 2 yang unggul?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Nomor 2 tetap yang unggul.

KUASA HUKUM TERMOHON:
Tetap?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Tetap.

KUASA HUKUM TERMOHON:
Sama saja?

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRA CIPTO
Sama saja.

KUASA HUKUM TERMOHON:

Baik. Cukup, Yang Mulia. Kemudian untuk Saksi Nurwahyudi.
Saudara Saksi Nurwahyudi, di TPS berapa ya?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Apanya ini, Pak?
KUASA HUKUM TERMOHON:

Tadi yang dijelaskan. Benarkah di TPS 26 Sunter Agung yang
Saudara jelaskan tadi?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Betul.
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3218.

3219.

3220.

3221.

3222.

3223.

3224.

3225.

3226.

3227.

3228.

KUASA HUKUM TERMOHON:
Betul. Di situ juga sudah diadakan PSU?
SAKSI DARI PE MOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Betul.
KUASA HUKUM TERMOHON:
Bagaimana itu PSUnya? Sudah enggak ada masalah setelah PSU?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Setelah PSU (é)
KUASA HUKUM TERMOHON:
Lancar-lancar saja kan PSUnya?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Sebentar. Jadi begini, Pak. Tadi kan yang kita komplain adalah
(&)

KUASA HUKUM TERMOHON:

Tidak. Saya bertanya kepada Saudara, PSkhya sudah
dilaksanakan belum?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Sudah.
KUASA HUKUM TERMOHON:
Sudah. Bagaimana pelaksanaan PSkhya? Lancar atau tidak?
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Lancar.
KUASA HUKUM TERMOHON:

Lancar. Anda ingat hasil PSUnya? Ada datanya?
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3229.

3230.

3231.

3232.

3233.

3234.

3235.

3236.

3237.

3238.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Tidak bawa.
SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI

Tidak bawa. Tapi Anda ingat, sebelum PSU, nomor berapa yang
unggul, setelah PSU nomor berapa yang unggul?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
Tetap Nomor 2, tapi persentasenya berkurang.

KUASA HUKUM TERMOHON:
Tetap Nomor 2?

SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD NURWAHYUDI
He eh, persentasenya berkurang.

KUASA HUKUM TERMOHON:

Cukup dari Termohon, Yang Mulia. Tapi mungkin ada rekan kami
yang menambahkan?

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Cukup dulu.
KUASA HUKUM TERMOHON:
Cukup, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Pihak Terkait?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT
Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan saya ini kepada saksisaksi
yang dari Jakarta. Pertanyaan sama pada semua saksi. Saya mulai dari

saksi Abdul Karim yang mengatakan dahsyat, kemudian dengan
menyebut istilah terjadi mobilisasi orang-orang dari daerah dengan
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3239.

3240.

3241.

3242.

3243.

3244.

3245.

3246.

menggunakan KTP dan begitu juga saksisaksi yang lain yang dari
Jakarta.

Pertanyaan saya sederhana dan sama dengan semua sakssaksi
yang dari Jakarta itu. Pertanyaannya pertama apakah dapat diketahui
sakstsaksi yang menggunakan KTP itu ternyata memilih pasangan
mana, pilih satu.

Pertanyaan kedua, apakah (...)

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau pertanyaan pertama tidak bisa dijawab, sudah pasti.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Baik. Artinya tidak bisa dijawab oleh saksi.

Yang kedua, istilah mobilisasi artinya itu kan didatangkan dengan
sengaja sejumlah orang didatangkan untuk memilih satu pasangan.
Apakah bisa diketahui atau ada bukti mengenai siapa yang
menandatangkan, siapa yang memobilisas? Pertanyaan berikutnya (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Satu-satu saja sebentar saya bantu. Abdul Karim saja contohnya.
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Ya. Siap, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Abdul Karim mana? Apakah Saudara tahu ada yang
menandatangkan pemilih itu di TPS-TPS itu?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ada, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ada, bagaimana tahunya?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Pembantu.
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3247.

3248.

3249.

3250.

3251.

3252.

3253.

3254.

3255.

3256.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Pembantu?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Pembantu yang tinggal di situ?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
Pembantu yang tinggal di rumah majikan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke, itu anunya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT
Artinya, buruh migran ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Jadi, itu kira-kira.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Bukan orang yang sengaja didatangkan. Orang yang memang

secara de facto tinggal di Jakarta tapi KTP-nya belum diubah.
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM
KTRnya daerah, Pak.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, gini itulah pemahaman dia biar anu biar Majelis nanti yang

menilai.
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3257.

3258.

3259.

3260.

3261.

3262.

3263.

3264.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Apakah juga juga bisa diketahui dari sejumlah orang yang
menggunakan KTP, berapa banyak atau berapa persen yang
menggunakan form A-5 dan berapa yang tidak?

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Hasil bongkar 14 ... 16 TPS, saya tidak menemukan satu pun form
A-5.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT
Di TPS Saudara?
SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Di TPS bongkar, bukan TPS saya, Pak. Hasil yang saya saksikan di
depan mata kepala saya sendiri.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Karena banyak sakstsaksi yang lain tadi, ada yang menyebutkan
ternyata yang menggunakan form A-5 sekian, yang tidak menggunakan
sekian. Kami ingin mengetahui lebih banyak yang menggunakan form A-
5 atau yang tidak.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARIM

Kalau di Kecamatan Penjaringan dari 16 TPS yang dibongkar, saya
tidak menemukan satu pun form A-5 dan ada beberapa TPS yang tidak
ada daftar absensinya. Ada tiga TPS, Pak, yang tidak ada daftar
saksinya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Ya. Kebetulan Saudara kan saksi hanya TPS hanya beberapa.
Seperti Dwi Heriyanto menyebutkan di daerahnya 269 TPS, kemudian
sakstsaksi yang lain ada yang menyebutkan sekian puluh TPS.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, memang bedabeda ini, beda-beda karena beda kecamatan.
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3265.

3266.

3267.

3268.

3269.

3270.

3271.

3272.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Baik. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya. Dari seluruh orang
orang yang memilih dengan menggunakan KTP itu tadi, apakah bisa
diketahui semua suara itu menjadi suara sah atau ada sekian persen
yang menjadi suara tidak sah?
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu tidak tahu , pasti.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENRY YOSODININGRAT

Tidak ada beritahu. Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZO ELVA

Pasti tidak tahu. Baik, terima kasih. Ya. Baik cukuplah. Jadi, yang
tadi yang yang tadi Hamid tadi diajukan pada sidang selanjutnya karena
masih ada jatah ya. Baik, sebelum sidang ini saya tutup untuk sidang
hari ini, saya perlu sampaikan, Pemohon mengajukan bukti awal bukti P-
1 sampai dengan P-66 betul? Bukti awal ... bukti awal.
KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Betul, Majelis.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini sudah diverifikasi dan saya sahkan lebih dulu yang ini ya.

KETUK PALU 1X

Apakah Saudara sudah mengajukan bukti tambahan?
KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU

Bukti C-1 (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Selain yang ini?
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3273.

3274.

3275.

3276.

3277.

3278.

3279.

3280.

3281.

KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU

Selain yang ini akan kami susulkan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kapan?
KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU

Insya Allah hari Senin.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, soalnya pada sidang sebelumnya saya minta hari ini untuk
disahkan hari Senin karena untuk memberi kesempatan kepada
Termohon dan Pihak Terkait untuk melihat sehingga mereka
mengajukan bukti sandingan. Jadi, itu maksudnya. Kapan Saudara bisa
mengajukan?

KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU

Kami jadwalkan pada hari Senin untuk mengajukan bukti
tambahan.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hari Senin baik ya. Jadi, Senin sudah siap ya. Termohon, kapan
akan mengajukan bukti tertulis, bukti tulisan?

KUASA HUKUM TERMOHON:
Hari Senin, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Hari Senin?

KUASA HUKUM TERMOHON:

Hari Senin.
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3282.

3283.

3284.

3285.

3286.

3287.

3288.

32809.

3290.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sekaligus saya ingatkan untuk memberikan penjelasan perolehan
bukti itu termasuk tadi ada yang kotak suara, apakah ada Berita
Acaranya dan bagaimana proses pembukaan kotak suara sehingga
Saudara mendapatkan bukti itu?
KUASA HUKUM TERMOHON:

Baik, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti untuk dikomentari juga oleh pihak Pemohon ya.
KUASA HUKUM TERMOHON:

Baik, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, nanti dibuat dalam akta bukti. Dikomentari juga oleh Pihak
Terkait. Itulah yang akan menjadi penilaian Mahkamah dalam putusan
akhir. Kita melihat fakta-fakta persidangan. Pihak Terkait kapan akan
mengajukan bukti?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Kami akan mengajukan setelah kami menerima bukti baik dari
Pemohon maupun Pihak Terkait ... pihak Termohon, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, baiklah. Termohon Hari Senin ya, bisa?
KUASA HUKUM TERMOHON:

Bisa, Yang Mulia. Sebagian alat bukti kami sebetulnya sudah ada
yang masuk, Yang Mulia, tapi nanti kami susulkan sisanya hari Senin.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Disusulkan ulang dan sekaligus penjelasan perolehan suara,
buktinya, ya.
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3291.

3292.

3293.

3294.

3295.

3296.

3297.

3298.

KUASA HUKUM TERMOHON:
Baik, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau begitu Pihak Terkait nanti hari Selasa ya. Selanjutnya,
sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi ya, saksi Termohon 25
orang, saksi Pihak Terkait 25 orang, kembali lagi saksi Pemohon 25, ya.
Ya, 25 dulu nanti digeser lagi. Kalau sudah selesai, kan masih ada 25
sana, masih ada 25 sana lagi, jadi selesai semug masing-masing 50
baru diputar lagi.

Jadi karena itu sekali lagi, saya ingatkan untuk memanfaatkan
waktu sedemikian rupa, kami juga berusaha memeriksa cepat agar saksi
semakin banyak, semakin baik tentunya, semakin apa ... bagi semua
pihak, semakin baguslah, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Mohon izin, Yang Mulia?
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Mohon izin. Apakah untuk hari Senin, saksi dari kami, Pemohon
25 itu sudah termasuk tadi yang saksi yang belum disumpah atau
ditambahkan?
KETUA: HAMDAN ZOELVA

25, 25 saja. Sesuai kesepakatan sajalah.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Karena tadi hitungannya sudah 25 tadi, Majelis. Tambahan tadi

(€e)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak lebih tadi, sudah 26 tadi. Sudah 26. Ya, kalau dihitung-
hitung sekali lagi sudah 26 tadi, makanya sudah berlebih begitu. Saya
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enggak periksa lagi ternyata sudah 26. Jadi gitu, jadi enggak ada lagi
jatahnya. 25 lagi, kecuali ada waktu nanti setelah itu tambah lagi 25, ya.

Baik, jadi itu saja dulu, kemungkinan 75 saksi bisa selesai hari
Senin, jadi siapkan saja, ya, mudah-mudahan bisa selesai 75, dari pagi,
sore, ya. Mudah-mudahan tidak sampai malam seperti ini, tapi ya kita
layani juga sampai kapan pun, kan pengadilan itu kan melayani, asal
siap saja.

3299. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN
Kami pasif, Yang Mulia.
3300. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Dengan demikian sidang malam ini selesai dan sidang
dilanjutnya pada hari Senin, 11 Agustus 2014, pukul 09.00 WIB, untuk
pembuktian keterangan saksi dari Termohon, Pihak Terkait, dan
Pemohon.

Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.50 WIB

Jakarta, 8 Agustus 2014
Kepala Sub BagianRisalah

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahanpenulisan dari rekaman suara aslinya.
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